
10 TAHUN 
PARLEMEN 

\ 



10 TAHUN 
PARLEMEN 

\ 



I 
I 

Peringatan 
Lustrum ke-11 Parlemen Indonesia 

semendjak pemulihan kedaulatan 

IS PEBRUARI 1950 - IS PEBRUARI 1960 

Pidato Ketua Parlemen Mr. Sartono dalam rapat 

istimewa Dewan Pem:akilan Rakjat pada hari Senin 

tanggal 15 Pebruari 1960 

Sekertariat D.P.R.-R.I. - 1960 



I 
I 

Peringatan 
Lustrum ke-11 Parlemen Indonesia 

semendjak pemulihan kedaulatan 

IS PEBRUARI 1950 - IS PEBRUARI 1960 

Pidato Ketua Parlemen Mr. Sartono dalam rapat 

istimewa Dewan Pem:akilan Rakjat pada hari Senin 

tanggal 15 Pebruari 1960 

Sekertariat D.P.R.-R.I. - 1960 



I 
I 

... 

. 
• J 

4 

Uraian 

1. Pidato Ketua D.P.R .. 

I S I 

Hal.: 

7 

2. Laporan Sekertariat D.P.R.: 35 

A. Pemhentukan, susunan, masa djabatan Parlemen Indo-
nesia, kedudukan hukum dan keuangan anggotanja. . 37 

B. Pimpinan Parlemen dari masa ke masa . 61 

C. Kabinet-kabinet Republik Indonesia. 62 

D. Penjelesaian pokok-pokok pembitjaraan (usul undang­
undang, mosi/resolusi, interpelasi, dan pernjataan­
penclapat) : 

I. Rekapitulasi. 80 

II. Statistik mengenai usul undang-undang. 82 

III. Statistik mengenai usul mosi/resolusi, interpelasi 
dan pernjataan-pendapat. 83 

E. Daftar rantjangan undang-undang terpenting jang telah 
disetudjui oleh D.P .R. 85 

F. Daftar mosi-mosi/resolusi-resolusi, interpelasi dan usul 
,pernjataan-pendapat . 95 

G. Statistik mengenai penjelesaian undang-undang darurat. 100 

H. Statistik mengenai pertanjaan anggota. 101 

3 



I 
I 

... 

. 
• J 

4 

Uraian 

1. Pidato Ketua D.P.R .. 

I S I 

Hal.: 

7 

2. Laporan Sekertariat D.P.R.: 35 

A. Pemhentukan, susunan, masa djabatan Parlemen Indo-
nesia, kedudukan hukum dan keuangan anggotanja. . 37 

B. Pimpinan Parlemen dari masa ke masa . 61 

C. Kabinet-kabinet Republik Indonesia. 62 

D. Penjelesaian pokok-pokok pembitjaraan (usul undang­
undang, mosi/resolusi, interpelasi, dan pernjataan­
penclapat) : 

I. Rekapitulasi. 80 

II. Statistik mengenai usul undang-undang. 82 

III. Statistik mengenai usul mosi/resolusi, interpelasi 
dan pernjataan-pendapat. 83 

E. Daftar rantjangan undang-undang terpenting jang telah 
disetudjui oleh D.P .R. 85 

F. Daftar mosi-mosi/resolusi-resolusi, interpelasi dan usul 
,pernjataan-pendapat . 95 

G. Statistik mengenai penjelesaian undang-undang darurat. 100 

H. Statistik mengenai pertanjaan anggota. 101 

3 



' 

Kellla Parlemen Mr. Sartono. 



' 

Kellla Parlemen Mr. Sartono. 



I 

... _ 
LUSTRUM KE-II PARLEMEN INDONESIA 

sesudah pemulihan Kedaulatan 

Saudara-saudara para menteri, Saudara-saudara wakil pers, para 
anggota D.P.R. dan para tamu agung sekalian. 

Hari ini adalah tanggal ,15 Pehruari, suatu saat jang patut kita 
peringati, karena pad.a tanggal 15 Pehruari ini tepat 10 tahun her­
selang sedjak .parlemen kita mengadakan sidangnja jang pertama 

. dalam gedung ini. Peringatan ini dinamakan peringatan Lustrum 
ke-II parlemen Indonesia sesudah pemulihan kedaulatan. Lustrum 
jang pertama ikita peringati pada tanggal 15 IPehruari 1955. Dalam 

, masa sehelumnja kitapun mempunjai pengalaman da1am peker-
• djaan parlementer, ketika Komite Nasional Pusat dan Badan

Pekerdjanja, jang dihentuk heherapa waktu sesudah proklamasi
kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, m.emperoleh kedudukan
seJhagai Ma·djelis IPermusjawaratan Ra'kjat dan Dewan Perwakilan
Rakjat.

Saudara-saudara, sehelum saja melandju�kan pidato saja, marilah 
kita le'hih dulu hersama-sama mengheningkan tjipta samhil meman­
djatkan :doa kehadirat Tu.than Jang :Maha Esa hagi arwah para 
warga Dewan Perwakilan Rakjat jang telah mendahului kita, haik 
anggota maupun pegawai, jang dalam masa hidupnja menurut 
kemampuan masing-masing telah menjumhangkan tenaga dan 
pikirannja guna kepentingan parlemen kita . 

-m e n g h e n i n g k a n t j i p t a

Saudara-saudara jang terhormat, dalam memperingati Lustrnm 
ke-H parlemen Indonesia ini, marilah kita menoleh ikehelakang 
untuk mengenangkan dan menelaah pengalaman-pengalaman selama 
10 tahun jang lampau, sam'hil mengenangkan pula, meskipun setjarn 
sepintas lalu, masa se'helumnja, jaitu masa antara proklamasi 
kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan saat terhentuknja 
Repuhlik Indonesia Serikat, karena hagaimanapun djuga, dafam 
masa itulah diletakkan pangkal daripada kehidupan parlemen kita 
setelah bangsa Indonesia memperoleh kemhali kemerdekaannja. 
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Negara Repuhlik Indonesia s,!ldjak tahun 1945 hingga sekarang
adaJa.h negara .demdkrasi. Undang-undang Dasar kita jang pertama,
Ja1tu Undang-undang Dasar proklamasi 1945 jang dengan Dekrit
Presiden tanggal 5 Djuli 1959 herlaku lagi hagi tanah air kita,
meueutukan mesti adan.ja l\fadjelis tPermusjawaratan Ralkjat
01.P.R.) dan Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R.) }I.P.R. memegang

1keknasaan keclaulatan rakjat, meueta,pkan Undang-untdang Dasar
-<lan garis-garis hesar haluan negara serta memilih presiden. dan
wa1kil presiden. D .. P.R. bersama-sama dengan 1Preside11 memhirnt
undan:r-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belandja 

negara. 

Suasana pergolakan pada waktu itn tidaklah memuno-kinkan
. 0 

•pen1elenggaraan •pemilihan umum nntu!k menjusun M.P.R. clan
D.P.R. }Iaka dari itu, sesuai dengan keteutuan dalam aturan per­
alihan pasal IV Undang-undang Dasar, pada tanggal 29 Agustus
1945 oleh •Presiden dilantik fKomite Nasional Pusat (K.N.P.) jang
menclapat tugas membantu Presiclen ,dalam melaku!kan kekaasaan
1LP.R., D:P.R. <Ian D.['.A. selama thadan-·badan ini ihelum di'hentuk.
Tetarpi terbawa oleh suasana politik clan oleh hasrat untuk seo-era 

• 0 

mewud3udkan pa'lrnm demokrasi dalam lkeadaan revolusi itu, maka 

hersandarkan usu] K.i\".P. muntjullah }Iaklumat Wakil Presiden
No. X tanggal 16 Oktober 1945. Dalam sedjarah parlementerisme
Indonesia peristi,\ a itu adalah pen ting sekali artinja, kareua K.N.P.
jang semu]a merupakan Ibadan pembantu Presiden berubah men­
djacli ha clan legislatif ( fongsi D. P.R. l clan ha clan jang iknt serta
menetapkan garis-garis hesar haluan negara (fungsi :.\IJP.R.).
Berdasavkan maklumat tersebut, K.N.P. memheutuk dari ano-!rota-00 

anggotanja sebnah Badan tP�kerdja, jang hertugas melakukan
pekerdjaan K.X.iP. sehari-hari.

DaJam masa Repulblik Indonesia ihet1kedudu'kan di J ogjalkarta,
K.N.,P. pleuo Qamhat-laun menduduki ,tempat M.P.R. dan Badan
Pekerdjanja lebih 'hanja'k mela'kukan tugas D.P.R.

,Perkem•bangan lain dalam sedjarah ketata-negaraan kita semasa
pergo]akan itu jang mempunjai arti jang Iebih penting lagi ialah

8 

peruhahan dalam sistim pemerintahan dari kabinet presidensiil

menurut Undang-undang Dasar mendjadi kahinet parlementer

dengan tidak melalui peruhahan Undang-undang Dasar. Kahinet

Presiden ijang dihentuk pada tanggal 2 September 1945 diganti 

dengan Kabinet Sjahrir I jang hertanggung-djawa:h pada tanggal 

14 :Nopemher 1945. Pertanggungan--djawab itu diiherikan kepada 

Badan Pekerdja K.N.lP. jang melaku'kan pe'kerdjaan K.N.P. sehari­

hari dan kepada K.N.P. djika K.N.P. pleno hersidang. :\Iaka sedjak 

itu Badan Pekerdja K.N.P. tidak sadja melakukan pekerdjaan­

pekerdjaan legislatif, melainkan djuga melaksanakan pengawasan, 

dengan menggunakan hak-hak menanja, interpelasi, angket clan 

sehagainja, sekalipun Undang-undang Dasar tidak memuat keten­

tuan-ketentuan mengenai hak-hak itu. 

Adapun lhaluan politik negara diteutu.kan selandjutnja oleh 

manifes rpoliti'k Pemerintah tanggal 1 �opem'her 1945. Dari sinilah 

dimulainja sistim demo'krasi parlementer jang •hertjorak Jiibera1, 

jang kemudian mengikuti djedjak perkembangan sedjarah ketata­

negaraan kita sampai keluarnja Dekrit Presiden pada tang:gal 

5 Djuli 1959. 

Dalam masa anLara 17 Agustus 1945 sampai ter'bentuknja Repu­

hlik Indonesia Serikat, kita mengalami 7 kali peruhahan kabinet, 

jaitu: dari l)rnlhinet presiden mendjad'i: kabinet Sjahrir I, kathinet 

jahrir II, kabinet Sjahrir III, kabinet Amir Sjarifuddin I, kahinet 

Amir Sjarifucldin II, kahinet presidensiil Hatta I, kabinet •presi­

densiil Hatta II, dengan selingan kabinet darurat, ketika ibukota 

Jogjakarta diduduki oleh musuh. 

Saudara-saudara jang terhormat, 

Pada tanggal 27 Desember 1949 herdirilah Republik Indonesia 

Se1'ikat (R.I.S.) dan herlaku Konstitusi R.I.S. sehagai hasil Kon­
perensi Medja Bundar. )Ienurut Konstitusi R.I.S., republik kedua 

ini adalah sua.tu negara-hukum jang demo'kratis dan herbentuk 

federasi sedangkan lkelkuasaan kedaulatan R.I.S. dilakukan oleh 

pemerintah •hersama-sama dengan dewan penvakilan rakjat dan 

senat. Parlemen R.I.S. dalam bentuk hikameral ini mempunjai 

9 
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Presiden Soekarno mengutjapkan a!_llanat pe1nbukaan si.dang ~arlemen R.~.S. 
pada tgl. 15 Pebruari 1950 di Gedung Parleme": (be½as sos,tet Concordia). 

Tempat duduk para Anggota waktu itu men1erupa, bangki, sekolah. 

segala wewenang jang diperllukan untuk dapat bekerdja sebagai 
Ladan perwak:ilan raikjat :dimana menteri-menteri menjampaikan 
pertanggungan-djawabnja, sedangkan presi,den tidak dapat <liganggu­
gugat. •Sistim demokrasi jang berla!ku ,pada masa ini ia'lah model 
clemokrasi parlementer Eropa Barat. Dalam senat duduk 2 orang 
clari tiap-tiap daerah-bagian, masing-masing ditundjuk oleh 
pemerintah ,daerah-bagian dari daiftar jang memuat 3 tjalon dari 
perwalkilan rakjat jang bersangkutan. 

Jang idimakswd dengan ,perkataan ,,<lael'aih-1bagian" ia,la!h negara­
neuara ·ba«ian 7 ibuah termasuJk RepuMik Indonesia (Jogjakarta) 

0 0 

clan satuan-satuan kenegaraan 9 buah, seluruhnja 16 1lmah. Untuk 
keanggotaian D.IP .R. jang mewakili se1uruih rakjat Indonesia cli­
harapikan adanja pemil'ihan umum jang akan ·diatur •oleh suatu 
undang-undang fecleral. Sehelum dapat -dilbentuk 'DJP.R. melaiJ.ui 
pemiHhan umum, 1disusun U.'P.R. jang ,pertama menurut aturan 

seibagai herikut: 

10 

I) 

.. 

• a. djumlah anggota D.P.R. ditetapkan 150, diantaranja 50 dari 
daerah-bagian R.I.; 

b. djumlah anggota dari daerah-daerah lainnja (100 anggota ) 
diatur dengan perundingan bersama ole'h 15 •daerah-hagian 
lainnja dengan memperhatikan azas-azas <lemokrasi ,dan seboleh­
bolehnia dengan perundingan dengan 4 huah daer ah-daerah 
ln'donesia selelbihnja jang hulkan daerah-ibagian; 

c. golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropa clan Arab m endapat 
wakil 'berturut-turut 9, 6 dan 3 orang. 

Berdasarkan peraturan tersebut tersusunlah D.P.R. jang pertama 
jang te11diri atas 50 anggota ,dari daerah:bagian R.I., 21 anggota ,dari 
Pasundan, '17 angggota dari N.I.T. dan 62 anggota idari daerah­
,daera•h •lainnja, semuanja 150 anggota. 

Senat ,dan D.iP.R. R.I.S. jang ,pertama inilah jang ,,-dilantik" oleh 
Presiden pada tangga'l 15 Pebruari 1950, tepat 10 tahun jang 
lampau, digedung parlemen jang kita tempati sekarang. 

:Par1emen R :I.S. mempunja'i hak-ihaik interpelasi, menanja, angket, 
memhuat undang-undang bersama-sama dengain pemerintah atas 
usul pemerintah ataupun atas usul iPiarlemen sendiri (inisiatif), 
amandemen, hersama-sama 1dengan pemei,intah menetapkan ang• 
garan belandja dan menundjuk sumber-sumber pendaipatan negara 
(budget) , hersama-sama dengan .pemerintah menjatakan perang dan 
mensahlkan perdjandjian dengan negara-negara lain. Meski,pun 
menteri-menteri R.I.S. menurut Konstitusi 'bertanggung--djawah atas 
seluruh kebidjaksanaan pemerintah, namun D.P.R.-R.I.S. jang 
pertama tidak diberi wewenang untuk memaksa kabinet atau 
masing-masing menteri meletakkan -djabatannja; se'baH!knja Kon­
stitusi R.I.S. tidak memuat ketentuan j ang memungkinkan pem­
bu'haran DJP.R. jang pertama itu. Kabinet R.I.S. jang iper-tama (dan 
jang terachir) dinamakan zaiken-kabinet nasional. 

D.P.R.-R:I.S. jang .pertama itu ,direutjanakan akan m elaku.kan 
djarhatan selama 1 tahun untuk kemudian diganti dengan D.P.R. 
hasil ,pemil.ihan unnun, ikarena menurut Konstitusi dafam walktu 
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neuara ·ba«ian 7 ibuah termasuJk RepuMik Indonesia (Jogjakarta) 

0 0 

clan satuan-satuan kenegaraan 9 buah, seluruhnja 16 1lmah. Untuk 
keanggotaian D.IP .R. jang mewakili se1uruih rakjat Indonesia cli­
harapikan adanja pemil'ihan umum jang akan ·diatur •oleh suatu 
undang-undang fecleral. Sehelum dapat -dilbentuk 'DJP.R. melaiJ.ui 
pemiHhan umum, 1disusun U.'P.R. jang ,pertama menurut aturan 

seibagai herikut: 
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• a. djumlah anggota D.P.R. ditetapkan 150, diantaranja 50 dari 
daerah-bagian R.I.; 
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,daera•h •lainnja, semuanja 150 anggota. 
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memhuat undang-undang bersama-sama dengain pemerintah atas 
usul pemerintah ataupun atas usul iPiarlemen sendiri (inisiatif), 
amandemen, hersama-sama 1dengan pemei,intah menetapkan ang• 
garan belandja dan menundjuk sumber-sumber pendaipatan negara 
(budget) , hersama-sama dengan .pemerintah menjatakan perang dan 
mensahlkan perdjandjian dengan negara-negara lain. Meski,pun 
menteri-menteri R.I.S. menurut Konstitusi 'bertanggung--djawah atas 
seluruh kebidjaksanaan pemerintah, namun D.P.R.-R.I.S. jang 
pertama tidak diberi wewenang untuk memaksa kabinet atau 
masing-masing menteri meletakkan -djabatannja; se'baH!knja Kon­
stitusi R.I.S. tidak memuat ketentuan j ang memungkinkan pem­
bu'haran DJP.R. jang pertama itu. Kabinet R.I.S. jang iper-tama (dan 
jang terachir) dinamakan zaiken-kabinet nasional. 

D.P.R.-R:I.S. jang .pertama itu ,direutjanakan akan m elaku.kan 
djarhatan selama 1 tahun untuk kemudian diganti dengan D.P.R. 
hasil ,pemil.ihan unnun, ikarena menurut Konstitusi dafam walktu 
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llJr. Teuku Moh. Hassan, 
IT' akil Ketua Senat R.l.S. 

1 tahun sesudah 27 Desember 1949 harus diadakan pemilihan unrnm 
untuk memili,h D.1P.R. 1baru. 

K'onstitusi R.I.S.-1949 adalah Koustitusi semcutara. :.\fouurut 
Konstitusi itu Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah R.I.S.
diwadjiHkan selekas-lekasnja meneta,pkan Konstitusi R.I.S. jang 
akan menggantikan Konstitusi sementara. Konstituante jang di­
maksudkan itu akan <li'heutuk dengan <ljalan memperihesar D.P.R. 
'hasil pemililhan umum <lan Senat ham dengan anggota-anggota 

luar hiasa seibanjak djumlah anggota ibiasa madjelis-madjelis itu 
masing-mas'ing, jang diperoleh dengan tjara jang sama sebagai 
anggota 'biasa (pemilliihan umum untuk tam'bahan iD.P.R. dan 

pengangkatan oleh ,daerah-daerah bagian u111'tu'k tamha'han senat). 

Saudara-saudara, usia R.I.S. ternjata tidak sampai 1 tahun. IPer­
golakan-pergolakan dan peristiwa-peristiwa peuting telah memper­
tjepat pembuharan negara federnl iR..I.S. -dan ,pembentukan kem!huli 
negara Republik Indonesia Kesatuan. 1Pada satu piha:k tlcita lihat 
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timbulnja gerakan-geookan ratkjat jang demokratis diseluruh tanah
air jang, dengan tjara jang memang dimungkinkan oleh Konstitusi
Sementara R.I.S., mcuuntut ·pemhubaran ne«ara-neo-ara ihao-ian0 0 0 

huatan Van Mook itu dan penggabungan dengan negara Repuhlik
Indonesia jang herpusat di Jogjakart,a. 

Pada lain pihak kita sa'ksikan timhuln1·a o-erakan-o-erakan deno-an0 0 O 

menggunakan kekerasao. jang -dilakukan oleh ka'ki-tangan imperialis
Belanda. Di Djawa-Barat timhul gerakan A.P.R.A. (24 Djanuari
1950) jang tersusun terutama dar,i bekas tentara K.N.I.L. dan di.
pimpin oleh Westerling dalam <kerdjasama dengan Sultan Hamid,

Presiden, Sukarno mengutjapkan amanat tentang pernjataan terbentuknja 
Negara Kesatuan l<epub!ik fodonesi

a_ 
dalarn rapat gabungan D.P.R. -R.I.S. dun. 

Se7JU:� �.l*J rda tgl. 1:,. Agust.us _19;,0 jang dipimpin oleh Mr. Sartono, Ketua 
• · .- • . dengan didampmg, Sdr. M.A. Pellaupessy, Ketua Senat R.I.S. 
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seorang menteri dalam pemerfotahan R.I.S. dan heJkas opsir tinggi 
kera·djaan Belanda. 

Reutjana mereJka untuk mere!hu:t \kekuasaan dapat digagallcan. 
Sultan Hamid tertangkap dan diadili tetapi Westerling dengan 
hantuan lkekuasaan asing herhasil imeloloskan diri. Sisa.isisa pem­
:berontak ini, antara ila'in jang dipim;pin o1elh Jungschlager dan 
Schmidt, hekerdjasama dengan gerom!holan iD.I./T.I.I. Djuga ke­
kuatan J ungsohlager ~fan Schmidt achirnja da,pat 1dirpatabkan 

(tahun 1953). · 

Di Sulawesi iterdja,di •pemheronta.kan Andi .Ahdul Aziz ('5 April 
1950), djuga anggota Kni1l, jang ternjata didalangi '<)lleh pokrol 
djenderal N.I.T. Mr. Dr. Soumokil dan di Maluku timhul gerakan 
R.M.S. dari •helkas KnH kakitangan W estei:lling (25 April 1950) • 
Djuga ,pemberontalkan-pemlherontaikan ini dalam waktu jang sing­
kat dapat ditumpas o'leh kekuatan angkatan perang kita. 

Keme11angan ada •dipiihak rakjat. Sesuai ·dengan 1tuntutan rak,jat, 
nea-ara-necrara bacrian R.I.S. satu demi satu menggabungkan diri 

"' "' "' pada Repurbliik Indonesia. Sedjalan dengan gerakan Rakjat ini, 
daJan1 D.1P.R.-'R.I.S. sebagai penjalur rkeinginan ra:kjat telah di­
bitjara1kan dan diterima !haik 17 ibuah usul mosi ·pengga!hungan 
daerah-daera'h lbagian kedaJa.m Repwhliik Inld.onesia :dan seibuah usul 
mosi jang menundjuk,kan djallan !keara'h penjelesaian tuntutan­
tuntuta.n rakjat itu setjara integral. Pada tanggal 19 Mei 1950 
tertja.paifah persetudjuian antara pemerintah R.I. •dan 'Pemerinta•h 
R.I.S. jang djuga mewakili ,pemerintah-.pmneriIJJtalh Negara Indo­
nesia Timur dan negara Sumatera Timur untuk membentuk negara 

Repuhli.k Indonesia Kesatuan. 
Sehuah •panitia bersama menjusun rantjangan Undang-und.ang 

Dasar barn. Teks teracJhir rantjangan Undang-undang Dasar baru 
itu disetudjuii oleh Badan Pe:kerdja K.N.P. ,dan oleh Parlemen 
R.I.S. IPa,da :tangga'l !JS Agustus 1950 Undang-undang Dasar Semen• 
tara Repuib'l:ilk :Indonesia Kesatuan ,disa<hlkan oleh •Presiden dan 
mulai 'ber1aku pada tanggal 17 Agu:stus 1950. Negara iR.I.S. dibubar­
kan sete]ah mentjapai usia 8 bulan. D.'P.R. dan Senat R.I.S. jang 
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* 
Mr. AM. Tambunan, Wakil Ketua l 
D.P.R. - sementara dan pemah mendja­

bat Wakil Ketua I D.P.R.-R.l.S. 

* 

rberusia genap 6 lbulan, anggota-anggotanja dimasuklkan kedalam 
DJP.R. Semen'tara R.iI. 'bersama-sama ,dengan anggota-anggota Badan 
Pekerdja K.N.P. ,dan !Dewan Pertim'bangan Agung dari R.I. Jogja­
karta, •dan pezidana menteri R.I.S. Drs Moh. Hatta ditetaipkan 
menduduki lkembali ten1patn'ja sebagai Walk.ii Presiden R.I. 

Saudara-saudara jang terhormat, 

Marilah kita meneruskan mengikuti djedjak sedjarah. 

/Negara Repulbl'ik Indonesia 1950 (negara ketiga) ,hanja mem­
punjai satu badan ,perwakilan rakjat, jaitu Dewan ·Perwalk.i'.lan 
Ra!kjat. 

. IMadjelis pemlhuat Undang-undang Dasar ialah Konstituante. 
Ke'kuasaan kedaufa.tan dilalkukan oleh Pemerintah rbersama-,sama 
dengan IOewan :Perwaik'ilan Ra'kjat. Seperti halnja dimasa R.I.S. 
Presiden (dan Wakil 1Presiden) tidak dapat diganggu-gugat dan 
Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh !kebi,djalksanaan 
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pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja maupun masing· 
masing un'tuk bagiannja sendiri-senllir'i. 

tDewan Perwallcilan Rakjat dan Konsti-tuante dipil1h dafam suatu 
pemilihan umum menurut aturan-aturan jang ·ditetapkan dengan 
Undang-und~ng. Djumlaih anggota iD.P.R. dan Konstituante ditetap­
kan masing-mas'ing 'berdasar!kan perhitungan se'tiap 300.000 dan 
150.000 ,djiwa penduicluk warganegara mempunjai seoraing wabl. 
Golongan ketjil Tionglhoa, Eropa dan Ara'b temp mendapat 
djaminan perwaikiilan sepert:i diatur datJam Konstitusi R.I.S. 

Sebelum da:pat tersusun D.IP.R. dengan djalan :pemilihan umum, 
maka dibentuk D.P.R. sementara jang anggota-anggotanja terdiri 
dari ketua, para wakil iketua 1dan angg.ota-anggota D.P.R.-R.I.S. 
(148), Senat R.I.S. (29), Badan Pelkerdja K.N.;P. (46) dan Dewan 
Pertim'bangan Agung R.I. (13), semuanja 236 orang. 

Meno-enai haik •dan ke'kuasaan D.1P.R., Undang-undaug iDasar 
"' Sementara •R.I memuat ike'tentuan-ketentuan jang sama seperti 

Konstitusi R.I.S. Dalam Undang-un1dang Dasar Sementara itiu hak­
hak, 'kewadjiban..l_kewad11han dan wewenang D.lP.R., segala attri'huut 
jang hiasa dimiJiiki oleh parlemen, tetap terdjamin. Tetapi herhed-a 
dengan ,dimasa R.I.S., D.1P.R. Semeutara dalam Negara Kesa,tuan 
itu, meslciipun terhen'tuk tidak mela~ui pemilihan umum, mempu.njai 
h:ak ,penuh sehaga'i ,parlemen. 

Presiden lberhak membuibar'kan O .IP.R., dengan ke'tentuan hahwa 
,pernjataan pemhu:haran itu ldisertai per'intah untuk mengadakan 
pemilihan D.P.R. baru dalam 30 hari. Sebaliknja sesuai dengan 
•pertanggungan-djawalbnja kepada :D.•P.R., malka suatu 'kahinet­
parlementer ,dapa't di•palksa meletakikan 1djaibatannja, apahila 
menurut pendapat iDJP.tR. kebid,jalksanaan 'kalhinet menjimpang 
dati «aris 1· an« telah ditetapkan bersama oleh •Pemerinta'h dan 

' "' "' 
DJP:R. Dalam :hulbungan ini perlu diikemukakan, lbahwa sedjak 
terbentuknja negara R.I. iKesatuan mendjadi. kelaziman bahwa 
suatu lk.a1binet barn sebelum mendjalankan pemerintafh.an terle'hih 
dulu rnemberi'kan iketerangan resmi mengenai ,program kerdjanja 
kepada D.IP.R., jang setelalh memlhahasnja mengam'hil kepulnsan, 
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dapat atau tida1knja diberikan kesempatan ibekerdja 'kepada lkahinet 
•haru :itu. 

<Dalam masa-kerdjanja selama ldbi'h kurang 5½ tahun, D .IP.R. 
Sementara tdla·h herhadapan ·dengan 5 kalbinet seperti heri'kut: 

1. Kahinet Natsir (tanggal 6-9-1950-21-3-19'51 ) . Kahinet pertama 
setelah ter'hentuknja negara lkesatuan ini hanja ibeiker-clja ipenuh 
se'lama 6½ hulan, karena telah mengundurkan •diri ,deugan 
diterimanja oleh D.P.R. Sementara mosi S. Hadikusumo tentang 
pentja1hutan ,P.P. No. 39 taihun 1950 mengenai pemhe'kuan 
D.P.R.D. Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat pada waktu itu 
tidak ,dapat menje'l!udjui :mosi tersebut dan karena Kalbinet 
sependirian dengan Menteri Assaat ma1ka 'kahinet terpaksa 
mengundmikan diri. 

2. Kalbinet Sukiman - Suwirjo (tanggal 27-4-19511 - 23-2-1952). 
Kabinet in,i,pun tak lama umurnja, ibekerclja penuh hanja 

selama 10 !hulan, ,dan ,djatu'h 'berhuibung dengan adanja kesulitan­
kesuHtan jang timlbul dise'lcitar penarrdatanganan agreement 
mengenai M.S.A. dan diadjukannja usul interpelasi oleh 
Mr. Djody Gondokusumo dkk. mengenai soal tersehut. 

3. Kabinet W!i.lopo - Prawoto (tanggal 3-4-1952 - 3-6-1953 ). 
Djuga lkaibine't ini hanja dapat lbekerdja penu.h 1 tahun 2 hulan 
dan <ljatuh. ,disebahkan persoalan pemhagian tanafh di Sumatera 
Utara (Tandjung 'Morawa) dan ikarena ter,dapat keretalkan 
dalam kaibinet sendiri. 

4. Ka'binet Ali Sastroamid'jojo 'ke-1 (1-8,1953 - 24-7-1955). Kabi­
net ini !be1keJ.1dja agak lama (2 tahun) , •dan meletakkau >djahatan 
karena persoalan Angkatan Darat. 

.>. K:abiinet Bur'hanuddin Harahap (tanggal 12-8-1955 - 3-3-1956) . 
BekeJ.1dja penuh 6½ hulan, clan mengundurkan diri se telah di­
umwn'kan ,pemhagian kursi D.:P.R. hasil pemilihan umum. 

Walaupun dalam masa D.•P.R. Sementara selama 5½ tahuu itu 
rata-rata setiap tahun kita mengalami pergantian kabinet, namun 
buah hasil pekerdjaan parlemen, terutama clihidang penm<lang-
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dapat atau tida1knja diberikan kesempatan ibekerdja 'kepada lkahinet 
•haru :itu. 
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4. Ka'binet Ali Sastroamid'jojo 'ke-1 (1-8,1953 - 24-7-1955). Kabi­
net ini !be1keJ.1dja agak lama (2 tahun) , •dan meletakkau >djahatan 
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buah hasil pekerdjaan parlemen, terutama clihidang penm<lang-



undangan, masilh 1lumajan ,djuga. Keputusan-keputusan parlemen 
pada unuunnja 'lllen:tjennrnlkan pentlapat umum dalam masjarakat. 
Bahikan sistim ,demOlk:rasi rpavlemen:ter itu sendir'i ternjata te1ah 
berakar <lalam kehidnpan politik 'bangsa lnidonesia. 

Hal ini dibuktikan oleh timbulnja reaksi jang serentak ketika 

pada tanggal 17 OktO'her 1952, setelah ,parlemen menjeitudjui ustd 
mosi Manai Soplhiaan ten:tang pembentukan panitia untuk menin­

djau kemungkinan adanja perubahan dailam ,pimpinan dan organi­
sasi angkatan perang, golongan Lertentu mentjoba memhubarkan 

pademen -dengan mengorganisasi suatu ,demonstrasi jang menjerbu 

dan meng~hrak-a'hrik merusalk mellm1er ruangan sidang parlemen 
dan ,dengan mendesak ·Presiden untulk men.gam'hil kekuasaan, di­

sertai menjetelingkan meriam-meriam jang ditudjukan ke istana 
dan kegedung !)).P.R. Pertjohaan u,ntuk memhuhar'kan ,parlemen ini 
o-ao--all karena ,ditolak oleh P.residen <lan kemudian mendapat ten-
"' 0 

tangan keras ,dari ralkjat disemua pelosok tanah air. 

Peristiwa 17 Oktober 1952 jang menjedihkan, jang tidak sedjalan 
dengain 1ke'inginan ra'kjat itu, djustru mendorong ,pa-rlemen dan 

rpemerintah untuk memper'tjepat ,pemhuaitan undang-undang pemi­

lihan ll!l11Um dan ,penjelenggaraan pemilliihan umum guna 1eibih 
memperkuat !kedudwkan parlemen. 

Pada tanggal 1 April 1953 rantjangan undang-undang pemilihan 
anggo'ta IKonstituante ,dan anggota !)).P.R. 'Se:lesai diibitjarakan 
dalam D.P.R. <lan lkemu<lian disa4l'kan olel1 •Pemerintah sebagai 
undang-undang No. 7 tahun 1953. 

Berhuhwng ,dengan banjaknja persiaipan,persiapan jang per,lu 
diselenggaralkan, malka 'barn dalam ibulan Septemiher 1955 rakjat 
dapat lheramai-rama:i menudju ike k ot:ak--lk.o'tak suara untu!k memilih 
wakil-walkillnja ,daUam [),P.R. Hasil vemlhagian ikursi menurut pe• 
mililhan umum itu <liumu,mkan ,pada tanggal 1 !Maret 1956 dan 
pada tanggall 26 Maret 1956 :D,P.R. pi.J.i.han rnkjat dilantik ole'h 
Presiden. 
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Dengan terbentuknja D.P.R. hasil pemilihan umum ini hangs.a 
Indonesia unituk pertama kali dalam sedjarahnja mendapatkan 
se'huaib. ,parlenien jang memenuhi semua sjarat-sjarat formeel dari­
pada sis't.iJm demokrasi parilementer. 

Saudara-saudara jang iterhormat, 

Djumlah anggota il).'P.R. hasi,l pemilihan umum ada}alh 257 sedang 
djumlalh anggota jang dian~at oleh Pemerin'tah berdasarkan !ke­
teutuan Undang-undang Dasar ,dan Undaing-undang pemilihan 

umum ada 15 orang, 1jaitu un'tulk ,daerah-pemiJiihan Irian 'Barat 
3 orang, golongan lketjil Tionghoa 6 ornng ,dan go1ongan ketjil 
Eropa 6 orang. 

Berdasarlkan ind>angan kekuatan partai-,par:tai jang diwalkili dafam 
pa11lemen teillien'tuklalh Kalbinet-parlementer Ali Sastroaanidjojo 
ke-11 ;pada 'tangga:l 24 Maret 1956. 

Pengharapan rakjat bahwa sesudah dibentuk D.P.R. sehagai hasil 
pem:i11i·han umum, akan didapatkan !kesmbilan rp"o1itilk dan dapat 

,19 



undangan, masilh 1lumajan ,djuga. Keputusan-keputusan parlemen 
pada unuunnja 'lllen:tjennrnlkan pentlapat umum dalam masjarakat. 
Bahikan sistim ,demOlk:rasi rpavlemen:ter itu sendir'i ternjata te1ah 
berakar <lalam kehidnpan politik 'bangsa lnidonesia. 

Hal ini dibuktikan oleh timbulnja reaksi jang serentak ketika 

pada tanggal 17 OktO'her 1952, setelah ,parlemen menjeitudjui ustd 
mosi Manai Soplhiaan ten:tang pembentukan panitia untuk menin­

djau kemungkinan adanja perubahan dailam ,pimpinan dan organi­
sasi angkatan perang, golongan Lertentu mentjoba memhubarkan 

pademen -dengan mengorganisasi suatu ,demonstrasi jang menjerbu 

dan meng~hrak-a'hrik merusalk mellm1er ruangan sidang parlemen 
dan ,dengan mendesak ·Presiden untulk men.gam'hil kekuasaan, di­

sertai menjetelingkan meriam-meriam jang ditudjukan ke istana 
dan kegedung !)).P.R. Pertjohaan u,ntuk memhuhar'kan ,parlemen ini 
o-ao--all karena ,ditolak oleh P.residen <lan kemudian mendapat ten-
"' 0 

tangan keras ,dari ralkjat disemua pelosok tanah air. 

Peristiwa 17 Oktober 1952 jang menjedihkan, jang tidak sedjalan 
dengain 1ke'inginan ra'kjat itu, djustru mendorong ,pa-rlemen dan 

rpemerintah untuk memper'tjepat ,pemhuaitan undang-undang pemi­

lihan ll!l11Um dan ,penjelenggaraan pemilliihan umum guna 1eibih 
memperkuat !kedudwkan parlemen. 

Pada tanggal 1 April 1953 rantjangan undang-undang pemilihan 
anggo'ta IKonstituante ,dan anggota !)).P.R. 'Se:lesai diibitjarakan 
dalam D.P.R. <lan lkemu<lian disa4l'kan olel1 •Pemerintah sebagai 
undang-undang No. 7 tahun 1953. 

Berhuhwng ,dengan banjaknja persiaipan,persiapan jang per,lu 
diselenggaralkan, malka 'barn dalam ibulan Septemiher 1955 rakjat 
dapat lheramai-rama:i menudju ike k ot:ak--lk.o'tak suara untu!k memilih 
wakil-walkillnja ,daUam [),P.R. Hasil vemlhagian ikursi menurut pe• 
mililhan umum itu <liumu,mkan ,pada tanggal 1 !Maret 1956 dan 
pada tanggall 26 Maret 1956 :D,P.R. pi.J.i.han rnkjat dilantik ole'h 
Presiden. 

18 

* 
Mr. Tadjuddin Noor, Wakil Ketua Ill 

D.P.R. - sementara. 

* 

Dengan terbentuknja D.P.R. hasil pemilihan umum ini hangs.a 
Indonesia unituk pertama kali dalam sedjarahnja mendapatkan 
se'huaib. ,parlenien jang memenuhi semua sjarat-sjarat formeel dari­
pada sis't.iJm demokrasi parilementer. 

Saudara-saudara jang iterhormat, 

Djumlah anggota il).'P.R. hasi,l pemilihan umum ada}alh 257 sedang 
djumlalh anggota jang dian~at oleh Pemerin'tah berdasarkan !ke­
teutuan Undang-undang Dasar ,dan Undaing-undang pemilihan 

umum ada 15 orang, 1jaitu un'tulk ,daerah-pemiJiihan Irian 'Barat 
3 orang, golongan lketjil Tionghoa 6 ornng ,dan go1ongan ketjil 
Eropa 6 orang. 

Berdasarlkan ind>angan kekuatan partai-,par:tai jang diwalkili dafam 
pa11lemen teillien'tuklalh Kalbinet-parlementer Ali Sastroaanidjojo 
ke-11 ;pada 'tangga:l 24 Maret 1956. 

Pengharapan rakjat bahwa sesudah dibentuk D.P.R. sehagai hasil 
pem:i11i·han umum, akan didapatkan !kesmbilan rp"o1itilk dan dapat 

,19 



dibentuk suatu kabinet jang kuat ,dan dapat lbekerdja untuk waktu 

tjulkup lama, ternjata tidak beI'has'il. Ka'hiinet Alli Sastroami,djojo 
ke-II han'ja clapat b�kerdja penuh selama satu tahun d!an menjerah­
kan kemlhali manclatnja ,pada tanggal 14 rMaret 1957 iherlhu'hung 
!keaclaan ipolitik clan situasi umum clalam negara, terutama keadaan 
jang lk!ompleks dalam angkatan perang <lan 'herhubung usaha untuk 
mengaida'kan reshufFle setjara integral <lalam rlrnbinet tidak mem­
berikan hasil. 

•Saudara-saudara jang •terhormat,

Keadaan politik ditanalh air kita pada waktu itu, meskipun telah
clibeutuk D.P.R. dan Konstituante dengan melalui pemilihan umum 
setjara 1he-has dan ra'hasia, ternjat:a ·hertamhah genting. Peristiwa­
peristiwa pergolalkan diclaerah-.daerah dan dipusa't datang bertubi­
tubi clan ·merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa pengoperan­
peng:operan kekuasaan jang meugchawa'tirkan, sehingga ,pada tang­
ga'l 14 Maret 1957 seluruh negara ,dinjata:kan dalam keadaain lhahaja. 

,. 

P.M. Djuanda berpidato didalam resepsi Perajaan Sewindu Parlemen pada
tgl. 24 Pebruari 1958 jang mendapat penuh perhatian dari kalangan pembesar­

pembesar Pemerintah, pulitisi dan pers. 
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Dalam keaclaan jang genting itu iPresiclen bertindak sehagai for­
mateur <lan merribentuk Ka1hinet Karya Djuancla pada tanggal 
9 April l].957. 

Seperti dalam masa kalhinet Ali Sastroamidjojo lke-H, ker,dja­

sama antara iDJP.R. <lan IPemerintah dalam masa Ka'hinet Karya 
ini 'her1angsung setjara baik dalam suasana musjawarah. tPergolakan 
diclaera1h-.daerah ditjo'ha ,diatasi dengan diselenggarakall'Ilja Munas 

clalam Jmlan Septenl'her 1957 dan Mu.nas 1Pemhangunan •darlam 
hulan Nopemiher 1957. Tetapi ditengah-tengaih usaha, •baik dari 
pihak Pemerintah mau,pun ,dari pihalk D.P.R., untuk meredalkan 
ketegangan itu, seluruh tanah air pada tanggal 30 Nopemiher 1957 
dikedjut!kan oleh ,peristiwa ipert!johaan pendmnuhan terhadap IPre­
siden, jang dilakukan oleh gerombolau Zulkifli Luhis dkk. Achirnja 
dengan timhulnja pemherontakan P.R.R.1./Permesta pada per­
tengahan Pebruari 1958 jang hermaksud melikwidasi negara 
Republik Indonesia Kesatuan dan menggantinja dengan negara 
lain, mendjadi djelaslah latar-belakang daripada serangan-serangan 
jang setjara hertuhi-tuhi dilantjarkan kepada Pemerintah clan 
Parlemen semendjak rakjat Indonesia mendjadi hakim dalam 
pemilihan umum jang lampau. 

Saudara-saudara jang terhoNilat, 

Setelah kekuatan pemberontak P.R.R.1./Permesta pada pokoknja 
dipata·h'kan berkat ike'tangkasan angkatan perang lkita, maka lharap­
an-hara·pan untuk meredakan lketegangan di>tanah air kita leh.ih 
chusus ,ditudjukan kepada Konstituante. Gagasan Presiden tentang 
demokrasi terpimpin sehagai pengganti sistim demokrasi liberal 
jang menguasai 1kehi-dupan negara dan masjarakat Indonesia sedjak 
1 Nopem'her 1945 clan jang diangga,p sehagai induk-pangka11 ·dari 
segala keruwetan ditanah air makin iilipahami oleh masjarakat. 
Untuk merealisasi gagasan ·demokrasi terpimp.in ii.tu Undang-1.mdang 

Dasar Prdklamasi 11945 dianggap oleh berbagai pihak sebagai alat 
jang men'tjukupi dan dapat digunakan. Un1dang-undang Dasar 1Pr-0· 
iklaimasi 1945 itula1h jang u.ntnk mengatasi ,djalan lbuntu jang di­
hadapi oleh konstituante diusulkan oleh Pemeriutah agar ditentu-
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Q, 

kan sehagai Undang-undang Dasar jang tetap. Tetapi selhagaimana 
kita ketahui bersama, djuga penihitjaraan ini dalam Konstituante 
matjet, k.arena dalam pemungutan suara tidak tertjapai djumlah 
½ suara dari anggota jang hadir dan segera kemudian menjusul 
pernjataan dari tberhagai fraksi dalam Konstituante untuk tida'k 
lagi menghadiri sidang-sidang Kon.,,4:ituante. Achirnja untnk men~­
atasi tk.eadaan jang makin tegang dan un:tuk menjelamatkan negara 
proklamasi keluarlah dekrit Presiden tanggal 5 Dju li 1959, jang 
berisi: 

a. !Pemlbuharan Konstituainte, dan 
ib. IPernjataan ihedakunja Undang-undang Dasar 1945 ihagi segenap 

hangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia 
dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Seanentara 1950. 

Saudara-saudara jang terhormat, 

Sampaila-h saja sekarang pada per'kembangan sedjarah parlemen 
kita jang terachir, jaitu setelah kita kemhali lkepada Undang-undang 
Dasar Proklamasi 1945. Berlakunja kemhali Undang-undang Dasar 
1945 memhawa aldhat hahwa seluruh alat-alat perlengkapan negara 
perlu diperharui atau disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 
1945 itu . Pada tanggal 5 Djuli 1959 Kabinet Karya Djuanda menje­
rahkan 'kemhali manda'tnja setelah hclcerdja selama 2 tahun le'hih 
dan pada tanggal 9 Djuli 1959 tersusunlah kahinet presi'dens-iil jang; 
diberi nama K-ahinet Kerdja. Kemudian menjusul pemhentuikan 
Dewan Pertimhangan Agung jang <Upimpin langsung oleh Presiden. 
Dewan IPerwakilan Rakjat jang dibentuk melalui pemilihan umum 
di'bawah 1Undang-undang Dasar Sementara 1950, sesuai dengan per­
njataan harapan :Presiden/ iPanglima Tertinggi, da'lam rapa'tnja 
pada tanggal 22 Djuli dengan suara hulat m emutus'kan bersedia 
he'kerdja terns dalam rangka Undang-undang Dasar 1945. Dan pada 
tanggal 22 Djuli itu djuga dengan Penetapan Presiden ~o. 1 dite­
tapkan, hahwa D,P.R. jang d'ihentuk herdasar'kan Undang-undang 
Ko. 7 'tahun 11953 mendjafankan tugas D.'P.R. menurut Un<lang­
undang Dasar 1945. iDjuga sumpah masing-masing anggota diper­
baharui dan pada tanggal 23 Djuli 1959 para anggota D.P.R. di-

23 



ci 
~ 
c:i 

Q, 

kan sehagai Undang-undang Dasar jang tetap. Tetapi selhagaimana 
kita ketahui bersama, djuga penihitjaraan ini dalam Konstituante 
matjet, k.arena dalam pemungutan suara tidak tertjapai djumlah 
½ suara dari anggota jang hadir dan segera kemudian menjusul 
pernjataan dari tberhagai fraksi dalam Konstituante untuk tida'k 
lagi menghadiri sidang-sidang Kon.,,4:ituante. Achirnja untnk men~­
atasi tk.eadaan jang makin tegang dan un:tuk menjelamatkan negara 
proklamasi keluarlah dekrit Presiden tanggal 5 Dju li 1959, jang 
berisi: 

a. !Pemlbuharan Konstituainte, dan 
ib. IPernjataan ihedakunja Undang-undang Dasar 1945 ihagi segenap 

hangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia 
dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Seanentara 1950. 

Saudara-saudara jang terhormat, 

Sampaila-h saja sekarang pada per'kembangan sedjarah parlemen 
kita jang terachir, jaitu setelah kita kemhali lkepada Undang-undang 
Dasar Proklamasi 1945. Berlakunja kemhali Undang-undang Dasar 
1945 memhawa aldhat hahwa seluruh alat-alat perlengkapan negara 
perlu diperharui atau disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 
1945 itu . Pada tanggal 5 Djuli 1959 Kabinet Karya Djuanda menje­
rahkan 'kemhali manda'tnja setelah hclcerdja selama 2 tahun le'hih 
dan pada tanggal 9 Djuli 1959 tersusunlah kahinet presi'dens-iil jang; 
diberi nama K-ahinet Kerdja. Kemudian menjusul pemhentuikan 
Dewan Pertimhangan Agung jang <Upimpin langsung oleh Presiden. 
Dewan IPerwakilan Rakjat jang dibentuk melalui pemilihan umum 
di'bawah 1Undang-undang Dasar Sementara 1950, sesuai dengan per­
njataan harapan :Presiden/ iPanglima Tertinggi, da'lam rapa'tnja 
pada tanggal 22 Djuli dengan suara hulat m emutus'kan bersedia 
he'kerdja terns dalam rangka Undang-undang Dasar 1945. Dan pada 
tanggal 22 Djuli itu djuga dengan Penetapan Presiden ~o. 1 dite­
tapkan, hahwa D,P.R. jang d'ihentuk herdasar'kan Undang-undang 
Ko. 7 'tahun 11953 mendjafankan tugas D.'P.R. menurut Un<lang­
undang Dasar 1945. iDjuga sumpah masing-masing anggota diper­
baharui dan pada tanggal 23 Djuli 1959 para anggota D.P.R. di-

23 



amhil sumpahnja oleh Presiden. Selandjutnja dengan keputusan 
Presiden maka pimpinan [).!P.R. lama disahkan sehagai pimpinan 
D.P.R. dalam rangka Undang-undang Dasar 1945. Beifuuhung ,dengan 
pemhaharuan sumpah anggota D1P.R. itu maka djumlah anggota 
DJP.R. sekarang mendjadi 264. 

Dengan berlakunja lkemhali Undang-undang Dasar 1945 maka 
heruhahlah sistim clemokrasi jang hiasa kita kenal. Berheda dengan 
Konstitusi 'R.I.S. dan Undang-undang Dasar Sementara 1950, ma'ka 
menurut Undang-undang Dasar 1945: 
1. Kedau1atan rakjat dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Per-

musjawara·tan Ra'kjat (:\1.IP.R.). 
2. l\1.P._R. menetapkan garis-garis hesar daripada haluan negara. 
3. Pres1den {clan Wakil Presiden) clipilih oleh .:.\I.!P.R. 
4. Presiclen memegang 'ke'kuasaan pemerintahan, dihantu oleh 

:\Ienteri-menteri jang cliangkat clan diperhentikan oleh -Presiden. 
;:,. Presidcn meme.,cran.,CT lkelkuasaan imemhentu'k undanCT-undan"' 

' " " dengan ,persetncljuan D.!P.R. 

Selandjutnja sehagai tertjantum dalam lPencljelasan Undang­
undang (l)asar 1945 Presiden hanja ihertanggung-djawah kepada 
.:\LP.R. dan tidak hertanggung-djawab tkepada D.P.R. Se'haliknja 
D.IP.R. tidak dapat dihuharkan oleh Presiden. Dan dengan ditatap­
kannja Peraturan Tata-tertih D!P.R. jang ham, mendjadi makin 
cljelaslah 'kecludukan D.!P.R. da1am ranatka Undanu-undan"' Dasar 

0 o o 
19-15. DJP.R. mempunjai djuga wewenang jang sama dengan D.!P.R. 
dihawah Undang-undang Dasar Sementara 1950, seperti ihak-'hak: 
inhoiatif, amandemen, menanja, meminta keterangan, mengadakan 
penjelidi'kan, menjata'kan pendapat dan lain-lain. Pethedaannja 
hanjalah hahwa D.P.R. sekarang tida'k da,pat mema'ksa !Peanerintah 
untuk meletakkan dj~atannja, ketjuali melalui i\I.P.R., ,d:alam 
mana anggota-anggota D.P,R. termasu'k didalamnja. 

. Saudara-sauclara, ,clemikianlah setjara ringkas ,penkem'hangan se­
dprah Parlemen Indonesia clalam masa 10 tahun jang llampau 
dalam ihuhungannja dengan sistim pemerintahan clan ketata-negara­
an kita serta dengan peristiwa-perist<iwa penting jang mempengaruhi 
pertum.buhannja. 
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Marilah sekarang kita tindjau dalam garis-garis 1hesar hal-hal jang 
telah dikerdjakan o]eh Parlemen selama waktu 10 tahun .itu. 

:\1engenai hasil pekercljaan D.P.R. dalam 10 tahun ini dapat 
diiohtisarkan dengan ringikas sehagai herikut: 

Dalam masa D.P.R.-R.I.S. (selama 6 hulan) tela1h tertjatat 21 
buah rantjangan undang-undang jang diterima dari Pemerintah; 
11 ,telah disetudjui, 6 ditarik kembali dan 4 helwn atau helum 
selesai di'hitjarakan. Usul inisiatif tertjatat 2 huah; 1 huah telah 
disetudjui <lan 1 huah ditarik kembali. 

Usu'l mosi tertjatat 27 huah; 22 disetudjui, 1 bidak disetudjui 
clan 4 ditari'k kemlhali atau ti'dak drbitjarakan lagi. 

Usul interpelasi tertjatat 3 huah; 1 disetudjui dan 2 ditarik 
kemhali atau tidak dihitjarakan. 

Dalam masa D.P.R .-Sementara {selama 5½ tahun) tertjatat 228 
huah rantjangan undang-undang jang diterima dari Pemerinta'h: 
162 telah d.isetudjui, 61 ditarik kem.hali atau tidak dibitjarakan 
dan 5 ihe1um atau helum selesai dihitjarakan. Usul inisiatif D.P.R. 
tertjatat ada 9 buah: 5 telah disetudjui, 3 ditarik kemhali atau tidak 
dihitjarakan dan 11 helum selesai dibitjarakan. 

Usul mosi tertjatat 66 huah; 16 disetudjui, 15 ditolak dan 35 
ditarik kem.hali atau tidak idihitjarakan selandjutnja. 

Usul resolusi tertjatat 16 lhuah; 5 disetudjui, 2 ditola'k clan 9 
clitarik kemhali atau tidak ,drhitjarakan. 

Usul interpelasi tertjatat 24 buah; 16 disetudjui, 2 ditolak dan 
6 ditarik kem.hali atau tidak dihitjarakan lagi. 

Usul angket tertjatat I huah, telah disetudjui dan selesai di­
bitjarakan. 

Dalam masa D.P.R.-hasil pemilihan umum {selama 3½ tahun) 
tertjatat 144 hua'h rantjangan Undang-unclang jang diterima dari 
Pemerintah; 112 telah d<isetudjui, 16 ditari'k ikem!hali atau tidak 
dihitjarakan dan 16 helum atau he1um se1esai dihitjarakan. Usul 
inis'iatif D.1P:R. terrjatat 8 hua1h; 3 itelah disetudjui, 4 ditarik kem­
hali aitau tidak dihitjarakan ,dan I helum se1esai dihitjarakan. 
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Usul mosi tertjatat 8 ibuah; 2 disetudjui, I -ditolak dan 5 ditarik 
!kembali atau ,IJidak dihitjara!kan lagi. 

Usul reso'lusi ter;tjatat 37 tbua•h; 23 disetudjui, 2 ditolak dan 12 
ditarik ke:mlbali atau tidak dibitjara'kan. 

Usul interpelasi tertjatat 6 buah; 3 telah disetu'djui dan 3 ditarik 
kemhali atau tidak di'bitjarakan. 

Selandjutnja tertjatat 1 usul angket jang disetudjui dan Panitia 
Angket sekarang masih terus bekerdja. 

.Dalam masa D.P.R. dalam rangka Undang-undang Dasar 1945 
tela'h tertjatat 3 buah rantjangan Undang-undang jang diterima dari 
pihak Pemerintah; 2 telah disetudjui dan I belum selesai dihitjara­
kan. Usul inisiatif tertjatat 3 hua1h, jang sampai sekarang ibelum 
atau helum selesai di~jara!kan. 

Usul pernjataan~pendapat tertjatat 6 huah; 2 telah ,disetudjui, 
I ,dianggap selesai dan 3 ihelum atau ·belum selesai dihitjarakan. 

Dengan dem~ian maka D.IP.R. ,dafam masa 110 taih.un jang lalu 
telah menjelesaikan 287 undang-undang usul 1Pemerintalh dan 9 
huath undang-undang usull inisiallif atau semuanja 296 Undang­
undang, menerima haik 40 mosi, 28 resolusi dan 2 :pernjataan­
pendapat, mengadakan interpelasi 20 ikali ,clan mengadakan angket 
2 kalli. 

Demikianlah iheherapa angka statistik jang menggam.barkan pe­
kerd:jaan parlemen kita dalam masa •10 tahun jang meliputi masa 
R.I.S., masa D.'P.R. Sementara, masa D.'P.R. pilihan rakjat dan masa 
D.P.,R. sesudah dekrit IPresiden tanggal 5 '.Djuli 1959. Ditindjau dari 
sudut 1persoalannja, maka mengenai ihasil peker-djaan par1emen dan 
pemeriatah dibidang legislatif jang terpentling dapat d~kemukakan 
se'hagai berilkwt: 

I. Dafam bidang politik umurn hailklah kita tjatat seibagai ihasil, 
Undang-un'dang pembatallan persetudjuan K.Mm. ,dan se'bagai 
pelaksanaannja lebi!h landjut - dalam rangka perdjolingan 
pengemhalian Irian Baral keiclalam wilajah ke1.--uasaan 
Repuhlik Indonesia -: Undang-undang pemhatalan hak-hak 
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pertamhangan dan undang-undang nasionalisasi perusahaan­
perusahaan milik Belanda. 

Dengan demikian putuslah huhungan Uni antara Keradjaan 
Belanda dan RepUJblik Indonesia. Selandjutnja Keradjaan Be­
landa 'diperlakukan sama seperti negara-negara fain atas dasar 
resiprositet dan tiidak lagi mempunjai kedudukan serta hak­
ha!k istimewa di'lmmi Lndonesia jang merdeka dan herdaulat. 

2. Dibidang perekonomian dapat l'"ita tjatat: Undang-undang 
nasionalisasi Javase Bank dan Undang-undang Pokok Bank 
Indonesia. 

3. iDi'hidang agraria dihasilkan: Undang-undang pengemlhalian 
·heher-apa tanah ;partikelir mendjadi •tana'h Negara dan Undang­

u.ndang penghapusan tanalh -tanah partike1ir. Dengan demikian 
hak-ihak dipertuan jang selama iui dipunjai ole'h orang asing 
aitas tanah itu •dilb.apuskan sesuai dengan alam kemerdekaau 
dan •kedawlatan bangsa, sedang tanah-tanah dapat dihagikan 
lkepada ·rakjat jang mendiami tanah-tanah ~tu. 

4. Di.bi-dang pembangunan dapat ditjatat adanja: Undang-undang 
!Dewan IPerantjang Nasional. Setelah D.IP.N. nanti selesai dengan 
pekerdjaannja dan karyanja itu dapat diterima haik oleh 
:\IJP.R., maka hasil pekerdjaan D.P.N. a:kan merupakan blue­
print untuk pemhangunan semesta dan merupakan program 
pemhangunan nasioual hangsa Indonesia. 

5. Dihidang keamanan dan pertahanan dapat ditjatat: Undang­
undang 'Pokok tPertahanan dan Undang-undang Keadaan Ba­
haja. 
iDengan demiikiian rakjat Indonesia da,pat setjara teratur di­
i'kutsertakan dalam tugas pertahanan negara, sedang Undang­
undang IKeadaan •Bahaja meugganti'kan Ordonausi S.O.B. buatan 
Belanda. 

6. Dihidang otonomi daerah tersusun: Undang-undang Pokok 
1Pemerintahan Daerah jang haru-baru ini telah diuhah, Un­
dang-undang Pemiliih.an Daerah dan Uodang-undang P erim-
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bangan Keuangan antara Pusat dan Daerarh. Adapun maksud 
perundang-undangan ini sebagai kita ketahui ialah untuk 
mengatur pembentukan daerah-daerah otonom dalam 3 tingkat 
setjara demo'kra1tis dan seragam diseluruh Indonesia. 

7. Di·hidang hubungan dengan luar-negeri: sesuai dengan politik 
luar negeri Jcita jang .!:,ehas· aktif, anti~koloniialisme dan anti­
imperialisme, herashahat dengan semua bangsa dan menudju 
kepada perdamaian 'dunia, maka D.'P.R. telaih menghasilkan 
helherapa res-o'lusi seperti: resolusi tentang pernjataan adhesi 
terlhadap nasionallisasi Terusan Suez, resolusi tentang masalah 
agresi oleh Israel, Inggris dan Perantjis di Mesir, resolusi ten­
tang pernjataan simpati terhadap perdjoangan rakjat Aldjazair 
clan resolusi •tentang pentjegahan 'Pertjobaan dan pemakaian 
bom atom. 
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:.VIengenai perundang-undangan diselesaikan Undang-undang 
persetudjuan perdjandjian ,persaha·hatan atau ipersetudjnan 
'kerdja-sama ilmijah, pen'didikan dan kebndajaan dengan 11 
negara-negara lain jaitu dengan India, Pakistan, Birma, IPhili­
pina, Suria, Afghanistan, Thailand, Iralk, Iran, 'Persekntuan 
Tanalh Melayu dan Tjekoslowakia. 
Untuk mengadh1iri hulhungan jang tidak normal dengan Djepang 
maka telah disetudjui Undang-undang tentang perdjandjian 
,perdamaian dan persetudjuan pampasan. Selandjutnja ibaik di­
tjatat, ha1hwa untuk memperkena1ikan dan memberi penger:tian 
tentang per<ljoangan bangsa Indonesia tentang Irian Baral 

DJP.R. te]ah meu.girimkan misi Parlemen mengeuai Irian ,Barat 
Ike Eropa, Amer!ika dan Asia. Begitu pula un'tuk mempererat 
hubungan dengan bangsa-hangsa Jain D.P.R. telah mengirim­
kan misi-persahahatan, baik ke blok Barat maupun ke blok 
Timur; disamping itu pimpinan bersama-sama beberapa ang­
gota D.1P.R. o:nengadakan kundjungan persalha1hatan pula ike­
pelhagai negara, baik ke blok Barat maupun ke hlok Timur, 
dan kenegara-negara tetangga. Untuk memelihara huhungan 
dan kerdjasama dengan parlemen-parlemen dilain-lain negeri, 

maka sedjak tahun 1951 D.P.R. mendjadi anggota Uni Inter• 

rparlemen. 
8. Dibidang kewa.rga-negaraan R.l. telah dapat disusun Undang­

undang kewarganegaraan dan Undang-undang persetudjuan 
perdjand,jian Dwi:kewarganegaraan anlara R.I. dan R.R.T. 
Dengan demikian tegaslah dan pada pokoknja hilanglah ke­
ragu-r.aguan meugenai siapa asing dan siapa warganegara. 
Djuga masalah kewarganegaraan-rangkap jang terdapat di 
Indonesia ,dapat d'iachiri. 

9. ·Mengenai penetapan anggamn pendapatan dan belandja negara 
masih kita djumpai kekurangan-kekurangan jang sangat serieus. 

Para ariggota Misi Par­
lemeri lriari Barat ber­
gambar bersoma sebelum 
bertolak ke riegeri Be­
landa (26 Oktober 1950). 

* 
Misi Porlemen Irian Barat jong sedang beresepsi digedung Porlemen disambut 
dengon sempatik diluar gedung oleh rakjot jong membowa poster-poster untuk 

menjotokon isi hotinja. 
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10. 

Hingga sekarang penetapan anggaran negara menurut keten­
tuan Undang-u,ndang Dasar• barufah se'kali terd'jadi, jaitu 
mengenai anggaran negara tahun 1959. Inipun masi!h djauh 
daripada sempurna, karena terD'jata 'Pemerin'taih. 'kemudian 

.masii11 tevpaksa mengadjukan rantjangan anggaran tamha'han 

jang besar sekali. Keadaan ini perlu :mendapat ;perhatian lldta 
bersama setjara sungguh--sungguh, karena ihak-lhudget merupa­

kan 1hak jang _utama ibagi Parlemen untuk ikut menentukan 
tjara mengatur penghidupan rakjat rdan negara. 

Ke1kurangan fain dalam ihidang pe'kerd1·aan leoislatif ialah 1·ano-
• t:, t:, 

menJangkut pembuaian undang-undang darurat •jang dalam 
Undang-u,ndang :Dasar '1945 dinamalkan Peraturan Pemerintah 
1pengganti undang-undang. 
1Mengenai pengeluaran undang-undang darurat ini ,dimasa jang 

lampau •telalh. tertjapai kerdjasama jang bark antara pemerin­
taih dan iparlemen dengan adanja sematjam "agreement", ,hahwa 
suatu undang-undang darurat sehelum di'keluar'kan terlelhih 
du'lu ditindjau urgensinja lhersama •o1eh ,pemerintaih. dan 
•Panitia Permusjawara'tan D.'P.R. 'Kafau saja bo1eh iberterus­

terang, maka pada wa'ktu achir-achir ini rtelah timhul rasa 
kurang enak dikalangan D.P.R. karena sano-at menino-katnJ·a 
d. "' o 

~um1aih Peraturan P·emerintath pengganti undang-undang jang 
d11tetarplkan oleh tPemerintaih tanpa "understanding" terlehiih 

dulu dengan [).'P.R. atau Pani'tia •Permusjawaratan, •lehi'h-lehih 
karena ,dfantaranja terda·pat tidak kurang dari 19 huaih 'P.,'P. 
pengganti undang-undang jang mengenai ,perpadjakruu. • ~. 

Saudara-saudara jang terhormat, 

Kalan. 'k,ita hendak meni'lai setjara umum hasH pekerdjaan rpar­
lemen k1ta selama 10 talhun ataupun selama hampir '15 tarhun janu 
lampau, sedjak proklamasi 17 Agustus 1945, kiranja kita tidak usah 
~el'iketjil hati. rprestasi patlemen Indonesia dalam •hidang tugasnja 
Jang ,pokok, jaitu di:hidang legislatif, masih holeih dihanggakan. 
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... 

Djuga dalam tugasnja melakukan kontrol atas kehidjaksanaan 
pemerintah tampak adanja garis jang !kontinu, jang se.suai dengan 
sifat-sifat revolusi Indonesia jang progresif dan demokratis, ibai<k 
dalam politik dalam negeri maupun politik luar negeri. 

Disamping mengemuka'kan prestasi-prestasi jang boleih dibangga­
kan itu, sudah harangtentu kita tidak boleh menutup-nutupi keku­
rangan kita. Adapun kekurangan-kekurangan kita jang serieus 
dibidang pekerdjaan legislatif ditindjau dari sudut azas demokrasi 
terletak terutama dalam dua hal, pertama dalam penetapan ang­
garan belandja clan kedua dalam penjelesaian undang-undang 
clarurat atau menurut Undang~undang Dasar 1945: Peraturan 

Mr. Sartono, H. Zainul Ari/in, Arudji Kartawinata dan H. Zainal Abidin Ahmad, 
setelah mereka terpilih sebagai Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil 

Ketua Ill D.P.R. hasil pemilihan umum. 
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Pemerintah pengganti Undang-undang. Jang saja maksud dengan 
,,kita" disini ialah parlemen dl\,P- pemerinta'h beserta alat-alatnja. 

Dalam uraian tentang pekerdjaan parlemen diatas telah saja 
katakan balhwa dalam masa 10 tahun jang lampau itu barulah 
sekali sadja penetapan anggaran negara daipa't dilakukan sesuai 
cleugan ketentuan dalam Undang-und•ang Dasar. Keadaan demikian 
sudaih harang tentu mcngurangi martabat D.'P.R., sekalipun dalam 
sistim demokrasi terpimpin. Djuga pemhuatan Peraturau-peraturan 
Pemevintah pengganti undang-undang jang kadang-ka<lang djuga 
di:beri nama Penetapan Presiden jang kurang tepat dan tidak 
sesuai dengan djiwa ketentuan-ketentuan jang hersangkutan dalam 
Undang-undang Dasar, selain djuga hal ini mengurangi martahat 
dari DJP.1R., djuga dapat mcuim'hulkan kesukaran-kesukaran dibi­
da!Ilg ketatanegaraan dan perundang-undangan. Oleih karena itu 
marilah kita bersama-sama dengan tjara gotong-rojong mentjari 
djalan untuk meugatasi kekurangan-kekurangan ini. 

}lengenai kestahilan ikedudukan pemerintah harus ,diakui hahwa 
dalam masa 10 sampai 115 tahun jang lampau holeh rdi.katakan 
tidak satu pemerintahpun jang dapat mentjapai usia jang tjukup 
pandjang, _rata-rata kurang •dari satu tahun ,dan maksimal dua 
tahun. Hal ini kadang-kadang ditjt1ba digambarkan bahwa letak 
kesalahannja ada pada parlemen, jaitu tempatnja partai-partai 
politik diwakili, sehingga ada pihak-pihak tertentu jang memikulkan 
tanggung-djawahnja ikepada partai-partai poiitik, dan herdasarkan 
penilaian jang salah itu timhul pikiran pada pihak-pihak tersehut 
tmtuk memhubarkan partai-partai. Sedjarah menundjukkan, hahwa 
pergantian-pergantian kabinet itu fohih hanjak diseha•bkan oleh 
hal-hal diluar daripada didalam parlemen. Tindjauan dala.m hal 
ini dengan tjara jang ohjektif saja kira akan memperoleh kesim­
pulan, 'hahwa sumhernja lebih banjak terletak dalam keadaan kege­
lisahan jang menguasai segenap masjarakat kita, jang meugalami 
masa peruhahan-peruhahan revolusioner dalam masa peralihan dari 
alam kolonial-feodal kealam kemerdekaan dan demokrasi dan dalam 
apa jang sering dikatakan oleh Presiden kita: mentjari kepribadian 
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* 
Mr. Rusli, Sekertaris Dje11dral D.P.R.: 
JU. jang menggantikan llfr. Sumardi 

almarlwm. 

* 

' 
ban,ra Indonesia scndiri. Satu-satunja djalan jang 1epa~ untuk 

0
''" "k · 1" mengatasi berhagai kematjetan kiranja adalah m~ng1 ·nt! < Jl-W~ 

o-otono-roJ·on" J·ano mencljadi milik hangsa Indonesia atau1 seperh 
" 0 0 " 4 .. c1·· -
jang dirumus dalam Pembukaan Unclang-nndan~ ~asar 19 :;>, Jrna 
,,kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat keb1dpksana_anl dala1n 

permusjawaratan-penrnkilan". . . . . . _ 
Dengan pandangan setjara ohjektif png demikian 1tu~ah1 sehaik-

nja kita harus menilai segala !kekurangan jang terdapat d~lam tuhuh 
ne.,ara banosa dan masjarakat kita sekarang. Semua 1p1ha1'. perlu 

o ' o d . 
menoadakan selfkoreksi dihidangnja masing-masing engap tJara 
jan/ sedjudjur-djudjurnja, alas dasar sa~ tudjuan, jaitu · m~nje­
lesaikan revolusi nasional kita jang herdJ1wakan dan ber.sendikan 
Pantijasila, dengan menjampingkan segala egoisme, baik egoisme 

uolonaan maupun egoisme pribadi. 
0 0 

Sekarano kita telah kem'bali kepada Undang-undang Dasar Pro­
klamasi 1945. 11arilah kita sebagai alat demotk:rasi jang utama 
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.bek~rdja terus dengan giat, tahah, ulet dan herani menudju ke­
realisasi ·daripada itjita-'tjita pr<Jklamasi kemerdekaan tahun '.1945. 

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu memherikan pimpinan dan 
petundjuk-Nja .dalam kita menunaikan tugas-kewadjiban kita her­
sama .selalku wakil Rakjat mendja1ankan demokrasi. 

Sekian! 

••• •••• ••• ••••• •••• ····a, •••• •••• ••••• 

Perpustakaan D.P.R. jang mempun1ai koleksi buku 
k:l· 45.000 ek~emplar, sedjak bulan Djanuari tahun 1959 
ditempatkan d, gedung baru ini. Tingkat paling atas adalah 

Urnsan Redaksi Sekertariat D.P.R. 

LAPORAN SEKERTARIAT D.P.R. 

Dalam pidato Ketua D.P.R. pada rapat istimewa tanggal 15 Pehru­
ari 1960 untuk memperingati lustrum ke-11 Parlemen Indonesia 
diuraikan setjara ringkas sedjarah pe11kemhangan parlemen mulai 
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Untuk sekedar melengka.pi ,pidato Ketua tersehut •bersama ini di­

sadjikan suatu Laporan Sekertariat D.P.R., jang ,teroiri ,dari uraian­
uraian singkat, ichtisar-ichtisar, daftar-daf'lar .d'an statistik-statisti.k. 

Djakarta, '15 Pehruari 11960. 

Sekertariat 

Dewan 1Pel'iWakilan ,Ra'.kjat . 
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□ 

Kesibukan W artawan dalam 
Press-room Parlemen. 

Kamar bat1·a D.f>.R. a· imana P?ra ?nggota dengan tenang dapat membatja 
berbagai hanan dan madjalah. 

.. 

Laporan A. 

PEMBENTUIKAN, SUSUNAN, MASA DJABATAN PARLEMEN 
INDONESIA, KEDUDUKAN HOKUM DAN KEUANGAN 

ANGGOTANJA. 

Dalam masa sepuluh tahun berdirinja Dewan Perwakilan Rakjat 
sebagai lem'haga demokrasi sedjak pemulihan kemerdekaan, maka 
sudah 4 kali badan tersebut mengalami perubahan, baik mengenai 
tata-pembagian maupun mengenai susunan dan masa djabatannja.. 
Begitu pula mengenai kedudukan hukum dan keuangan para ang­
gotanja dialami perubahan-perubahan dalam masa sepuluh tahun 

• itu. 
Untuk dapat lebih mengetahui bagaimana tjorak dari pada 

perubahan-perubahan tersebut, maka ada baiknja djika perkem­
bangan sedjarah Parlemen Indonesia ini diikuti mulai dari lahirnja 
Komite Nasional Pusat (K.N.P.), baru kemudian menjusul berturut­
turut sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia 
Serikat (D.P.R.-R.I.S.), Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indo­
nesia (D.P.R.-R.I. Penggabungan) , Dewan Perwakilan Rakjat Repu­
blik Indonesia (D.P.IR.-R.I. Pemilihan) dan achirnja Dewan Perwa­
k'ila,n Rakjat Repuhli'k Indonesia setelah Oekrit Presiden. 

Adapun mengenai kedudnkan hukum rlan keuangan anggota­
aoggotanja akan diterangkan dalam uraian jaog tersendiri. 

L Komite Nasional Pusat. 
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamirkan 

kemerdekaanoja seha:i;ai Negara jang herdaulat penuh dan pada 
tangga] 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan iK.emerdekaan Indonesia 
tclah menetapkan Undang-uodang Dasar Negara Repuhlik Indonesia 
(Undang-umlang Dasar 1945). 

Dalam suasana revolusi pada waktu itu tidaklah mungkin me­
njelenggarakan pemilihan umum untuk meojusun Dewan Perwa­
kilan Rakjat, seperti dikehendaki oleh pasal 19 Undang-undang · 
Dasar 1945. Oleh karenanja, maka sesuai dengan ketentuan dalam 
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Attirari Peralihan pasal IV Undang-undang Dasar 1945, pada tanggal 
29 Agustus 1945 o]eh Presiden telah dilantik Komite Nasional jan.,. 
mendapat tugas memhantu Presiden dalam mendjalankan kekuasa~ 
an M.P.R., D.P.R. dan D.P.A. Komite Nasional itu jan.,. kemudian 
diseh~t ,,KoJJ.1ite Nasional Pusat" dan terkenal dju~a d:ngan nama 
"~?m1t~ Nas10nal Indollesia Pusat" atau disingkat ,,K.N.I.P.", ter­
chn dan 135 anggota, jang diperoleh dengan penundjukan orano-­
orang ter~emuka ~ari herhagai-hagai ·lapisan masjarakat, tkehanjaka: 
m.ereka png memegang peranan penting dala'm perdjuangan 
kemerdekaan. 

Dalam hentuknja asli itu Komite Nasional Pusat tidak mempunjai 
kekuasaan legislatif. Dalam pasal IV Aturan Peralihan U1ndan"­
und~ng Dasar 1915 hanjalah diteutukan: ,,Sehelum Madjelis Pe~ 
~USJawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Per­
llmbaµ.gan Agung dihentuk mennrut Undang-undang Dasar ini, 
_segala ~ekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan hantuan 
sehuah Komite Nasional':. 

. Pasa] lV ters~hut mentjantu~an perkataan ,,hantuan" dengan 
lldak ada pendJelasan lehih landjut mengenai pemhagian t ugas 
antara _Presiden dan K .N.~. dala'm melaksanakan kekuasaan 
M.P .R., D.P.R. dan D.P.A., jaitu kekuasaan melakukan kedaulatan 
Rakjat (lihat pasal 1 dan 2 U.U.D.), perundan.,.-undano-an (lihat 
pasal 5 jo. 20 dan 22 U.U.D.) dan pertimhan:an-pertimhano-an 
kepada Pemerintah (lihat pasal 16 U.U.D.). 

0 0 

Komite Nasional Pusat hukan merupakan Parlemen dalam arti 
kata lemhaga keseimhangan menurut alam pikiran Trias Politica 
dan demokrasi liberal. Maka tidak mengherankan, hah wa segera 
nampak . perasaan tidak puas dikalangan para anggotanja. Dan 
s~t~l~h 'didalam ra,pat Komite Nasional pada '16 Oktoher 11945 ha'! ini 
~h1tJarakan, achirnja diamhil keputusan untuk :memheri status 
Jang tertentu kepada Komite Nasional. 

· Keputusan Komite Nasional Pusat itu disetudjui oleh Pemerintah 
dan 1~engan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktoher 
1945 Jang terkenal ditentukan: 
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,,Bahwa Komite Nasional Pusat, sehelum terhentuk Madjelis 
Pennusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, diserahi 
kekuasaan legislatif clan ikut menetapkan garis-garis hesar dari pada 
haluan Negara serta menjetudjui, hahwa pekercljaan Komite 
Nasional Pusat sehari-hari her11ubung dengan gentingnja keadaan 
clidjalankau oleh sehuah Badan Pekerdja, jang dipilih diantara 
mereka dan jang hertanggung-djawah kepada Komite Nasional 
Pusat". 

Berhubung dengan Maklumat No. X itu, maka Komite Nasional 
Pusat memilih diantara anggotanja sehuah Badan P.ekerdja jang 
terdiri atas 15 orang. 

Sesudah status Komite Nasional Pusat itu diatur, terasalah 
kehutuhan untuk lebih menegaskan lagi adanja 1-:edaulatan rakjat 
dalam susunan pemerintahan Repuhlik Indonesia. Karena pertang­
gungan-djawab Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakjat adalah 
suatu <ljalan untuk memperlakukan kedaulatan rakjat, sedangkan 
Uindang-undang Dasar tahun 1945 tidak mengandung sesuatu pasal 
jang mewa<ljihkan maupun melarang adanja pertanggungan-djawah 
Menteri itu, maka Badan Pekerdja mengusulkan kepa<la Presiden, 
supaja ada pertanggungan-djawah Menteri kepada Komite Nasional 
Pusat dan sehari-hari kepada Badan Pekerdja. 

Usul itu disetudjui oleh Presiden maupun oleh Komite Nasional 
Pnsat clalam rapat plenonja ke-III dari tanggal 25 sampai 27 Nopem­
ber 1945, dan sedjak itu lahirlah sistim demokrasi parlementer clan 
pertanggungan-djawab 1Ienteri kepada Dewan Perwakilan Rakjat. 
Pcruhahan jang penting ini setjara resmi antara lain disehut dalam 
Pengumuman Badan Pekerdja No. 5 tahun 1945 dan Maklumat 
Pemerintah 14 • opemher 1945 mengenai pemhentukan Kahinet 
Parlementer ke-I . 

Da lam pa<la itu sungguhpun Undang-un<lang Dasar 1945 sama 
sekali t idak menjebut-njebut adanja hak-hak parlementer, namun 
dalam Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat 
mcntjantumkan hak-hak itu, jang lazim mendja<li peralatan 
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sesuatu Parlem('11, clan kemudian mc11ggunakannja pula didalam 
praktek. 

Keaclaan jang telap genting tidak memungkinkan sama sekali 
penjclenggaraan pemilihan umum untuk Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat clan Dewan Perwakilan Rakjat. Berhubung dengau itu, maka 
selarua ada Komite l\"asional Pusat dan Badan Pekerdja hanjalah 
diadakan perubahan d;n/ l!tau penambahan aQggolanja beberapa 
kali. deng:an maksucl supaja keclua badan itu dapat lebih mentjer• 
minkan alirau-aliran dalam masjarakat atau supaja susunan kc­
anggotaan Badan Pekerdja lebih baik menggambarkan a]iran-aliran 
jang ada dalam Komite Nasional Pnsat. Perubahan-perubahan itu 
antara lain ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1947 
dan Undang-undang No. 6 tahun 1949. 

Setelah mengalami beberapa perubahan-perubahan itu pada 
achirnja djumlah anggota Komite Nasional Pusat mendjadi 5~6, 
sedang: djum lah an:rgota Badan Pekerdja mendjadi 46. 

l I . Parlemen R.I.S. 

Perkcmbangan parlementerisme Indonesia mencljadi lcbih njat.1 
setelah pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. 

Pasal 1 Konstitusi Repuhlik Indonesia Serikat menjatakan, bahwa 
Republik lndone.,,ia Serikat jang merdeka dan berdaulat ialah suatu 
negara-hukum jang demokratis dan berbentuk federasi scdang:kan 
kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh 
Pemerintah hf'rsama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat clan 

Se11at. 
Parlemen clalam bentuk bikameral ini ·mempunjai segala 

attribut-attribut jang diperlukan untuk dapat bekerdja sebagai 
Badan Perwakilan Rakjal dimana l\'Ienteri-mcnteri menjampaikan 
pertanggungau-djawabnja. 

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak legislatif (kekuasaan 
perundang-nudangan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama 
dengan D.P.R.: pasal 127 Konstitusi R.I.S., hak amendemen: pasal 
129 Konstitusi, hak nsul inisiatif: pasal 128 Konstitusi), hak inter• 
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pclasi dan hak menanja ( pasal 120 Konstitusi) dan ha'k an~ket (pasa1 

121 Konstitusi). _ . 
Tjara menjusun keanggotaan Seuat dan D.P.R. mendek~t~ sp~at-

sjarat demokratis pula. Dalam Senat duduk dua orang dan ~iap-tia~ 
daerah-bagian jang ditundjuk oleh Pemerintah dae~ah-bag1~n dan 
daftar jang ,disampaikan oleh masing-masing ,perwakilan ra1kJ~t d~n 
jang memuat 3 tjalon untuk tiap-tiap kursi ~pa:,a~ ~~ Konst1t:1s1) • 
Jan« dimaksud dengan perkataan ,,(laerah-bagian m1 ialah N€'0 ar_a­
neg:ra bagian jang banjaknja ada 7 buah jakni: Negara Repubhk 
Indonesia Ne"ara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara 
Djawa Ti,mur 

O 
Ne..,ara Madura, Negara Sumatera Timur, ~egara 

Sumalera Sel~Lan, 
0

dan satuan-satuan kenegaraan jang brer~jumlah 
9 buah jakni: Djawa Tengah, Bangka, Belitung, Rian, Kalimantan 
Barat, Dajak Besar, Daerah Bamljar, Kalimantan Teng::rara clan 

Kalimantan Timur. 

D d ik. ·1 a permulaan d1"umlah an"«ota Scnat ada 32. en<Yan ern ·1an pau oe . . 
Djmnl:h ini berkurang mendjadi 31, setelah seorang anggota, !akn1 

S(lr. M.A. Pe11aupessy diangkat mendjadi Ketua Senat. '.Ketua 
Senat bukan anggota Senat: pasal 85 Konstitusi R.I.S.). D1umlah 
31 itu kemudian berkurang-kurang lagi, setelah 4 orang: anggota 
Senat men<Yundurkan diri. Pada saat peng:gabnngan Scnat kepada 
D.P.R. Ne;ara Kesatuan, Senat tercliri dari seorang ~etua _ dan 
? - an"«ota Kemudian pen«..,anti Sdr. M.A. Pellaupessy, Jang <l1tun-
-' '"'" . "''" . :,• djnk oleh Negara Indonesia Timur, meno1ak me

1
ndJ~m ang~ota 

Senat dan dari 4 }owongan anggota tersebul diatas ianp satu Jang 

dii"-i jakni lowon"an Sultan Kaharudin dari N.I.T. 
Djumlah ano-"o:a D.P.R. ditetapkan 150 (pasal 98 Konslitusi). 

dcngan ketent::11 bahwa djumlah anggota dari Negara Republi~ 
Indonesia merupakan seperdua dari cljumlah semua ang::rota dan 
daerah-daerah Indonesia selebibnja (pasa l 99 Konstitusi) • . 

Sebelum dapat diadakan pemiHhan ummn untuk menJusun 

DP R k ba"i D.P.R. J·ano- pertama diadakan aturan, hahwa 
. . ., ma a o o . l b"h 

pen..,utusan an«gota-anggota clari daerah-daerah Indonesia see 1 -

nja odiatur dano diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama 
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penjclenggaraan pemilihan umum untuk Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat clan Dewan Perwakilan Rakjat. Berhubung dengau itu, maka 
selarua ada Komite l\"asional Pusat dan Badan Pekerdja hanjalah 
diadakan perubahan d;n/ l!tau penambahan aQggolanja beberapa 
kali. deng:an maksucl supaja keclua badan itu dapat lebih mentjer• 
minkan alirau-aliran dalam masjarakat atau supaja susunan kc­
anggotaan Badan Pekerdja lebih baik menggambarkan a]iran-aliran 
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l I . Parlemen R.I.S. 
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kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh 
Pemerintah hf'rsama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat clan 

Se11at. 
Parlemen clalam bentuk bikameral ini ·mempunjai segala 

attribut-attribut jang diperlukan untuk dapat bekerdja sebagai 
Badan Perwakilan Rakjal dimana l\'Ienteri-mcnteri menjampaikan 
pertanggungau-djawabnja. 

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak legislatif (kekuasaan 
perundang-nudangan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama 
dengan D.P.R.: pasal 127 Konstitusi R.I.S., hak amendemen: pasal 
129 Konstitusi, hak nsul inisiatif: pasal 128 Konstitusi), hak inter• 
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pclasi dan hak menanja ( pasal 120 Konstitusi) dan ha'k an~ket (pasa1 

121 Konstitusi). _ . 
Tjara menjusun keanggotaan Seuat dan D.P.R. mendek~t~ sp~at-
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jang memuat 3 tjalon untuk tiap-tiap kursi ~pa:,a~ ~~ Konst1t:1s1) • 
Jan« dimaksud dengan perkataan ,,(laerah-bagian m1 ialah N€'0 ar_a­
neg:ra bagian jang banjaknja ada 7 buah jakni: Negara Repubhk 
Indonesia Ne"ara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara 
Djawa Ti,mur 

O 
Ne..,ara Madura, Negara Sumatera Timur, ~egara 

Sumalera Sel~Lan, 
0

dan satuan-satuan kenegaraan jang brer~jumlah 
9 buah jakni: Djawa Tengah, Bangka, Belitung, Rian, Kalimantan 
Barat, Dajak Besar, Daerah Bamljar, Kalimantan Teng::rara clan 

Kalimantan Timur. 

D d ik. ·1 a permulaan d1"umlah an"«ota Scnat ada 32. en<Yan ern ·1an pau oe . . 
Djmnl:h ini berkurang mendjadi 31, setelah seorang anggota, !akn1 

S(lr. M.A. Pe11aupessy diangkat mendjadi Ketua Senat. '.Ketua 
Senat bukan anggota Senat: pasal 85 Konstitusi R.I.S.). D1umlah 
31 itu kemudian berkurang-kurang lagi, setelah 4 orang: anggota 
Senat men<Yundurkan diri. Pada saat peng:gabnngan Scnat kepada 
D.P.R. Ne;ara Kesatuan, Senat tercliri dari seorang ~etua _ dan 
? - an"«ota Kemudian pen«..,anti Sdr. M.A. Pellaupessy, Jang <l1tun-
-' '"'" . "''" . :,• djnk oleh Negara Indonesia Timur, meno1ak me

1
ndJ~m ang~ota 

Senat dan dari 4 }owongan anggota tersebul diatas ianp satu Jang 

dii"-i jakni lowon"an Sultan Kaharudin dari N.I.T. 
Djumlah ano-"o:a D.P.R. ditetapkan 150 (pasal 98 Konslitusi). 

dcngan ketent::11 bahwa djumlah anggota dari Negara Republi~ 
Indonesia merupakan seperdua dari cljumlah semua ang::rota dan 
daerah-daerah Indonesia selebibnja (pasa l 99 Konstitusi) • . 

Sebelum dapat diadakan pemiHhan ummn untuk menJusun 

DP R k ba"i D.P.R. J·ano- pertama diadakan aturan, hahwa 
. . ., ma a o o . l b"h 

pen..,utusan an«gota-anggota clari daerah-daerah Indonesia see 1 -
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t: 

Sdr. Sonda Daeng Mattaja11g, 
Anggota D.P.R .R.l.S. jang ter­
tua usianja, mendjadi Ketua 
Seme11tara, sebelum terpilih se-

orang k etua. 

Hapat Seruct R.I.S. digedung Parlemen dipim,pin oleh Ketua Sementara Sdr. 
R. A . A. Soejadi almarhum. 

. ' 

oleh daerah-daerah hagian itu dengan memperhatikan azas-azas 
<lemokrasi dan seholeh-holehnja dengan perundingan dengan 
daerah-daerah jang hukan daerah-hagian (pasal 109 Konstitusi ) . 
Dan tjara bagaimana daerah-hagian mengutus anggota ke D.P .R. 
jang pertama diatur oleh daerah-daerah-hagian sendiri (pasal ll0 
Konstitusi) . Walhasil, anggota D.P.R. jang herdjumlah 150 itu 
terdiri dari : 50 anggota utusan dari Repuhlik Indonesia, 21 utusan 
dari Negara Pasundan, 17 utusan dari Negara Indonesia Timur dan 
62 utusan dari negara-negara-bagian lainnja. 

Parlemen R.I.S. jang tersusun menurut ketentuan-keteutuan ter­
sebut diatas itu dilantik oleh Presiden pada tanggal 15 Pebrnari 
1950. Adapun menilik tugas clan susunan D.P.R.-R.I.S. itu, maka 

- dipandang dari sudut ketata-negaraan dan setjara juridis-formil 
Indonesia baru sekarang memptmjai Parlemen jang dapat meme­
nuhi tjita-tjita demokrasi parlementer seperti digariskan dalam 
Konstitusi R.I.S. 

Parlemen R.I.S. hanja berumur setengah tahun, karena pada 
tanggal 17 Agustus 1950 mulai berlaku Undang-undang Dasar Ne­
gara Kesatuan Republik Indonesia dan Parlemen R.I.S. dilehur 
mendjadi D.P.R. Negara Kesatu.an. 

III. Dewan Perwakilan Rakjat Sementara (D.P.R. penggabungao). 

Untuk memenuhi hasrat rakjat Indonesia jang mengidam-idamkan 
terwudjudnja suatu Negara jang kokoh dan sentosa, sehingga tidak 
mudah terpetjah-belah, maka pada tanggal 19 Mei 1950 tertjapai]ah 
persetudjuan antara Pemerintah R.I.S., jang djuga hertindak 
dengan kuasa penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur 
dan Negara Sumatera Timur, dan Pemerintah (Negara bagian) 
R.I. untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selandjutnja pada tanggal 15 Agustus 1950 ditanda-tangani oleh 
Presiden Soekarno ,,Piagam pernjataan terhentuknja Negara Ke­
satuan Republik Indonesia" dalam mana disehut pula, bahwa r an ­
tjangan undang-undang untuk menguhah Undang-undang Dasar 
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R.J.S. telah diterima baik oleh D.P.R. dan Senat pada tanggal 
14 Agnstns 1950. 

.:\Iulai langgal 17 Agustus 1950 berlaku lah Undang-undang Dasar 
Sementara Repuhlik Indonesia (pasal I jo pasa] II Un<lang-nndang 
No. 7 tahun 1950). Dan Parlemen sekarang aclalah mennrnt sistim 
mono-kamera l. 

Sesuai dengan bunji pasal 77 Undang-undang Dasar Sementara, 
maka untuk pertatna kali sebelum dapat dibentnk dengan pemilih­
an umum, maka Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari: 

a. Ketua, \'\:. akil-wakil Ketua dan Anggota-anggota D.P.R.-R.I.S.: 
b. Kctua, W akil Ketua dan Anggota-anggota Senat R.I.S.: 
c. iKetua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota B.1P.K.N.P.; 
d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimhaugan 

Agung R.I. du]u. 

Pada waktu terbentuknja Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agns­
tu~ 1950 djnmlah anggota-anggota D.P.R. Sementara itu ada 236. 
jak11i: dari D.P.R.-R.I.S. 148, dari Senat R.I.S. 29, dari B.P.K.N.P. 
46 dan dari D.P.A. 13. 

Djumlah anggota itu kemudian berkurang mendja<li 213, karena 
meninggal dunia atau mengunclurkan diri, tetapi dengan adanja 
Undang-undang No. 37 tahun 1953 tentang penggantian Anggota 
D.P.R. maka clalam tahun 1954 djumlah itu meningkat mendjadi 
235. 

Status jang 1lemikian itu herlangsung sampai diadakan p<>milihan 
tmmm pada tahun 1955. 

Dibawah naungan Undang-undang Dasar Sementara, D.P.R. mem­
punjai hak-hak sebagai berikut: hak mengadakan rapat terbuka 
(pasal 66 U.U.D.S.), hak mengeluarkan pendapat setjara behas 
( pasal 71 U.U.D.S.), hak legislatif (kekuasaan perundang-unclangan 
dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R.: pasal 89 
U.U.D.S., hak usul inisiatif: pasal 90 clan hak ameudemen: pasal 91 
C.U.D.S.), hak budget (pasal 113 U.U.D.S.), hak interpelasi clan hak 
menanja /pasal 69 U.U.D.S.), serta hak angket (pasal 70 U.U.D.S.). 
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Anggota D.P.R. (Negara Kesatuan) jang tertua '!sia'!ja, mar~um Dr. ~ad.Jima~ 
Wediodiningrat, sebagui Kettta Sementara menumpm rapat- D.P.'f!-. 1un,, per 
tama, didampingi oleh Sekertaris Djenderal D.P.R. /lfr Sumardi almarhum. 

Dewan .Perwakilan Rakjat Sementara ini telah menunaikan tngas­

nja dari 16 Agustus 1950 sampai 26 )faret iJ.956. 

lV. Dewan Perwakilan Raltjat Republik Indonesia (D.P.R.-R.I. 

basil pemilihan umum). . 
Sesuai clengan hunji Undang-undang ~o. 7 tahun 1953 sebaga1 

pelaksanaan pasal 5'i Undang-unclang Dasar S_emen~ara, maka :ad~ 
tanggal 29 September 1955 diseluruh Indonesia s~tJara ser_entak_ d1-
adakan pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakpt. LlDla 
bulan kemudian, jakni pa<la tanggal 1 Maret 1956 oleh Panitia 
.Pemilihan Indonesia diumumkan hasil-hasil pemi]ihan Unrnm ter-

sebut sebagai berikut: 

1. P.N.I. 
2. }Iasjumi 

mendapat 
,, 

57 kursi 
57 
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57 kursi 
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3. Nahdatul Ulama 
4. P.K.1. 
5. P.S.I.I. 
6. Parkindo 
, . Partai Katolik 
8. Partai Sosialis lndqnesia 
9. Partai Islam ".Peiiti" 

JO. I.P.K.I. 
] l. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Ii. 

Gerakan Pemhela Pantjasila (G.P.P.) 
Partai Rakjat Nasional 

Persatuan Pegawai Polisi R.I. (P3.R.I.) 
Murha Pemhela Proklamasi 
Partai Buruh 

Partai Rakjat Indonesia (P.R.I.) 
Partai Rep. Indonesia Merdeka 
(P.R.LM.) 

18. A.K.U.I. 
19. Acoma 

20. Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.) 
21. Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.) 
22. R. Soedjono Prawirosoedarso 
23. P.I.R. (Wongso) 
24. P.I.R. (Hazairin) 
25. Partai Politik PERMAI 
26. Baperki 
27. Grinda 

28. Persatuan "DAYA" 

Djumlah: 

,, 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 

,, 

" ,, 

" 
" ,, 
,, 

mendapat 

" 
" 
" ,, 

45 ,, 
39 ,, 
8 ,, 
8 ,, 
6 ,. 
5 ,, 
4 ,, 
4 

" 
2 

" 
2 ,. 
2 ,, 
2 ,. 
2 ,, 
2 

" 
1 

" 1 ,, 
l 

" 
1 ,, 
1 ,, 
1 

" 
1 

" 1 kursi 
1 

" 1 ,, 
1 ,, 
1 ,, 

257 kursi 

D~~an Perwakilan Rakjat pertarua jang terhentuk herdasarkan 
penuhhan umum dilantik pada tangga] 26 Maret 1956. 

Untuk memenuhi pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara jo 
pasa_I 136 ~ndang-undang Pemilihan Umum Pemerintah mengangkat 
wak1l-wak1l tamhahan hagi golongan ketjil Tionghoa 6 orang dan 
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hagi golongan ketjil Eropa 6 oranp:. Selandjutnja herdasarkan pasal 
] 34 Undang-undang Pemilihan Umum cliangkat 3 orang wakil dae­
rah pemilihan Irian Barat. 

Dengan demikian djumlah anggota D.P.R. mendjacli 272. 
Selama D.P.R. pemilihan itn ada, jaitu cliantara tanggal 26 Maret 

]956 dan 22 Djnli 1959, telah herhenti antara waktu 43 anggota, 
jakni: 

a. atas perm.intaan sendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 anggota 
b. karena meninggal dunia . . .. . .. . .. .. . ... ... ... . .. . .. . .. ... .. 5 anggota 
Dari 43 anggota jang herhenti autara-waktu itu telah digalllti 4;1 
auggota, sehingga djumlah anggota pada tanggal 22 Djnli 1959 ada 
270. Dari djumlah ini 2 orang anggota clinjatakan non-aktif jaitu 
tidak holeh mempergnnakan hak atan melakukan kewadjihannja 

- sehagai anggota iD.P.R., karena mendjahat ,Menteri (pasal 61 

U.D.iD.S.) . ~Iaka djumlah anggota jang menentn:kan quorum ad>a 268. 

Anggota-anggota D.P.R. jang separtai/ segolongan atau hersamaan 
azas tudjuan politiknja menggahungkan diri dalam suatu fraksi, 
sehingga tersusnnlah fraksi-fraksi dalam D.P.R. 

Pada permulaan, dalam D.P.R. hasil pemilihan umum terhentuk 17 
fraksi, jakni: 

l. :Fraksi 
2. ,, 
3. 

" 4. 
" 5. ,, 

6. 
" 

7. 
" 8. 
" 

9. " 
IO. " 

P .N.l. 
Masjumi 
Nahdlatu l Ulama 
P.K.I. 
Nasional Progresif (terdiri dari: Baperki, Permai, 
Acoma, Munha, P.R.N., Grinda, P.I.R.-Wongso, Soedjono 
1Praw.irosoedarso) 
Gahungan fraksi-fraksi Pendukung Proklamasi (terdiri 
dari: I.P.K.1., Partai Buruh, P.R.I.M., P.R.1., P.R.D.) 
P.S.I.I. 
Parkindo 
Katolik (Partai Persatnan Daya masuk fraksi Katolik) 
Pemhangnnan (terdiri dari 7 anggota-anggota jang di­
tjalonkan oleh P.K.I. ) 
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18. A.K.U.I. 
19. Acoma 

20. Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.) 
21. Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.) 
22. R. Soedjono Prawirosoedarso 
23. P.I.R. (Wongso) 
24. P.I.R. (Hazairin) 
25. Partai Politik PERMAI 
26. Baperki 
27. Grinda 

28. Persatuan "DAYA" 
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" 
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l 

" 
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1 ,, 
1 

" 
1 

" 1 kursi 
1 

" 1 ,, 
1 ,, 
1 ,, 

257 kursi 

D~~an Perwakilan Rakjat pertarua jang terhentuk herdasarkan 
penuhhan umum dilantik pada tangga] 26 Maret 1956. 

Untuk memenuhi pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara jo 
pasa_I 136 ~ndang-undang Pemilihan Umum Pemerintah mengangkat 
wak1l-wak1l tamhahan hagi golongan ketjil Tionghoa 6 orang dan 
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hagi golongan ketjil Eropa 6 oranp:. Selandjutnja herdasarkan pasal 
] 34 Undang-undang Pemilihan Umum cliangkat 3 orang wakil dae­
rah pemilihan Irian Barat. 

Dengan demikian djumlah anggota D.P.R. mendjacli 272. 
Selama D.P.R. pemilihan itn ada, jaitu cliantara tanggal 26 Maret 

]956 dan 22 Djnli 1959, telah herhenti antara waktu 43 anggota, 
jakni: 

a. atas perm.intaan sendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 anggota 
b. karena meninggal dunia . . .. . .. . .. .. . ... ... ... . .. . .. . .. ... .. 5 anggota 
Dari 43 anggota jang herhenti autara-waktu itu telah digalllti 4;1 
auggota, sehingga djumlah anggota pada tanggal 22 Djnli 1959 ada 
270. Dari djumlah ini 2 orang anggota clinjatakan non-aktif jaitu 
tidak holeh mempergnnakan hak atan melakukan kewadjihannja 

- sehagai anggota iD.P.R., karena mendjahat ,Menteri (pasal 61 

U.D.iD.S.) . ~Iaka djumlah anggota jang menentn:kan quorum ad>a 268. 

Anggota-anggota D.P.R. jang separtai/ segolongan atau hersamaan 
azas tudjuan politiknja menggahungkan diri dalam suatu fraksi, 
sehingga tersusnnlah fraksi-fraksi dalam D.P.R. 

Pada permulaan, dalam D.P.R. hasil pemilihan umum terhentuk 17 
fraksi, jakni: 

l. :Fraksi 
2. ,, 
3. 

" 4. 
" 5. ,, 

6. 
" 

7. 
" 8. 
" 

9. " 
IO. " 

P .N.l. 
Masjumi 
Nahdlatu l Ulama 
P.K.I. 
Nasional Progresif (terdiri dari: Baperki, Permai, 
Acoma, Munha, P.R.N., Grinda, P.I.R.-Wongso, Soedjono 
1Praw.irosoedarso) 
Gahungan fraksi-fraksi Pendukung Proklamasi (terdiri 
dari: I.P.K.1., Partai Buruh, P.R.I.M., P.R.1., P.R.D.) 
P.S.I.I. 
Parkindo 
Katolik (Partai Persatnan Daya masuk fraksi Katolik) 
Pemhangnnan (terdiri dari 7 anggota-anggota jang di­
tjalonkan oleh P.K.I. ) 
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lll. Fraksi P.S.I. 
12. ,, l'erti 
13. ,, Gerakan 1Pembela Pantja Sila 
14. ,, Persatuan •Pegawai Polisi R.I. (P3 R.I.) 
15. 

" A.KU.I. 
]6. 

" P.P.T.I. 
17. 

" P.I.R. ( Hazairin). 

Djumlah fraksi-fraksi ini bertambah men<l1·adi 18 setelah 3 ano--. ' "' 
gota jang (1/iaingkat oleh Pemerintah untuk daerah-pemilihan Irian 
Barat meu.ggatbunl!'kau <liri Jalam Fraksi Persatrran. 

Dalam hulan Desember 1958 l .P.K.I. keluar dari (Gabun.,au) 
Fraksi l'en<lnkung Proklamasi dan herdiri sendiri sehao-ai F;aksi 
I.P.K.I. Maka sedjak itu fraksi-fraksi dalam D.P.R. benlj:mlah 19, 

Para Angg~ta D.P.R.R.I. _bersama-sama mengangkat sumpah (menjatakan kete­
rangan) dihadapan Presiden menurut kep~rtjajaan masing-masing, sebel1tm 

mereka memangku d1abatarmja. 
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Mereka mengangkat s11mpah menurut agama Kristen. 

sedang anggota-anggota jang: ticlak menggabungkan diri dalam salah 
Si\tU fraksi ada 4 orang. 

D.P.R. hasil pemilihan umum ini mernpunjai hak-hak parlementet 
jang sama seperti D.P.R. Sementara. 

Pada tanggal 29 September 1959 semestinja sudah diadakan pemi­
lihan umum untuk anggota-anggota D.P.R. ke-11 (lihat P.P. No. 28 
tahun 1958 jo P.P. No. 9 tahun 1954) , tetapi berhubung dengan 
adanja kesulitanJkesuli-tan, seperti kekurangan alat-alat perh~1hung­
an/ pengangkutan dan gangguan keamanan, Pemerintah teiah me­
mutuskan untuk menunda pemilihan ummn tersebut sampai 
kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi, dengan ketentuan bahwa 
penundaan itu berlaku selambat-lambatnja untuk waktu satu tahun. 

D.P.R. hasil pemi:lihan umum pertama ini m empunjai masa­
d jabatan <la ri 26 Maret 1956 sampai 22 Djuli 1959. 
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V. Dewan Penvakilan Rakjat Republik Indonesia (sesudah dekrit 
Presiden). 

Berdasarkan Dekril Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan 
Perang tanggal 5 Djuli 1959 berlakulah kembali Undang-undang 
Dasar 1945. 

Pasal II Peraturan Peralihan Undaug-undang Dasar 1945 ruenjata­
kan, bahwa lembaga-lenibaga dan peraturan-peraturan jang lama 
tetap berlaku sampai ditjabut atau diubah. 

Dengan demikiap ,,Baclan Negara" jang disebut Dewan Perwakil­
an Rakjat berlangsung terns dan tidak perlu dibentuk Parlemeu 
bani. 

Dalam pada itu pada tanggal 13 Djuli 1959 Presideu menjampai­
kan surat kepacla Dewan Perwakilan Rakjat, jang menjatakan ha­
rapan, supaja Dewan Penvakilan Rakjat bekerclja terns dalam 
rangka Unclang-undang Dasar 1945. 

Berhubung dengan adanja surat dari Presiden itu, Dewan Per­
wakilan Rakjat menjampaikan suatu pernjataan bersedia bekerdja 
terus, benlasarkan keputusannja dalam rapat pleno pada tanggal 
22 Djuli 1959. Persesuaian kehendak antara Pemerintah (Presiden) 
dengan Dewan Perwakilan Rakjat itu kemudian disusul dengan 
Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 tanggal 22 Djuli 1959 jang 
menegaskan, lbahwa D.P.R. jang ,dibentuk menurut Undang-undang 
No. 7 ta·hun 1953 mendjafall'kan tugas D.P.R. menurut Undang­
undang Dasar tl.945. 

Menurut ,pasal 12 Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 itu, maka 
anggota-anggota D.P.R. sebelum memangku djabatannja diwadjib­
kan mengangkat sumpah ( djandji) . 

Mereka jang tidak memenuhi kewadjiban itu <lianggap bukan 
anggota D.P.R. lagi. 

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, maka pada tanggal 
23 Djuli 1959 telah mengangkat sumpah (djandji) 237 orang dan 
pada tanggal 24 Djuli 1959 D.P.R. pemilihan, jang bekerdja dalam 
rangka Undang-nndang Dasar 1945, memulai dengan sidangnja jang 
pertama. 
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Sampai tanggal 15 Pebruari 1960 dari 272 anggota D.P.R. lama i 
orang belum mengangkat sumpah (djandji) dan seorang lagi telah 
mengun<lurkan cliri sebelum mengangkat sumpah, sehingga djumlah 
anggauta D.P.R. pa<la saat tersebut ada 264. 

)1engenai hak-hak D.P.R. ada beberapa jang tertjantum dalam 
Unclaug-undang Dasar 1945, jakni hak legislatlif (1pasal 20 Undang­
undang Dasar, termasuk hak usul inisiatif: pasal 21 Undang-undang 
Dasar) clan hak budget (pasal 23 Undang-undang Dasar) . 

Hak-hak parlementer lainnja seperti hak amandemen, hak interpe­
lasi clan hak bertanja, serta hak angket tidak tertjantum dalam 
Undang-undang Dasar 1945, tetapi untuk melaksanakan tugasnja dan 
melantjarkan kerdja-sama dengan Pemerintah, D.P.R. metjantum­

kan <la.Jam Peraturan Tata-tertibnja usaha-usaha sebagai :ber.ikut: 
1;emadjuka:n pertanjaan, meminta keterangan (sematjam intenpe­
lasi), mengada:kan 1penjelidikan (sematjam angket), mengadjukan 
amandemcn, mengadjukan usul pernjataan-pendapat (sematjam 
mosi a'tau resolusi) atau usul-usul lain. 

KEDUDUKA-~ HUKUM DA~ KEUANGAN 
A~GGOTA. 

Dalam rnenindjau kedu<lukan hukum dan keuangan Anggola 
Dewan Perwakilan Rakjat baiklah kiranja melihat pula kepada 
kedudukan hukum dan Keuangan Anggota Komite Nasional :Pusat 
Jebih dulu, karena, sebagaimana diuraiikan dimuka, Komite Nasional 
Pusat itu merupakan suatu Lembaga ~egara jang sedjak tahun 1945 
mendjadi Perwakilan Rakjat Indonesia, sebelum sepuluh tahun jang 
lalu Dewan Perwak.ilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dilantik. 

Selandjutnja untuk djelasnja akan ,d!iuraikan lebih dulu kedu­
dukan hukum anggota clan kemudian kedudukan keuangan anggota, 
jaitu masing-masing mulai dari Komite Nasional Pusat sampai pada 

Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini. 

Kedudulwn Hui.um. 

Komite Nasional Pusat dilantik pada tanggal 29 Aguetus 1945, 
akan tetapi haru kurang-lebih tiga tahun kemudian dikeluarkan 
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suatu peraturan mengenai kedudukan hukum dan keuangan ang• 
gota-anggotanja (Undang-unda!ig No. 9 tahun 1948) . 

Undang-undang ini meliputi antara lain: 

l. penegasan larangan merangkap djahatan-djahatan Negeri lain­
nja (incompatihiliteit: pasal 1), 

2. pemhebasan dari tuntutan (immuniteit: pasal 3 ajat l), 
3. keistimewaan pengadilan (forum privilegiatum: pasal 3 ajat 2) . 

Berheda dengan peraturan-peraturan jang kemudian dikeluarkan 
untuk anggota-a;.ggota D.P.R., maka Undang-undang No. 9 tahun 
1948 ini adalah kurang terperintji. 

Mengenai kedudukan hukwn anggota dalam Konstitusi R.I.S. 
smlah terdapal ketentuan-ketcntuan, jaitu mengenai incompatihili­
tcit (pasal 102 jo 91 Konstitusi ) , immuniteit ( pasal 108 jo 89 Konsti­
tusi), fomm privilegiatum (pasal 148 Konstitusi ) . 

Akan tetapi terhuru oleh huharnja D.P.R.-R.I.S., maka hanja 
acla satu Undang-undang Darurat jang mengatur lehih landjut 
kedudukan hukum itu, jaitu Undang-undang Darurat No. 29 tahun 
1950 teutang penetapan kedjahatan-kedjahatan dan pelanggaran­
pelanggaran jang dilakukan dalam rnasa pekerdjaan oleh para 
pendjahat jang menurut pasal 148 Konstitusi dalam tingkat per­
tama clan tertinggi diadi]i oleh Mahkamah Agung Indonesia 
(forum privilegiatum). 

Sesudah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 mengganti­
kan Konstitusi R.I.S., maka dikeluarkanlah beherapa Undang­
undang jang mengatur lehih luas lagi kedudukan hukwn anggota 
D.P.R. Undang-undang Dasar tahun 1950 sendiri mengatur soal 
incompatihiliteit dalam pasal 61, immuniteit dalam pasal 71 dan 
forum privilegiatum dalam pasal 106. 

Berdasarkain ·pasal ,106 UO'dang-undang Dasar itu dikeluarkan 
Undang-unidang No. 22 tahun ·1%1 jang mengatur lebih landjut 
soal forum privilegiatum 'lllltuk anggo'ta D.P.R. Kemudian herda­
sarkan pasal 102 Undang-undang Dasar di1kelual'kan Undang-undang 
No. 75 tahun 1954 jang mengatur tentang atjara pidana chusus 
untuk anggota D.P.R. 

Pernjataan keadaan darurat perang pada tanggal 14 Maret 1957 
herdasarkan ,,Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg" , jang 
kemnclian (tanggal 17 Desemher 1957) mendjadi Pernjataan Keada­
an Bahaja tingkatan keaclaan perang herdasarkan Undang-undang 
Keadaan Bahaja 1957 (Undang-undang No. 74 tahu.n 1957) , agak 
mengurangi keduclukan ·hukum jang chusus •daripada anggota 
D.P.R. 

Suno-o-uhpun dari sudut hukum materieel tidak ada peruhahan eo 
dengan tetap adanja hak kekehalan (immuniteit), namun dari segi 
hukmn formil (proces-rechtelijk) terdapat hal-hal jang mengu­
rangi kedudukan hukum anggota D.P.R.: P enangkapan/ penahanan 
dapat dikenakan terhadap seorang anggota D.P.R. berdasarkan 
pasal 38 Undang-undang No. 74 tahun 1957. Selandjutnja t erhadap 
seorang anggota D.P.R. dapat dikenakan djuga pasal 39 clan pasal 
22 Unclang-unclang No. 74 tahun 1957, jaitu penundjukan tempat 
tertentu atau larangan hertempat tinggal dalam suatu daerah. 

Setelah Undang-undang Dasar 1945 herlaku kemhali, oleh pihak 
jang berwenang pernah dinjatakan, hahwa forum privilegiatum 
tidak herlaku lagi bagi anggota D.P.R., sehingga anggota D.P.R. 
diadili oleh Pengaclilan Negeri dan tidak lagi dihadapkan k epacla 
~Iahkamah Agung. 

Demikian perkemhangan kecludukan hnkum anggota D.P.R. 
selama ini. 

Kedudukan keuangan. 

Mengenai kedudukan keuangan Anggota-anggota K omite Nasional 
Pusat maupun anggota-anggota Badan P ekerdja Komite Nasional 
Pusat tidak terdapat sesuatu peratnran sehelum tahun 1948. Dalam 

praktek pada umumnja para anggota menerima uang sidang, peng­
gantian ongkos djalan dan penginapan serta nang h arian. 

Kedudukan keuangan anggauta Komite Nasional Pusat dan 
ano-o-ota-ancrcrota Ba clan PekerclJ. a haru diatur clengan Undang-

t,t:i oe 

undang No. 9 tahun 1948. 
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t,t:i oe 

undang No. 9 tahun 1948. 
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Menurut pasal 5 Undang-undang tersehut, maka: 

(1) Anggota Komite Nasional •Pusat tidak mempunjai kedudukan 
sebagai pegawai Negeri. 

(2) Anggota Komite Nasional Pusat menerima uang sidang, uang 
djalan dan uang harian. 

(3) Ang!!ota Baclan Pekerdja Komite Nasional Pusat menerima 
uang kehormatan. 

(4) Anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat berhak me­
nerima pens1un. 

Adapun berdasarkan pasal 6 Uudang-undang itu pelaksanaannja 
diatur dengan Peraturan Pemerintah, jaitu Peraturan Pemerintah 
No. 29 tahun 1949. Menurut Peratnran tersehut kepada anggota 
B.iP.K.N.P. diberi penghasilan ltp. 700 sebulan, ditambah dengan 
tundjangan kemahalan menurut pera'turan jang berlaku bagi pega­
wai Negeri. 

Penghasilan itu hanja diherikan kepada anggota jang memenuhi 
seluruh tngas kewadjibannja, jakni: 
a. menghadiri rapal pleno, 
h. menghadiri rapat panitia-tetap, 
c. menghadiri rapat Seksi. 

Terhadap anggota jang tidak memenuhi tugas kewadjiban ter­
maksnd didjalankan aturan sebagai berikut: 
a. anggota jang 1 sampai 5 kali tidak menghacliri rapat resmi. 

maka penghasilannja dikurangi dengan Rp. 40 untuk tiap 
kalinja; 

b. anggota jang 6 sampai 10 kali ticlak menghadiri rapat resmi, 
maka penghasilannja 1dilrnrangi lagi dengan Rp. 50 untuk tiap 
kalinja; 

(:. anggota jang 11 kali atau lebih tidak menghadiri rapat resmi, 
maka penghasilannja dikurangi lagi dengan Rp. 60 untuk tiap 
kalinja. 

Bagi Ketua B.P.K.N.P. berlaku Peraturan Presiden No. 5 tahun 
1946, jakni kepadanja d.iberikan gadji pokok Rp. 700 sebulan 
•lau ongkos representasi Rp. 150. 
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Dalam Peraturan tersebut ditetapkan pula, bahwa semua aturan 
jang mengenai gadji pegawai Negeri, sebagaimana dimuat dalam 
Maklumat-maklumat ::.\fenteri Keuangan No . .16 dan 17 tahun J.946, 
berlaku pula terhadap aturan gadji Ketua B.P.K.N.P. 

Selandjutnja menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 22 tahun 1950 kepada bekas Ketua dan anggota 
B.P.K.N.P. diberikan tundjangan, mulai dari bulan sesudah ia 

meletakkan djabatannja. 
Tundjangan itersehut berdjumlah Rp. '50 sehufan untuk tiap-tiap 

seteno-ah tahun djabatan Ketua B.,P.K.N.P. ,dan Rp. 25 sehulan 
nntuk tiap-tiap seteugah tahuu djahatan sehagai anggota B.P.K.N.P. 

Kedudukan keuangan anggota D.P.R.-R.I.S. diatur dalam Undang· 

uudano- No. 4 tahun 1950 (L.N. th. 1950 No. 45). 
Dala

0

m undang-undang itu disebut bahwa Ketua mendapat gadji 
Rp. 1500 sehu1an dan disamping gadji 1er.sebut diheri:kan tun­
djangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut_ peralt~r~n­
peraturan jang ditetapkan untuk pegawai R.I.S. Selam dan itu 
kepada Ketua diherikan tundjangan djabatan Rp. 300. Selama 
masa memangku djahatan untuk Ketua disediakan sehuah kenclara­
an dengan pengemudinja, sedangkan hiaja pemakaian clan peme­
liharaan dan sehagainja ditanggung oleh Negara, dan sebuah 
rumah kediaman heserta •perahot rumah tangga, sedang sewaan 
clan biaja pemeliharaannja, hiaja pemakaian listrik, air dan gas 

clan pelajan ditanggung oleh Negara. 
W akil Ketua menerima uang bulanan tetap sebesar uang hulanan 

tetap anggota, jailtu R:p. 7·50. Disamping itu ii.a mendaipat uang 
duduk Rp. 30 sehari selama ia diluar r.aipat her!Jindak sebagai 
Ketua, uang tundjangan djahatan sehanjak Rp. 110 sehari dan 

nano- duduk R:p. i20 djika menghadiri rapa't. 
s:lama masa memangku djahatan untuk Wakil Ketua disediakan 

S
ebuah kenclaraan deno-an peno-emudi dan biaja pemakaian clan 

~ c . 

pemeliharaannja ditanggung oleh Negara. 
Adapun anggota mendapat penggantian hiaja perdjalanan pulang­

pergi clan biaja penginapan untuk menghadiri si.dang D.P.R., uang 
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~ c . 
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bulauan Letap Rp. 750 dan selama sidang berlangsung: uang 

duduk Rp. 20 sehari djika mengundjungi rapat, uang kendaraan 

fokal Rp. 15 sehari, pcuggantian ibiaja penginapan dihotel atau 

uang penginapan Rp. 20 sehari djika tidur diluar hotel (bagi 

anggota-anggota jang bertempat tinggal luar Djakarta ) . Djika 

anggota kehilangan pendapatan karena mcnghadiri rapat-rapat, 

maka ia mendapat penggantian kehilangan pen:rhasilan setinggi­
tingginja Rp. 11500 sebulan. 

· Selandjutnja para anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 

berhak atas penggantian ongkos perdjalanan dan penginapan untuk 
dinas. Ketua tidak terbatas dalam memilih kendaraan. 

Dalam pada itu kedudukan keuangan anggota Seuat R.I.S. diper­
samakan dengan kedudukan keuangan anggota D.P.R.-R.I.S. lni 
diatur dalam Undang-undang Darnrat No. 30 tahun 1950 (L.N. 
th. 1950 No. 57) jang kemudian clitetapkan mendjacli Undan:?· 
undang No. 22 tahun 1956. 

Kedudukan keuangan anggota D.,P.R.-Semeu'lara diatur dalam 
Unclang-undang l\o. 6 tahun 1951 (L.l\. tahun 1951 No. 40), janl! 
mulai berlakn pada tanggal l Djanuari 1951. Undan:r-nnclan:r ini 
kemndia~ diganti dengan Undang-undang No. 10 tahun 1953 (L.N. 
tahun 1953 No. 37) clan terachir dengan Undang-undang No. 2 
tahnn 1954 {L.N. tahun 1954 No. 9). Kedudukan keuangan anggota 
D.P.R.-Sementara hampir sama seperti kedudukan keuangan ang­
gota D.P.R.-R.I.S. Dalam Undang-undang l\o. 6 tahun 1951 cliada­
kan perubahan mengenai djumlah-djumlah uang dan ditamhahkan 
keteutuan-ketentuan baru. Sekarang gadji dan tundjangan djabatan 
Ketua 1diubah mendjadi Rp. 1750 dan Rp. 500 sebulan. 

Kepada Wakil Ketua jang bertugas di Gedung D.P.R. <liberikan 
tundjaogan sehesar Rp. 750 sebulan dan ketentuan tentang uang 
du-d.nk Rp. 30 sehari selama ia diluar rapat bert:indak sebagai 
Ketua dan uang tundjangan dja'batan Rp. 110 sehari tidalk berlaku 
lagi hagi Wak.il Ketua. Tundjangan bulanan bagi Wakil Ketua dan 
anggota meudjadi Rp. 1000. 
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Dalam pada itu diadakan sistin1 denda, jakni: anggota jang tidak 
menahadiri semua hari-hari rapat dalam satu bulan tidak dapat 
uang°-tundjangan, jang mcnghadiri hari-hari rapat !kurang dari sepa­
roh djumlah selurnh hari-hari rapat dalam sa'tu hulan mendapat 
separoh uang ttmdjangan dan jang menghadiri . rapat-rapa~ jang 
djumlah harinja separoh atau lebih dari seluruh dJmnlah hari rapal 
dalam satu bulan, mendapat uang: tundjangan penuh. 

Uan" cluclul-./ siclang mendjadi Rp. 30 untuk tiap rapat jang 
dihadi;i oleh anggota ( termasuk W akil Kctua) , akan tetapi tidak 

holeh melebihi Rp. 60 sehari. 
Lain dari pada itu clitambahkan ketentuan-ketentuan baru jaitu: 

a. untuk mengadakan hubungan <lengan daerah kepacla anggota 
cliberikan penggantian biaja pengang:kutau ke daerah pulang­

pergi sekali setahun, 
b. kepada hekas anggota atau cljika anggota mcuinggal dunia 

kepada ahli warisnja diberikan tnndjangan jang bersifat pen­

siun, dan 
c. kepada anggota diberikan tundjang:an ketjelakaan menurul 

Undan«-undan« ket1"elakaan jang berlaku hagi pegawai negeri, 
'" "' b . cljika oleh karena atau dalam men,ljalankan kewadji annJa 

mendapat ketjelakaan. 
Sedjak tanggal 16 Mei 1953 berlaku Undang-umlang No. 9 talmn 

1953 tentang pembcrian tundjangan jang bersifat pensiun kepada 
bekas Ketua clan bekas Anggota D.P.R. jang mempunjai daja smut 

hingga tanggal 17 Agustus 1950. 
Denrran Undang-undang No. 10 Lahun 1953 gadji Ketua dinbab 

mendj:di Rp. 2100 sebulan, clan uang tundjangan aoggota mcndjadi 

Rp. 1200 sehulan. 
Uang tundjangan Wakil Ketua ibernhah pula meudjadi Rp. 1200 

sehulan, sedang uang tundjangan bagi Wakil Ketua jang bertuga,, 
lli"edun« Dewan Perwakilan Rakjat mendjadi Rp. 900, uang pengi-

o O • 

napan mendjadi Rp. 30, uang kemlaraan lokal Rp. 20 sehan <lan 
uang penggan'tian kehilangan penghasilan sebulan mcndjacli 
Rp. 1800 seclang sistim clencla tetap tidak diuhah. 
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o O • 
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Selain daripada itu dalam Uiadang-undang tersebut ditambahkan 
peraturan tentang penggantian biaja pemeriksaan, pengohatan dan 
perawatan kedokteran, djuga peraturan tentang penggantian hiaja 

pengangkutan djenazah, tundjangan kematian, clan penggantian hi­
aja perdjalanan pulang-pergi ke tempat-tinggal djika dalam waktu 
sidang salah seorang anggota keluarga meninggal dunia. 

Kt>mudi:m dengan Undang-undang No. 2 tahun 1954 nano- Lun-
1 · e 

< pngan anggota · diganti dengan uang tundjangain-tetap sehesar 

Rp. 1500 sehu1an ditambah dengan tundjangan kcmahalan dan 

tundjanga,n keluarga, sedang uang <ludu'k jang diherikan untuk 

menghadiri rapat-rapat pleno/ Seksi/ Bahagian ditiadakan. 

Disamping itu kepada anggota jang menghadiri rapat-rapat Panitia 

Rumah Tangga, Panitia J>ernmsjawaratan, Panitia ad hoc atau men­
clja_di ·Pelapor <liheri!kan uang duduk Rip. 30 sehari un'tuk tiap 

kah rapat, tetapi sebanjak-:hanjaknja Rp. 150 <la.Jam satu hulan. 

W~kil Ketua menerima uang tundjangan tetap ,Ian tundjan2:an­
tund1angan lain seperti ja11g diberikau kepada ano-o-ota. Disami:ino-
. \V . . t"'O '" 
itu para ak1l Ketua Jang bertngas digednn2: D.P.R. menclapal 
tundjangan tRp. 11000 sehulan. V 

S~s~im denda diuhah sebagai herikut: auggota jang tidak meng­
had1 n sesuatu rapat D.P.R. seperti rapat pleno, rapat Bahagian dan 
~eksi, penghasi1annja dipotong dengan 2½ % untuk setiap rapat 
Jang tidak dihadirinja, akan tetapi sebanjak-hanjaknja 605~ sebulan 
dari tundjangan tetap sebulan ditambah dengan tundjano-an-tun­
djangan kemahalan dan keluarga. Anggota jang tidak me:ghadiri 
sama sekali rapat-rapat jang diadakan dalam satu hulan tidak men­
(lapat penghasilan. 

Ketentuan-ketentuan Jainnja masih tetap ber]aku. 

Bagi para ainggota D.P.R. (hasH pemiUhan umum), termasuk. 
Ketua clan Wakil Ketua, pada permulaannja berlaku Undang-undang 
No. 2 tahun 1954 tersehut diatas, akan tetapi Undano--undano- ini 
kemndian diuhah dengan Undang-undang No. 16 tahu: 1958. 
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Sedjak herlakunja Undang-undang No. 16 tahun 1958 itu, maka 
gadji Ketua D.P.R. mendjadi Rp. 2800 sehulan dan tundjangan 
tetap W akil Ketua clan anggota mendjadi Rp. 2000 sehulan, uang 
penginapan mendjadi Rp. 45, djika tidur dilosmen. D:isam.ping 
penggarrtian hiaja losmen dapat uang harian/ makan Rp. 45 sehari. 
Uang kendaraan lokal mendjadi Rip. 30 sehari. 

Disamping itu diadakan ketentuan haru, jaitu selama sidang jang 
herlangsung dua bulan atau lebih kepada anggota, jang hertempat 
tinggal diluar Djawa, diheri hak untuk pulang ketempat-tinggalnja 
dan kemha]i ke-sidang: atas biaja Negara, paling hanjak dua kali 
1lalam satu tahun. 

Ketentuan-ketentuan lainnja tetap tidak diuhah. 

Dengan undang-undang No. 81 tahun 1958 (L.N. No. 14S tahun 
1958), jang menggantikan undang-undang No. 2 tahun 1954 dan 
undang-undang No. 16 tahun 1958, kedudukan keuangan anggota 
pada dasarnja tetap sama seperti jang dulu, hanja ·djumlah-djumlah 
uang :mengala-mi perllihahan clan ·diadakan satu-<dua ketentuan !baru. 

Menurnt undang:-undang itu, maka Ketua mendapat gadji 
Rp. 312S0 sehulan ditamhah dengan tundjangan kemahalan dan 
tundjangan keluarg:a; disamping itu menerima tundjangan djahatan 
Rp. 1250 sehulan. 

Mengenai ketentuan-ketentuan lainnja tidak ada perubahan. 
Para Wakil Ketua mendapat gadji Rp. 2750 sehulan dit amhah 

dengan tundjangan kemaha]an dan tundjangan lkeluarga dan disam­
ping itu menerima tundjangan djabatan Rp. 750 sehufan. 

Anggota mendapat uang kehormatan Rp. 2250 sebulan ditam­
bah dengan tundjangau kemahalan dan tundjangan keluarga, sedan;; 
sistim ·denda diubah clan :kemhali lagi seperti sistim d enda jang 
clipakai dalam undang-unda-ng No. 6 tahun 1%1. 

Uang duduk untuk rapat-rapat pleno/ Seksi dan Bahagian tetap 
ditiadakan, sedangkan untuk tiap rapat Panitia Rumah Tangga, 
Panitia Permusjawaratan dan Panitia Chusus/ ad hoc, Ketua clan 
Wakil Ketua tidak termasuk, diherikan uang dudu:k Rp. 30 dan 
paling banjak Rp. 210 dalam satu huJan. Disamping •penggantian 
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h~aja losmen diherikan pula uang makan R·p. 45 sehari, djika •tidur 
d1losmen, dan uang penginapan Rp. 75 sehari djika tidur diluar 
losmen/ hotel. Uang <kendaraan lokal-pun idiubah mendjadi Rp. 45 
sehari. 

Adapun ketentuan-ketentuan baru itu ialah: anggota, Ketua dan 
Wakil Ketua tidak 'termasuk, dapat tundjangan djahatan Rp. 250 
sehulan. 

Bagi masing-masing W akil Ketua disediakan sebuah nnnah kedi­
aman, jang biaja · sewaan dan pemeliharaannja, biaja pemakaian 
listrik, air, gas dan pelajan ditanggung oleh Negara. 

Selama reces anggota menerima penghasilan penuh. 

De~ianla~ tentang kedudukan keuangan anggota D.P.R. jang 
terach1r dan Jang berlaku sampai saat sekarang setelah kembali 
kepada Undang-undang Dasar 1945. 
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* ** 

Sdr. Soedjono Prawirosoedarso anggota. D.P.R. 
pemilihcm umum jang tertua usianja, sebagai 
Ket1Ut seme11tara memimpin rapat2 D.P.R. 

sebelum terpilih seorang Ketua. 

Laporan B. 

PHIPINAN PARLE}IEN INDONESIA 
dari masa ke masa. 

Dalam masci Parlemen R.l.S.: 
Ketua Senat 
W akil Ketua Senat 
Ketua D.P.R. 
Wakil Ketua I D.P.R. 
Wakil Ketua II D.P.R. 
Sekertaris Senat 
Sekertaris D.P.R. 

Dalam masa D.P.R. - Sementarn 
Ketua D.P.R. 
Wakil Ketua I D.P.R. 
Wakil Ketua II D.P.R. 
Wakil Ketua III D.P.R. 
Sekertaris Djenderal 

(15-2-1950 - 15-8-·1950) : 
M. A. Pellaupessy. 
Mr. Teuku Moh. Hassan. 
Mr. Sartono. 
Mr. A. M. Tambunan. 
Arudji Kartawinata. 
Mr. Sajid Mangoenjoedo. 
Mr. Soemardi. 

(16-8-1950 - 26-3-1956) : 
Mr. Sartono. *) 
Mr. A. M. Tambunan. 
Arudji Kartawinata * ) 
}fr. Tadjuddin Noor. 
1. Mr. Soemardi (t 2-9-1954 ). 
2. Mr. Rusli. 

Dalam masa D.P.R. - pemililum umum (26-3-11956 - 22-7-1959) : 
Ketua D.P.R. Mr. Sartono. 
Wakil Ketua I D.P.R. H. Zainul Arifiu. 
Wakil Ketua II D.P.R. 
Wakil Ketua III D.P.R. 
Sekertaris Djenclera l 

Arudji Kartawinata. 
». Zainal Abidin Ahmad. 
).\fr. Rusli. 

Dalam masa D.P.R. setelah 1-.embali ke Undang-undang Dasar 1945 
(23-7-1959) : 

Ketua D.P.R. 
Wakil Ketua I D.P.R. 
Wakil Ketua II D.P.R. 
Wakil Ketua III D.P.R. 
Sekertaris Djenderal 

Mr. Sartono. 
H. Zainul Arifin. 
Arudji Kartawinata. 
JI. Zainal Abidin Ahmad. 
Mr. Rusli. 

*) Mengundurkan diri sebagai anggota tgl 1 Maret 1956. Rapat pleno D.P.R. 
tgl. 2 Maret 1956 telah memutuskan untuk menjatakan bahwa djahatan Ketua 
dan Wakil Ketua II D.P.R. terhitung mulai tgl. 1 Maret 1956 adalah lowong. 
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Laporan C. 
,. 

lCHTISAR TENTANG KABINET-KABINET. 

•Pemhentukan, :pemhitjaraan program, demisioner 
dalam masa 20 Desember 1949 - 15 Pebruari 1960. 

I. IKAB:liNET HATTA (R.I.S., Za:ken-Kabinet Nasional). 
20 Desember 1949- 6 September 1950. 

a. Pembentukan: 
I. TgJ. 18-12-1949 

2. TgJ. 20-12-1949 
3. Lamanja pembentukan 

Drs. Mohammad Hatta, Ide Anak 
Agung Gde Agung, S.P. Sultan 
Hamengku Buwono IX dan S.P. 
Sultan Hamid II ditundjuk seha­
gai formateur. 
Kahinet Hatta terhentuk. 
2 hari. 

b. Program: 

62 

I. Menje]enggarakah supaja pemindahan kekuasaan ketangan 
hangsa Indonesia diseluruh Indonesia terdjadi dengan 
seksama; mengusahakan reorganisasi K .N.I.L. dan pemhen­
tukan Angkatan Perang R.I.S. dan pengembalian tentara 
Belanda kenegerinja dalim waktu jang selekas-lekasnja. 

2. Menjelenggarakan ketenteraman umnm, supaja da]am wakt11 
jang sesingkat-singkatnja tercljamin herlakunja hak-hak 
demokrasi dan terlaksananja dasar-dasar hak manusia clan 
kemerdekaannja. 

3. Mengadakan persiapan untuk <lasar hukum, tjara bagaimana 
rakjat menjatakan kemauannja menurut azas-azas Undang­
undang Dasar Repuhlik Indonesia Serikat dan menjeleng­
garakan pemilihan umum untuk konstituante. 

4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakjat, keadaau 
keuangan, perhuhungan, perumahan dan kesehatan, meng­
adakan persiapan untuk djaminan sosial dan penempatan 
tenaga kembali kedalam masjarakat; mengadakan peraturan 

tentang upah mmunum; pengawasan pemerintah atas ke­
giatan ekonomi agar kegiatan itu terwudjud kepada me­
makmurkan rakjat seluruhnja. 

5. Menjempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan 
masjarakat Indonesia dan memhangunkan pusat kehudajaan 
nasional; mempergiat pemherantasan buta huruf dikalangan 
rakjat. 

6. Menjelesaikan soal lrian dalam setahun ini djuga dengan 
djalan damai. 

7. Mendjalankan po1itik ]uar negeri jang memperkuat kedu­
dukan R.I.S. dalam dunia internasional dengan memperkuat 
tjita-tjita perdamaian dunia dan persahabatan bangsa-hangsa. 
Memperkuat perhuhungan moreel, politik dan ekonomi 
antara negara-negara Asia Tenggara. 
Mendjalankan politik dalam Uni, agar supaja Uni ini 
herguna bagi kepentingan Repuhlik Indonesia Serikat. 
Berusaha supaja Republik Indonesia Serikat mendjadi 
anggauta Perserikatan Bangsa-bangsa. 

c. Keterangan tentang program Kabinet dalam D .P.R. 
I. Program Kahinet Hatta dibatjakan oleh Presiden pada pelan­

tikan D.P .R.-R.I.S. dan Senat tanggal 15 Pehruari 1950. 
2. Tidak diadakan pemhitjaraan. 

d. Lamanja masa Pemerintahan, termasuk demisioner: 
8 bulan 17 hari. 

e. Perletakan djabatan: 
1. Tgl. 6-9-1950 : Kahinet Hatta meletakkan djahatan. 
2. Sehah-scbahnja Kahinet Hatta herhenti: 

Berhubnng dengan terhentuknja Negara K esatuan Repu­
blik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950 atas dasar 
peruhahan Konstitusi R.I.S. mendjadi Undang-undang Dasar 
Sementara Repuhlik Indonesia. 

f . Lamanja Kabinet demisioner: 
Kahinet demisioner: tanggal 15-8-1950- 6-9-1950 (22 hari) . 
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IT. KABINET NATS1R (Zaken Kabinet) 

6 September 14.50 - 27 April 1951 

a. Pembentukan: 

1. Tgl. 22-8-1950 

2. Tgl. 6-9-1950 
3. Lamanja pembentukan 

J-Ioh. Natsir <lilunJjuk sebagai 
formateur. 
Kabinet Natsir terbcntuk. 
15 hari. 

b. Program: 

1. }Iempersiapkan dan menjclenggaraknn pemilihan umnm 
untuk Konstituante clalam waktu jang singkat. 

2. }lentjnpai konsolidasi clan menjempmnakan susunan pemc­
rintahan serla membcntuk peralatan Negara jang hulat 
(pasal 146 Undang-un<lang Dasar). 

:3. )Ienggiatkan usaha mentjapai keamanau clan ketcnteramau. 
4. )Iemperkembangkau dan memperkokoh kekuatan ekonomi 

rakjat sebagai clasar bagi melaksanakan ekonomi nasional 
jang sehat. 
:\Ielaksanakan keragaman anlara bui:uh clan madjikan. 

S. }lembantn pemhangunan perumahan rakjat serta memper­
luas usaha-usaha meninggikan cleracljat keseliatan clan 
ketjerclasan rakjat. 

6. Menjempurnakan organisasi Angkatan Perang clan memulih­
kan hekas Anggota-anggota Tentara clan Gerilja kedalam 
masjarakat. 

7. Memper<ljnangkan penjelesaian soal lrian Barat clalam tahun 
ini. 

8. Mencljalankan politik luar Negeri jang hehas. 

c. Pembitjaraan program kabinet dalam D.P.R.: 
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1. Keterangan Pemerintah Ji D.P.R.: tgl. 21-9-1950. 
2. Pemanclangan umum babak ke-1: tgl. 29/ 9, 30/ 9, 2/'10, 3/ 10 

clan 4/ 10-1950, <lalam 9 kali rapat. 
3. Djawaban Pemerintah babak ke-1: tgl. 11-10-19.50 

4. Pemanclangan umum bahak ke-II tgl. 18/10 clan 19/ 10-1950, 
dalam 4 kali rapat. 

5. Djawahan Pemerintah hahak ke-II tgl. 25-10-1950. 
6. D.P.R. menjetudjui memherikan kepertjajaan kepada Ka­

hinet dengan 118 suara setudju dan 73 suara tidak setudju. 
7. Waktu untuk memhitjarakan Keterangan Pemerintah selu­

ruhnja sampai ,,Votum" : 1 hulan 4 hari, dengan memper­

gunakan 16 kali rapat. 

d. Lamanja masa pemerintahan, tennasuk masa demisioner: 
7 hulan, 21 hari. 

d. Perletakan djabatan: 
1. Tgl. 27-4-1954: Kabinet Natsir meletakkan djabatan. 
2. Sehah-sehahnja Kabinet Natsir herhenti: 

Berhuhung D.P.R. menerima haik usul mosi Hadikusumo 
tentang pentja'hutan P.P. No. 39 tahun 1950, maka Menteri 
Dalam Negeri (Mr. Asaat) minta meletakkan djabatannja 
oleh karena berpendapat, hahwa mosi mengenai pembekuan 
dan pem'huharan D.P.R.D. tidak dapa't didjalanlkan idisehab­
kan alasan juridis formeel dan politis. Sikap Meuteri Dalam 
Negeri itn disokong oleh Kahinet seluruhnja. 
Maka pada tanggal 21-3-1951 Kahinet menjerahkan kemhali 

mandatnja. 

f. Lamanja Kabinet demisioner: 
Kabinet demisioner: tgl. 21-3-1951 sampai tgl. 27-4-1951 

(1 hulan 6 hari). 

III. KAHINET .SUKIMAN (Kahinet koalisi-nas-ional) 
27 April 1951 - 3 April 1952. 

a. Pembentukan: 
1. Tanggal 27-3-1951 : Mr. Sartono .ditundjnk sehagai forma­

teur. Karena usaha Mr. Sartono untuk 
memhentnk kahinet tidak berhasil, 
maka Dr. Sukiman dan Sidik Djojosu­
karto ditundjuk sebagai formateur. 
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2. Tanggal 27-4-1951 : Kabinet Sukiman terhentuk. 
3. Lamanja pembentukan : ,..ii. :bulan. 

b. Pro~: 
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I. Keamanan. 

Mendjalankan tindakan-tindarkau jang tegas sebagai Negara 
·auikum, ~mtuk meud_jamin keamanan dan keteu'teraman. 
11\'.Ienjempunnalkan organisasi ala't:alat kekuasaan Negara. 

2. Kemakmuran. 

Memhuat dan melaksanakan rentjana kemakmuran nasional 
dalam djangka pendek, untuk mempertinggi kehidupan so­
sial-ekonomi rakjat. Membaharui hukum agraria sesuai 
dengan kepentingan petani. lVIempertjepat usaha penempatan 
,bek_as pedjuang dalam l;pangan pemhangunan. 

3. Qrganisasi Negara. 

Menjelenggarakan persiapan pemilihan umum urituk mem­
>hentuk, Konstituante dan ·menjelenggarakan pemilihah umum 
clalam waktu jang singkat. 
Mempertjepat terlaksananja otonomi daerah. 

4. Perburuhan. 

Ylenjia,pkan undang-undang teutang : pengakuan serikat 
buruh, iperdjandjian ker-dja sama ( collectieve arheidsover­
eenkomst), penetapan npah minimum, penjelesaian pertikaian 
perburuhan. 

5. Politik Luar Negeri. 

Mendjalaukan politik luar-negeri jang bebas dan aktip dan 
jang menudju perdamaian. 

ME:njelengg.irakan hubungan Indonesia-Belanda atas clasar 
Unie-Statuut mendjadi hubungan jang herdasarkan perdjan­
djian internasional hiasa. Mempertjepat penindjauan kemhali 
lain-Iain persetudjuan hasil K.M.B. dan meniadakan perdjan­
djian-perdjandjian jang njata merugikan rakjat dan negara. 

6. lrian - Barat. 

Memasuli'<ln frian Baral kedalam wHajah Repuhlik Indonesia 
setjepat-tjepatnja. 

c. Pembitjaraan program kabinet dalatn D.P.R. 

I. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tanggal 28-5-1951. 

2. Pemandangan umum hahak ke-1: tanggal 31/ 5, 1/ 6 dan 
2/ 6-1951 dalam 4 kali rapat. 

3. Djawahan Pemerintah bahak ke-1: tanggal 7-6-1951. 

4. •PemMlidangan umum lbahalk Ike-ill tangga•l 111/ 6 •dan 12/ 6-.1951, 
dalam 2 kali rapat. 

5. Tanggal 15-6-119511 D,P.R. menjetudjui untu'k memlheri kesem­
,pat-an kepaida 'Kabine't melaksanakan ,pro.gramnja, d engan ll9 
suara setudju dan 30 suara tidalk setudju. 

6. W aktu untuk memhitjarakan Keterangan Pemerintah selu­
ruhnja sampai "v·otum" ada 118 hari, dengan mempergunakau 
9 kali rapat. 

d. Lamanja pemerintahan, termasuk masa demisiooer: 11 bulan 7 hari 

e. Perletakao d!jabatan: 

I. Tanggal 3-4-1952: Kabinet Sukiman meletakkan djahatan. 

2. Sebab-sebab,;,ja Kabinet Sukiman berhenti: 

Berhuhtmg dengan adanja kesulitan-kesulitan jang timhul di­
sekitar penanda-tanganan agreement mengenai M.S.A. dan 

diadjukannja usul interpelasi oleh Mr. Djody Gondokusumo,. 
mengenai soal tersehut maka pada tanggal 23-2-1952 Kahinet 

Suki~an menjerahkan kemhali mandatnja. 

f. Lamanja Kabinet demisioner: 

Kabinet demisioner: Tanggal 23-2-1952 sampai tanggal 3-4-1952 
(1 hulan II hari). 
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IV. KABINET WILOPO (Kahinet koalisi) 

3 April •1952 __: 1 Agustus 1953. 

a. Pembentukan: 

1. Tanggal 19-3-1952: 1Mr W:il-Opo ,di,tundjuk sehagai formateur. 
,2. Tanggal 3-4-1952: Kahinet W!i.lopo teihentuk. 
3. Lamanja pemhentukan: 16 hari. 

b. Program: 
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l. Organisasi Negara. 

a. Melaksanakan pemilihan umwn untuk Konstituante dan 
Dewan-dewan Daerah. 

h. Menjelesaikan penjelenggaraan dan mengisi otonomi dae­
rah. 

c. Menjederhanakan organisasi Pemerintah Pusat. 

2. Kemakmuran. 

a. Memadjukan tingkat penghidupan rakjat dengan memper­
tinggi produksi nasional, terutama hahan makanan 
rakjat. 

h. Melandjutkan usaha peruhahan agraria. 

3. Keamanan. 

Mendjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah kea­
manan dengan kehidjaksanaan sehagai negara hukum dan 
menjempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Neuara serta 

" memperkemhangkan tenaga masjarakat untuk mendjamin 
keamanan dan ketenteraman. 

4. Perburuhan. 

Memperlengkapkan perundang-undangan perhuruhan untuk 
meninggikan deradjat kaum huruh gun.a mendjamin ,proses 
produksi nasional. 

:S. Penduiikan dan pengadjaran. 

Mempertjepat usaha-usaha perhaikan untuk pemhaharuan 
pendidikan dan pengadjaran. 

6. Luar N egeri. 

a. Mengisi politik luar negeri png hehas dengan aktivitet 
jang sesuai dengan kewadjihan kita dalam kekeluargaan 
hangsa-hangsa dan dengan kepentingan nasional menudju 
perdamaian dunia. 

h. Menjelesaikan penjelenggaraan perhuhungan Indonesia/ 
Belanda alas dasar Unie-statuut mendjadi huhungan her­
dasarkan perdjandjian internasional hiasa jang menghi­
langkan hasil-hasil K.M.B. jang merugikan Rakjat dan 
Negara. 

c. Meneruskan perdjuangan memasukkan Irian-Barat dalam 
wilajah Indonesia setjepatnja. 

c. Pembitjaraan program kabinet dalam D.P.R.: 
fl. Keterangan Pemerinta'h di D.P.R.: tanggal 9-5-0952. 

2. Pemandangan umum hahak ke-I: tanggal 14/ 5, 16/ 5, 19/ 5, 
21/ 5-1952, dalam 10 kali rapat. 

3. Djawahan Pemerintah hahak ke-I: tanggal 3-6-1952. 

4. Pemandangan umum hahak ke-II: tanggal 5/ 6, 6/ 6, 7/ 6, dan 
9/ 6-1952, dalam 6 kali rapat. 

5. Djawahan Pemerintah hahak ke-II: tanggal 19-6-1952. 

6. Dengan 125 suara setudju dan 5 suara tidak setudju, D.P.R. 
menjetudjui memheri kesempatan kepada Kahinet untuk me­
landjutkan pekerdjaannja. 

7. Waktu untuk memhitjarakan keterangan Pemerintah seluruh­
nja sampai "votum" ada 1 hulan 10 hari, dengan mempergu­
nakan 20 kali rapat. 

d. Lamanja masa pemerintahan, tennasuk masa demisioner + 1 tahno 
4 bulan. 

e. Perletakan djabatan: 

1. Tanggal 1.8-1953: Kabinet Wilopo meletakk.an djahatan. 

2. Sehah-sehahnja Kahinet Wilopo herhenti: 
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Berhubung dengan masalah pembagian tanah di Sumatera 
Utara (Tandjung Morawa) dan keretakan dalam Kahinet 
sendiri, maka pada tanggal 3-6-1953 Kabinet menjerahkan 
kemhali mandatnja. 

f. Lamanja Kabinet demisioner: 

Kabinet demisioner: tanggal 3-6-1953 sampai tanggal 1-8-1953 
(1 hulan 29 hari). 

V. KABINET ALI SASTROAMIDJOJO ke-1 (Kahinet koalisi) 

1 Agustus 1953 - 12 Agustus 1955. 
a. Pembentukan: 

b. 
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1. Tgl. 16-6-1953 

Tgl. 23-6-1953 

Tg1. 8-7-1953 

Tgl. 20-7-1953 

2. Tgl. 1-8-1953 

S. Mangunsarkoro dan }Ir }Ioh. 
Roem ditundjuk sebagai forma­
teur ( tidak berhasil membentuk 
kahinet). 

. Mukarto Notowidigdo ditundjuk 
sebagai formateur ( tidak herhasil 
memhentuk kabinet). 
Mr. Burhanudin Harahap ditun­
djuk sebagai formateur (tidak 
herhasil memhentuk kahinet). 
Mr. Wongsonegoro ditundjuk se­
hagai formateur. 

3. Lamanja pemhentukan 

Te.ohentuk Kabinet Ali Sastro• 
amidjojo. 
l½ hulan. 

Program: 
I. Dalam Negeri. 

1. Ke am an an. 

a. Memperhaharui politik mengembalikan keamanan 
sehingga memungkinkan tindakan-tindakan jang 
tegas serta memhangkitkan tenaga rakjat. 

b. :Menjempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasa­
an Negara. 

2. ]> e m i I i h a n n m u m 

Segera melaksanakan pemilihan un11m1 untuk Konstitu• 
ante dan Dewan Perwakilan Rakjat. 

3. K e m a k m u r a n d a n K e u a n g a n. 

a. lVIenitik beratkan politik pemhan.:,«u.nan kepada segala 
usaha untuk kepentingan rakjat djelata. 

h. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai 
dengan kepentingan petani dan rakjat kota. 

c. Mempertjepat usaha penempatan hekas pedjuang dan 
kaum penganggur terlantar dalam lapangan pem­
bangunan. 

cl. :'.\Iemperbaiki pengawasan atas pemakaian uang 
negara. 

4. 0 r g a n i s a s i N e g a r a . 

a . Memperbaharui politik desentralisasi <lengah djalan 
menjempurnakan penmdang-undangan dan mengusa­
hakan pembentukan daerah otonom sampai ketingkat 
jang paling bawah. 

b. Menjusun aparatuur pemerintah jang effisien serta 
pembagian tenaga jang rasionil dengan mengusahakan 
perhaikan taraI penghidupan pegawai. 

c. Memberantas korupsi dan birokrasi. 

5. P e r b u r u h a n. 

Melengkapkan penmdang-undangan perburuhan untuk 
mentjapai kegemhiraan kerdja sehesar-besarnja. 

6. P e r u n d a n g - u n d a n g a n. 

j\fompertjepat terbentuknja perundang-undangan Nasio­
nal terutama dilapangan '.keamanan, kemaknmran, ke­
uangan dan kewarganegaraan. 
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II. lrian Barat. 

Mengusahakan kemhalinja Irian Barat kedalam wilajah ke• 
kuasaan Republik Indonesia setjepat-tjepatnja. 

III. Politik Luar Negeri. 
a. Mendjalankan politik luar negeri jang behas dan jang 

menudju perdamaian dunia. 
h. Merohah huhungan Indonesia-Belanda atas dasar Statuut 

Uni mendjadi huhungan internasional biasa. 
c. Mempei:tjepat penindjauan kembali lain-lain perdjan­

djian basil K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-per­
djian jang merugikan negara. 

IV. Kebidjaksanaan Pemerintah. 

Mengusahakan penjelesaian segala perselisihan politik jang 
tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menjerahkan 
keputusannja kepada Parlemen. 

c. Pembitjaraan Keterangan Pemerintah: 

l. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tanggal 25-8-1953. 
2. Pemandangan umum babak ke-I: tanggal 28/ 8, 29/ 8, 31/ 8-

1953, dalam 6 kali rapat. 
3. Djawaban Pemerintah babak ke-I: tanggal 2/ 9-1953. 
4. Pemandangan umum habak Jee-II: tanggal 5/ 9 dan 7/ 9-1953 

dalam 4 kali rapat. 
5. Djawaban Pemerintah babak ke-II: tanggal 10/ 9-1953. 
6. Dengan 122 suara setndju dan 34 suara tidak setudju. D.P.R. 

menjetudjui memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet. 
7. Waktu untnk membitjarakan Keterangan Pemerintah selu­

ruhnja sampai "votum" ada 17 hari, dengan mempergunakan 
13 kali rapat. 

d. Lamanja masa peorerintahan: 2 tahun 11 hari. 

e. Perletakan djabatan: 

l. Tanggal 12-8-1955: Kabinet Ali Sastroamidjojo meletakkan 
dja·batan. 

2. Sebab-sebabnja Kabinet Ali Sastroamidjojo berhenti: 
Berhubung dengan masalah Angkatan Darat, jang tidak dapat 

diselesaikan oleh Pemerintah. 

f. Lamanja Kabinet demisioner: 
Kabinet demisioner: Tanggal 24-7-1955 sampai tanggal 12-8-1955 

(20 hari). 

VI. KABINET BOERHANOEDIN HARAHAP (Kabinet koalisi). 

12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956. 

a. Pembentukan: 

1. Tgl. 29-7-1955 

Tgl. 3-8-1955 

2. Tgl. 12-8-1955 

3. Lamanja pemhentukan 

Mr. Asaat, Dr. Sukiman Wirjo­
sendjojo dan Mr. Wilopo ditun• 
djnk sebagai formateur (tidak 
herhasil memhentuk Kabinet). 
Mr. Boerhanoedin Harahap di­
tundjuk sebagai formateur. 
T erbentnk Kahinet Boerhanoedin 

Harahap. 
13 hari. 

b. Program: 
l. Mengemhalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah, i.e. 

kepertjajaan Angkatan Darat dan Masjarakat kepada Peme-

rintah. 
2. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rentjana jang 

sudah ditetapkan ,dan menjegerakan terhentuknja Parlemen 

baru. 
3. Menjelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-

dapatnja dalam tahun 1955 ini djuga. 
4. Menghilangkan faktor-faktor jang menimhulkan inflasi. 

5. Memberantas korupsi. 
6. Meneruskan perdjuangan mengemhalikan lrian Baral ke-

dalam wilajah Republik Indonesia. 
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7. Memperkem'hangkan politik kerdja-sama Asia-Afrika, her­
dasarkan hehas clan aktip, menudju perdamaian. 

c. Pembitjaraan program Kabinet dalam D.P.R.: 
I. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tgl. 7-10-1955. 
2. Pemandangan umUlll( hahak k~: tgl. 12/r0, 14/ 10 dan 

17/ 10-1955, dalani. 7 kali rapat. ' 

3. Djawahan Pemerintah hahak ke-I: tgl. 24/ 10-1955. 
4. Pemandangan umum hahak ke-II: 1gl. 31/ 10, 1/ 11, 2/ 11 clan 

4/ 11-1955, dalam 8 kali rapat. 

5. Djawahan Pemerintah hahak ke-M: tgl. 14-11-1955. 
6. Dengan 135 suara setudju dan 2 suara tidak setudju, D.P.R. 

menjetudjui memheri kesempatan hekerdja kepada Kahinet. 
7. Waktu untuk memhitjarakan: Keterangan seluruhnja sampai 

,,votum" ada 1 hulan 8 hari, dengan mempergunakan 19 kali 
rapat. 

d. Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner: 
7 hulan 13 hari. 

e. Perletakan djabatan: 

1. Tgl. 24-3-1956: Kahinet Boerhanoedin Harahap meletakkan 
djahatan. 

2. Sehah-sehahnja Kahinet Boerhanoedin Harahap herhenti: 
Berhuhung dengan diumumkannja has:il-hasil pemilihan 

umum untuk anggota D.P.R., pada tgl. 1-3-1956 oleh Panitia 
Pemilihan Indonesia, maka pada tgl. 3-3-1956 Kahinet Boer­
hanoedin Harahap menjerahkan kemhali mandatnja. 

f. Lamanja Kabinet demisioner: 

Kahinet demisioner: tgl. 3-3-1956 sampai tgl. 24-3-1956 (22 hari) . 

VIL KABINET ALI SASTROAMIDJOJO KE-II (Kahinet koalisi) 
24 Maret 1956 - 9 April 1957. · 

a. Pembentukan: 

1. Tgl. 8-3-1956 
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Mr. Ali Sastroamidjojo ditundjuk 
sehagai formateur. 

2. Tgl. 24-3-1956 

3. Lamanja pemhentukan 

b. Program: 

Terhentuk Kahinet Ali Sastro­
amidjojo. 
16 hari. 

I. Menjelesaikan pem:hatalan seluruh perdjandjian K.M.B. 
setjara unilateral, haik formil maupun materiil dan meng­
adakan tindakan-tindakan untuk menampung akihat-akihat­

nja. 
2. Meneruskan perdjuangan Irian Barat hersandarkan kekuat­

an rakjat dan memhentuk Propinsi Irian Barat. 

3. Memulihkan keamanan dalam negeri, menjempurnakan 
koordinasi antara alat-alat negara terutama dalam tindakan 

pemulihan keamanan. 

4. Perekonomian-Keuangan : 

a. Memulai pemhangunan setjara teratur menurut rentjana 
5 tahun; herusaha untuk mewudjudkan pergantian 
ekonomi-kolonial dan mempergiat perkemhangan ko­

,perasi. 
h. Menjehatkan keuangan negara, penamhahan sumher 

keuangan haru harus diutamakan, memperhaiki peng­
awasan atas •pemakaian keuangan negara, dan perkre­
ditan Pemerintah untuk melindungi usaha nasional 
terhadap persaingan asing. 

c. Memadjukan herdirinja industri nasional dan melin­
dungi industri nasional terhadap persaingan asing. 

d. Mempertinggi tingkat hidup petani dengan djalan mem­
perhanjak produksi hasil humi, terutama hahan makanan 
rakjat; memperkuat tumhuhnja koperasi-koperasi tani 
dan hank-hank tani, kesehatan dan pendidikan tani, dan 
memadjukan transmigrasi. 

e . Melipatgandakan peternakan dan perikanan. 
f. Memperlengkapi alat transport untuk daerah jang 

menghasilkan produksi hanjak, memadjukan dan meng-
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awasi kemadjuan pelajaran nasional, serta melindungi 
terhadap persaingan 11Sing. 

5. Melaksanakan pemhentukan daerah-daerah otonom dalam 
tingkat sehanjak-hanjaknja tiga; menetapkan dengan 
undang-undang perimhangan keuangan antara pusat dan 
daerah; menjegerakan diadakannja pemilihan D.P.R.D.; 
,menjusun aparatur Pemerintah jang effesien dan mem­
herantas korupsi setjara ohjektif. 

6. Melantjarltan stahilisasi kekuasaan negara, mengadakan 
kewadjihan milisi hagi semua warganegara, memperhaiki 
nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan djasmani militer 
dari Angkatan Perang R.I. 

7. Memadjukan usaha Pemerintah kearah perhaikan nasih 
dan kedudukan hukum kaum huruh; melengkapkan per­
undang-undangan perhuruhan dan pegawai, mengatur pe­
njelesaian perselisihan perhuruhan, memheri hantuan hagi 
pertumhuhan organisasi huruh dan pegawai jang sehat. 

8. Memperluas-mempertinggi mutu pendidikan djasmani dan 
rohani; menjiapkan herlakunja wad jib heladjar dalam 
tempo tertentu, menjelesaikan perundang-undangan pendi­
dikan nasional; menjelenggarakan usaha dalam pertum­
buhan kehudajaan nasional. 

9. Menjalurkan tenaga hekas pedjuang kearah usaha-usaha 
produktif. 

10. Mendjalankan politik luar negeri jang hehas aktip herdasar­
kan kepentingan rakjat menudju perdamaian dunia. Melak­
sanakan keputusan Konperensi Asia-Afrika pertama di 
Bandung. 

11. Menjelenggarakan terhentuknja undang-undang pendidikan 
dan pengadjaran disekolah-sekolah agama. 

12. Menjegerakan terhentuknja perundang-undangan per­
kawinan. 

c. Pembitjaraao program Kabinet dalam D.P.R.: 

I. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tgl. 9-4-1956. 
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2. Pemandangan umum hahak ke-1 tgl. 10/ 4, ll/ 4, 13/ 4 dan 
14/4-1956, dalam 5 kali rapat. 

3. Djawahan Pemerintah hahak ke-1: tgl. 16/ 4-1956. 
4. Pemandangan umum bahak ke-11: tgl. 17/ 4 dan 18/ 4-1956, 

dalam 3 kali rapat. 
5. Djawahan Pemerintah bahak ke-11: tgl. 20/ 4-1956. 
6. Dengan suara bulat D.P.R. menjetudjui memheri kesempatan 

hekerdja kepada Kahinet. . 
7. Waktu untuk memhitjarakan Keterangan Pemermtah selu­

ruhnja sampai ,,votum" ada 12 hari, dengan mempergunakan 

II kali rapat. 
d. Lamanja masa pememtahan termasuk masa demisioner: 

1 tahun 16 hari. 

e. Perletakan djabatan: 
I. Tgl. 9-4-1957: Kahinet Ali Sastroamidjojo meletakkan dja-

hatan. 
2. Sehah-seha·bnja Kahinet Ali Sastroamidjojo herhenti: 

Berhuhung dengan keadaan politik dan situasi umum 
dalam Negara, Kahinet berusaha untuk mengadaka~ ~es­
huffle setjara integral supaja dapat meneruskan keh1dpk­
sanaan politiknja, tetapi tidak herhasil Maka pada tanggal 
14-3-1957 Kahinet menjerahkan kemhali mandatnja. 

f . Lamanja Kabinet demisiorner: 
Kahinet demisioner: Tgl. 14-3-1957 sampai tgl. 9-4-1957 

(27 hari). 

VIII. KABINET DJUANDA (KABINET KARYA -
DARURAT EXSTRA PARLEMENTER) 

9 April 1957 - 9 Djuli 1959. 

a. Pembentukan: 

I. Tgl. 1'5 Maret 1957 Suwirjo ditundjuk sehagai forma• 
teur (tidak herhasil memhentuk 
Kahinet). 
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. , 

awasi kemadjuan pelajaran nasional, serta melindungi 
terhadap persaingan 11Sing. 

5. Melaksanakan pemhentukan daerah-daerah otonom dalam 
tingkat sehanjak-hanjaknja tiga; menetapkan dengan 
undang-undang perimhangan keuangan antara pusat dan 
daerah; menjegerakan diadakannja pemilihan D.P.R.D.; 
,menjusun aparatur Pemerintah jang effesien dan mem­
herantas korupsi setjara ohjektif. 

6. Melantjarltan stahilisasi kekuasaan negara, mengadakan 
kewadjihan milisi hagi semua warganegara, memperhaiki 
nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan djasmani militer 
dari Angkatan Perang R.I. 

7. Memadjukan usaha Pemerintah kearah perhaikan nasih 
dan kedudukan hukum kaum huruh; melengkapkan per­
undang-undangan perhuruhan dan pegawai, mengatur pe­
njelesaian perselisihan perhuruhan, memheri hantuan hagi 
pertumhuhan organisasi huruh dan pegawai jang sehat. 

8. Memperluas-mempertinggi mutu pendidikan djasmani dan 
rohani; menjiapkan herlakunja wad jib heladjar dalam 
tempo tertentu, menjelesaikan perundang-undangan pendi­
dikan nasional; menjelenggarakan usaha dalam pertum­
buhan kehudajaan nasional. 

9. Menjalurkan tenaga hekas pedjuang kearah usaha-usaha 
produktif. 

10. Mendjalankan politik luar negeri jang hehas aktip herdasar­
kan kepentingan rakjat menudju perdamaian dunia. Melak­
sanakan keputusan Konperensi Asia-Afrika pertama di 
Bandung. 

11. Menjelenggarakan terhentuknja undang-undang pendidikan 
dan pengadjaran disekolah-sekolah agama. 

12. Menjegerakan terhentuknja perundang-undangan per­
kawinan. 

c. Pembitjaraao program Kabinet dalam D.P.R.: 

I. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tgl. 9-4-1956. 
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2. Pemandangan umum hahak ke-1 tgl. 10/ 4, ll/ 4, 13/ 4 dan 
14/4-1956, dalam 5 kali rapat. 

3. Djawahan Pemerintah hahak ke-1: tgl. 16/ 4-1956. 
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Tgl. 25 Maret 1957 Suwirjo ditundjuk untuk kedua 
kalinja sehagai formateur, tetapi 
gagal lagi dalam usahanja untuk 
memhentuk Kahinet. 

Tgl. 4 April 1957 Presiden menundjuk warga negara 

Ir. Dr. Soekarno sehagai Pemhen­
tuk Kahinet. 

2. TgJ. 9 April 1957 Terhentuk Kahinet Djuanda. 
3. Lamanja pemhentukaan : 25 hari. 

b. Program: 

1. lVIembentuk Dewan Perantjang Nasional. *) 
2. Menormalisasi Keadaan Repuhlik Indonesia. 
3. Me1an:dju'tkan 1pelalksanaan pembatalan perdjan'djian K.·M.B. 
4. Perdjuangan lrian Barat. 
5. Mempergiat pembangunan. 

c. Pembitjaraan program kabinet dalam D.P.R. 

1. Keterangan Pemerintah di D.P.R. - tanggal 17 lVIei 1957. 
2. Pemandangan umum bahak ke-1: tanggal 21/ 5, 22/5 pagi dan 

malam, 23/ 5 pagi dan malam, dalam 5 kali rapat. 
3. Djawahan Pemerintah habak ke-1, tanggal 28 lVIei 1957. 
4. Pemandangan umum babak ke-11: tanggal 31/ 5 pagi dan 

malam, 3/6 pagi dan malam, dalam 4 kali rapat. 
5. Djawahan Pemerintah babak ke-11: tanggal 7 Djuni 1957. 
6. Tidak ada sesuatu usul resolusi maupun mosi jano- masuk dan 

pemhitjaraan mengenai program Kabinet Kar;a ,cJia~ggap 
selesai. 

d. Lamanja masa Pemerintahan, tennasuk masa demisioner: 2 tahun 
3 bulan. 

e. Perletakan djabatan: 

1. Tanggal 6 Djuli 1957: Kabinet Djuanda meletakkan dja­
hatan. 

*) Perubahan pada tanggal 25-6-1958; mula-mula ,,Membentuk Dewan Na­
sional". 
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2. Sebab-sebab Kabine<t IDjuanda 1berhenti: 
Dengan diumumkannja Dekrit Presiden kemhali ke Undang­
undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Djuli 1959, dan tidak her­
lakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara, maka pada 
tanggal 6 Djuli 1959 Kahinet Djuanda menjerahkan kemhali 
mandatnja. 

f. Lamanja Kabinet demisioner: 
Kabinet demisioner: tanggal 6 Djuli 1959 sampai tanggal 9 Djuli 
1959 (3 hari) . 

IX. KABINET KERDJA. 

(Kabinet Presidensiil menurut Undang-undang Dasar 194'5) 
- 9 Djuli 1959. 

a. Pembentukan: 
1. Tgl. 9 Djuli 1959 Kabinet terhentuk dengan Presi• 

den Soekarno sehagai Perdana 
Menteri. 

2. Tgl. 10 Djuli 1959 Kabinet dilantik. 

b. Program: 

1. lVIemperlengkapi Sandang Pangan Rakjat dalam waktu se­
singkat-singkatnja; 

2. Menjelenggarakan Keamanan Rakjat dan Negara; 
3. Melandjutkan Perdjoangan menentang lmperialisme Ekono• 

mi dan lmperialisme Politik (lrian Barat) . 

c. Keterangan teotang program Kabinet dalam D.P.R.: 
1. Keterangan Pemerintah di D.P.R. tanggal 24 Djuli 1959, di­

utjapkan oleh Presiden/ Perdana lVIenteri. 

2. Tidak diadakan pemhitjaraan. 
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REKAIPITULAISI 
A. Hasil pekerdjaan D.P.R. dalam masa 

15-2-1950 -15-2-1960 

~---

Disetu- Tidak 
Uraian Diadjukan disetu-

djui djui 
. 

UsuJ Und3Jng-undang dad Peme-
rintah (tidak 1ermasuk rantjang-
an Anggaran Belandja) ......... 397 288 -

Usu! Undang-undang Inisiatif 
D.P.R. ·· ··· ·· · ····· ········ ········ · 22 9 -

Usul Mosi ··· ··· ······· ········· ·· ··· JOI 40 17 

Usul Resolusi ...... .................. 53 28 4 

Usu! Interpelasi ············· ······ ·· 33 '20 2 

Usu! Pernjataan-pendapat ········· 6 2 -

Usu! Angket ............ .... ........... 2 2 -
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Laporan D /J. 

Ditarik 
kembali/ 

IBelum tidak 
dibitjara- selesai 

kan 

83 26 

8 5 

44 -
21 -
11 -
1 3 

dianggap 
se!esai 

- -

Masa 

D .P.R.-R.I.S. 

D.P.R.-
Sementara 

D.P.R.-
Pemilihan 
Umum 

D.P.R.-
Setelah 

· B. Hasil pekerdjaan D.P.R. dalam masa 

15-2-1950 - I 5-2-1960 

(terperintji dalam masa kemasa) 

Disetu-
Tidak 

Uraian Diadjulran djui disetu-
djui 

Usul Undang2 21 11 -
dari Pernerintah 

Usu! Undang2 2 1 -
inisiatif D.P.R. 

Usu! <Mosi 27 22 1 
Usu! Resolusi - - -
Usu! Interpelasi 3 1 -
Usu! Angket - - -
Usu! Undang2 228 162 -

dari Pemerintah 
Usu! Undang2 9 5 -

Inisiatif D.P.R. 
Usu! Mosi 66 16 15 
Usu! Resolusi 16 5 2 
Usu! Interpelasi '24 16 2 
Usu! Angket 1 1 -
Usu! Undang2 145 113 -

dari Pemerintah 
Usu! Undang2 8 3 -

Inisiatif D.P.R. 
Usu! Mosi 8 2 1 
Usu! Resolusi 37 23 Q 

Usu! Interpelasi 6 3 
_, 

Usu! Angket 1 I *) -

Usu! Undang-un- 3 2 -
dan dari Peme-

kembali ke rintah 
3 U.U.D. Usu! Undang-un- - -

1945 dan Inisiatif 
D.P.R. 

Usu! Pernjataan- 6 3 -
pendapat 

Ditarik 
kembali/ Belum 

tidak selesai dibitjara-
kan 

6 4 

1 -
4 -

- -
2 -

- -
61 5 

3 1 

35 -
9 -
6 -

- -
16 16 

4 I 

5 -
12 -
3 -

- -

- 1 

- 3 

- 3 

*) Panitia Angket jang terbentuk tgl. 18-12-1958 belum selesai dengan tugas­
nja. 
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Tahun-
Sidang 

1950 (R.I.S.) 
1950/1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1955/1956 
1956 
1957 
1958 
1959 
1959/1960 

Laporan D /II. 
STATISTIK 

mengenai 
Penjefesaian rantjangan undang-undang (tidak termasuk 

rantjangan Anggaran Beland.fa) dalam masa 
15-2-1950 - 15-2-1960 

R.U.U. jang telah 
R.U.U. 

R.U.U. jang diadju- jang di-
Sisa kan dalam th. sidang selesai dibi1jarakan tarik kem-

tahun jang bersangkutan dalam tahun sidang bali atau 

sidang . jang bersangkutan tidak dibi-

jang 
1jarakan 

Usu! Usu! Tidak dalam th. 
Jampau Peme- inisiatif Disetu- disetu- sidang jg 

rintah D.P.R. djui djui bersang-
l kutan 

- 21 2 7 0 3 
13 51 2 25 0 4 
37 57 5 26 0 5 
68 30 1 40 0 8 
51 45 - 34 0 2 
60 30 - 12 0 7 
71 15 1 13 0 24 
50 36 4 27 0 3 
60 41 - 25 I *) 14 
61 56 4 56 0 11 
54 11 

I 
- 27 0 2 

36 3 3 4 0 6 

Sisa 
pada 
achir 
tahun 
sidang 

jang 
bersang-

ikutan 

13 
37 
68 
51 
60 
71 
50 
60 
61 
54 
36 
32 

*) R.U.U. usu! inisiat if Hutomo Supardan dkk. tentang pemberian kuasa 
'kepada Menteri Keuangan un•uk membiajai pengeluaran Negara tahun 
1957 buat waktu enam bulan sebesar 6/12 dari djumlah Anggaran Induk 
tahun 1956. 
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Laporan o;m. 

STA'f.ISTIK 
Usu! Mosi, Resolusi, Interpelasi dan Pernjataan,pendapat dalam masa 

15-2-1950 - 15-2-1960 
USUL MOSI 

··--
Jang selesai 

D itarik 
Djumlah kembali/ 

Tahun usu! Tidak tidak Belum 
Sidang jang Djumlah Disetu- disetu- dibitja- selesai 

masuk djui djui rakan 
dan se-
bagainja 

I 

1950 (R.I.S.) 27 27 22 I 1 4 -
195Q,11951 31 31 8 7 16 -
1952 9 9 4 1 4 -
1953 12 12 4 5 3 -
1954 6 6 - 2 4 -
1955 6 6 - - 6 -
1955/1956 2 '2 - - 2 -
1956 2 2 - - 2 -
1957 2 2 - 1 1 -
1958 3 3 2 - 1 -
1959 1 1 - - 1 -

Djumlah 101 101 40 17 44 

USUL RESOLUSI 

1950 (R.I.S.) - - - - - -
1950y11951 9 9 3 1 5 -
1952 3 3 I 1 1 -
1953 1 l - - 1 -
1954 1 1 l - - -
1955 - - - - - -
1955/1956 2 2 - - 2 -
1956 11 11 8 - 3 -
1957 9 9 4 1 4 -
1958 16 16 10 1 5 -
1959 1 1 1 - - -

Djumlah 53 53 '28 4 
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USUL INTERPELASI 

Jang selesai 

Sisa 
·a Ditarilc 

Djumlah ·- ~ kembali/ 
Tahun tahun usul .<:! ::, B 

sidang "' ~ "' tidak 
Sidang jang 8 ::, 

., 
dibitja-jang wasuk ::, <) :.a 

lampau S -~ .u. rakan 
0 "' dan se-

-0 bagainja l-=< 

1950 - 3 3 1 

I 
- 2 

1950}1951 - 12 12 9 1 2 
1952 - 1 1 - - 1 
1953 - 3 3 2 1 -
1954 - 3 1 1 - -
1955 2 4 2 2 - -
1955/1956 4 1 5 4 - 1 
1956 - 3 3 2 - 1 
1957 - 1 1 - - 1 
1958 - I 1 - - 1 
1959 - 1 1 1 - -

Djumlah 9 

USUL PERNJATAAN-PENDAPAT 

Jang selesai 

Djumlah I Ditarik 
Tahun usul Tidak tembali/ 
Sidang jang Djumlah Disetu- disetu- tidak dibi-

masuk djui djui I tjarakan 
lagi 

I 

1959/1960 6 3 2 - 1 

(dianggap 
selesai) 
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Be!um 
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-
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-
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Belum 
selesai 

3 

Laporan E. 

DA!FTA!R RAl~TJAl~GAN UNDANG-UNDANG TER.PEN'I'ING 
JANG TiELAH DISE'DUDJUI OLEH D.P.R. DAN TELAH 

1MENDJADI UNDANG-UNDANG DALAM MASA 

15-2-1950 - 15-2-1960. 

TAH!UN '1950: 

I. Undang-undang 'tentang Mahkamah Agung Indonesia (Undang­
undang No. 1 th. 1950, L.N. No. 30). 

2. Undang-undang tentang permohonan grasi (Undang-undang 
No. 3 th. 1950, L.N. No. 40). 

3. iUndang-undang tentang susunan dan ikekuasaan Pengadilan/ 
Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan ( Undang­
undang No. 5 th. 1950, L.N. No. 52) . 

4. .Undang-undang tentang huku.m Atjara :Pi-dana -pad~ Pengadilan 
Tentara (Undang-undang No. 6 th. 1950, L.N. No. 53). 

5. Undang-undang tentang peruhahan Konstitusi Sementara Re-
1puhlik Indonesia Serilkal men-djadi Undang-undang Dasar 
Sementara RepU:hlik Indonesia (Undang-undang No. 7 th. 1950, 

L.N. No. 56). 
6. Undang-undang tentang Pindjaman Repuhlik Indonesia pada 

EX!port-ilmport Bank of Washington (Undang-undang :No. 8 

th. 1950, L.N. No. 67) . 

TAHON 119511: 

I. Undang-undang tentang pernjataan herlakunja Undang-undang 
iK.er-dja Tahun .'.1.948 No. 12 dari -Repuhlik Indonesia un'tuk 
seluruh In-donesia (ilJndang-undang No. 1th. 1951, L.N. No. 2 ). 

2. Undang-undang tentang pernjataan herlakunja Undang-undang 
Ketjelakaan •1947 No. 33 ,dari iR.epublik Indonesia untuk seluruh 
Jndonesia (Undang-undang No. 2 th. 1951, L.N. No. 3). 

3. Undang-undang 'tentang tpernjataan herlakunja Undang-undang 
Pengawasan Perhuruhan tahun 1948 No. 23 dari Repuhlik 
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Indonesia untuk seluruh Indonesia (Undang-undang No. 3 
th. 1951, L.N. No. 4). 

4. Undang-undang teu:tang perubahan Undang.undang Lalu-lintas 
Djalan (Undang-undang No. 7 th. 1951, L.N. No. 42). 

v. Undang-undang tentang penangguhan surat izin kepada dokter 
dan dokter gigi (Uf!-dang-undang No. 8 th. 1951, L.N. No. 44). 

6. Undang-undang ten'tang ;pembagian tenaga 1d:ok•ter, 'dokter gigi 
.dan 1bidan setjara rasionil (fUndang-undang No. 9th. 195'1, L.N. 
No. 45). 

7. Undang-undang tentang mengatur tenaga ,dokter partikelir 
dalam lkeadaan genting (Undang-undang No. 10 th. 1951, 
L.N. No. 46). 

3. Undang-undang tentang ,pengesahan 1perdjandjian pindjaman 
pertama R.I. dengan Exim-Bank of Washington (Undang­
undang No. 11 th. 1951, L.:N. No. 72). 

9. Und-ang-undang 1tentang penghapusan Badan hukum ,,Alge­
meene Volkscredietbanlk" (Undang-undang No. 12 th. 1951, 
L.N. No. 80). 

10. Undang-undang tcntang penetapan fU.U.Dar. No. 2•1 tahun 1950 
mengenai pengeluaran uang kertas Rp. 230 djuta atas tang­
gungan R.I.S. (Undang-undang No. 17th. 1951, L.N. No. 100). 

Jll. Undang-undang tentang nasionalisasi IJ)e Javasche Bank 
(Undang-undang No. 24th. 195'1, L.N. No. 120). 

TAHUN 19~2: 

1. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 13 tahun 1950 
mengenai pindjaman darurat (Undang-undang No. 2 th. 1952, 
L.N. No. 28). 

2 . Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persaha­
batan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara India 
(Undang-undang No. 16 th. 1952, L.N. No. 68). 

:3. Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persaha­
batan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Pa­
kistan (Undang-undang No. 17 th. 1952, L.N. No. 69) . 

4. Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persaha: 
batan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Um 
Birma (Undang-undang No. 18 th. 1952, L.N. No. 70). 

;J. Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian per.saha­
ba:tan antara Negara Repuhlik Indonesia dengan Negara 
Republik Phioli.p'.ina (Undang-undang No. 19 th. 1952, L.N. 

No. 71) . 
6. •Undang-undang tentang ,pensiun pegawai negeri sipil (Un-dang­

undang No. 20 th. 1952, L.N. No. 74). 
, . Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 25 dan _No. 34 

tahun 1950 'tentang hak pengangkatan dan pemherhentian pe­
gawai-pegawai R.I.S. (Undang-undang No. 2•1 th. 1952, L.N. 

::'.\'o. 78) . 

TMFUN 1953: 

1. Undang-undang tentang pemhukaan apotek (Undang-undang 

No. 3 th. 1953, L.N. No. 18). 

•2. Undang-un'dang tentang apotek darurat (Undang-undang No. 4 
th. 1953, L.N. No. 19). 

3. Urrdang-undang tell'tang pernjataan perlunja heherapa tanah 
partikelir ,dikemba•likan mendjadi tanah Negeri (Undang­

undang No. 6 th. 1%3, L.N. No. 27) . . 
4. Undang-undang tentang pemilihan umum Anggota lK.onst1-

tuante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Un-dang-undang 

No. 7 th. 1953, L.N. No. 29). 
5. Undang-undang 'tentang penilaian ipersediaan uang emas dan 

•hahan uang emas pada De J avasche Bank (Undang-undang: 

No. 8 th. 1953, L.N. No. 33) . 
6. Undang-undang Pokok Bank 'Indonesia (Undang-undang No. M 

th. 1953, L.N. No. 40) . 
7. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 4 tahun .1950 

tentang •penerimaan anggata Angkatan 1Perang R.I.S. (Undang­
undang No. 12 th. 1953, L.N. No. 42). 
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8. Undang-undang tentang ,pe,_rlakuan terhadap anggota Angkatan 
Perang jang diiperhentikan karena ·tidak memperhaiharui iikatan 
dinas (Undang-undang No. 14 th. 1953, L.N. No. 44). 

9. Undang-undang 'ten'tang pener.imaan anggota Angkatan 1Perang 
Sukarela (Undang-undang No. 15 th. 1953, L.N. No. 45) . 

IO. Undang-undang tentang ikeduduk,an hukum anggma Ang,katan 
,Perang (IUndang-undang !No. 16 th. ,1953, L.N. No. 46). 

11. Undang-undang ttentang penundju'kan ruma'h-rumah-sakit parti. 
lkelir jang merawat orang-orang jang :misikin oan orang-orang 
jang kurang mampu (Undang-urndaing No. 18 th. 11953 L.N. 
No. 48). 

l2. Undang-undang tentang pengesahan perdjandjian pindjaman 
tamiha'han '.R.'I. dengan E:~i:m-'Bank of Washing ton (Undang­
undang No. 20 th. 1953, L.N. No. 56) . 

13. Undang-und•ang ten'tang persetudjuan perdjandjian persaha­
hatan an'tara Negara Repuihliik Indonesia dengan Negara 
Republi!k Suria (Undang-undang No. 21 th. 11953, L.N. No. 58). 

)4. Undang-und.ang ten'tang !kewadjiiban melaporkan perusahaan 
(Undang-undang No. 23 th. 1953, L.N. No. 70). 

15. Undang-undang ten'tang ,penetapan U.U.Dar. :No 13 •tahun iJ.952 
tentang farangan un:tuk mempergunakan dan memasukkan 
dalam peredaran uang 1perak lama (Undang-undang No. 26 
th. 1953, L.N. No. 76). 

16. Undang-und.ang tentang ,penetapan U,U.Dar. No. 20 tahun '1951 
tentang penghentian lberlaikunja ,,lndisc'he Muntwet 19'12" dan 
pene'taipan peratu,ran 'haru tentang mata uang (Undang-undang 
No. 27 th. 1953, L.N. No. 77). 

17. Undang-undang tenrtang :penetaipan U.U.Dar. No. 9 tahun il950 
tentang peruhahan U.U. IPostspaarhank (Undang-undang No. 31 
th. 1953, L.N. No. 81). 

·18. Uudang-undang tentang Bank Tahungan 1Pos (Undang-undang 
No. 36 th. 1953, L.N. No. 86). 

19. Undang-unoang tentan:g penggantian anggota Dewan Perwa­
kilan Rakjat (Undang-undang No. 37 th. 1953, L.N. No. 88). 

88 

TA'.HUN •1954: 

1. Undang-undang tentang keang{?;otaan R.I. dar.i Dana l\Iolnneter 
lnternasional (International (Monetary Fund) clan Bank ter-

. l tuk R-~-onstruk:·1· ,dan Pemhancrunan (International nas1ona un e:K " o 

Bank For Reconstruction and Development) (Undang-undang 

No.5 th. 1954, L.N. No. 16) . 
2. Un<lang-undang teutang hak angket Dewan 1Perwakilan Rakjat 

(Undang-undang No. 6th. 1954, L.N. No. 19). 

3. Undang-undang tentang pernjartaan 1berlakunja Undang-ud°:dang 
,R.i. !No. 4 th. \J.950 tentang dasar pendidikan dan penga• Jaran 
disekolah untuk seluruh Indonesia (Undang-urrdang No. 12 

th. 1954, L.N. No. 38) . 
4. Undang-uudang tentang perdjandjian mengenai sjarat-sjarat 

perhuruhan antara Serikat Buruh !clan madjikan (Undang· 
undang No. 21 th. 1954, L.N. No. 69) . 

5. Undang-undang tentang pentjahutan pershreidelordonnantie 

(Undancr-undang No. 23 th. 1954, L.N. No. 77) • 
0 

. . 9 ... 2 
6 Undana-undan(l' tentan,o- penetapan U .U.Dar. No. 1 tahun 11 a 

• O O O " ,b 
tentang pemindahan dan ·pemakaian tana'.h-tanah ,dan arang-
harang teta,p ilainnja jang mempunjai tltel menurut hulkum 
Eropah (Undang-undang No. 24 th. 1954, L.N. iNo. 78). 

7. Undang-undang tentan.g perdjandjian-,perdjandjian IPos Sedunia 
(Undang-undang No. 25 th. 1954, L.N. No. 79) . 

8. Undang-undang Pokolk Pertahanan (Un'dang-undang No. 29 

th. 1954, L.N. No. 84). 
9. Undang-undang 1tentan.g penetapan lberlakunja Undang-undang 

R.iI. No. 22 tahun ·1946 tentang ,pentjatatan nikah, talak dan 
rudjuk diseluruh •daerah luar Djawa dan Madura (Undang­
undana No. 32 th. 1954, L.N. No. 98) • 
Undan;-undang tentan.g pengesahan pe1·setudjuan pindjaman 
tamba•han antara (R.epublik Indonesia dengan Exim-Bank of 
Washington (!Undang-undang No. 35 th. 1954, L.N. No. 105, 

T.L.N. No. 706). 

10. 
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Washington (!Undang-undang No. 35 th. 1954, L.N. No. 105, 

T.L.N. No. 706). 
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11. Undang-undang 'tentang persetudjuan pez,djandjian persahabat­
an antara Negara Repu1>lik In•donesia dengan Keradjaan 
Thailand (Undang-undang No. 37 th. 1954, L.N. No. 108). 

12. Anggaran lRepu:hlik fodonesia untuk tahun-tahun dinas ·1952 
dan 1953, 'tel'diri dari 37 Undang-un'dang (Un.dang-undang 
No. 38 s/ d 74 th. 1954, L.N. No. 109 s/ d 145). 

13. Und-ang-undan.g 'tentang atjara piclana chusus untuk Anggota 
Dewan iPeI'Wakilan Rakjat Republik Indonesia (Undang-undang 
No. 75 th. 1954, L.N. No. 150). 

TAHU:i\" .1955: 

U. Undang-undang tenlang ·penetapan U:U.Dar. No. 2 tahun 1954 
tentang mentjahut sifat sehagai alat pemhajaran jang sah dari 
uang tk.ertas Pemerintah jang dikeluarkan sehelum penjerahan 
kedaulatan (Undang-un:dang No. 1 th. 1955, •L:N. No. 10 T.L.N. 
No. 768). 

2. Undang-un'dang tentang penetapan U.U.Dar Xo. 9 tahun 1952 
tentang penjelesaian hutang Negara dizaman revolusi 
(Undang-un-dang No. 4 th. 1955, L.N. No. '19, T.L.N. No. 785 ). 

3. Undang-undang ,tentang 1penetapan U.U.Dar No. '10 'tahun 1951 
11:entang pentjahutan lkemhali 1Peraturan Gadji Militer 1950 
seperti jang termuat dalam U.U.Dar-R.I.S. Xo. 5 tahun '1950 
clan •diuhah dengan U.U.iDar:R.I.S. No. 27 tahun 1950 
(!Undang-undang No. 8 th. 1955, L.X. Xo. 35, T.L.N. Xo. 8 
th. 1955, L.N. No. 35, T.L.N. No. 819). 

TAHUN 1956: 

I. Undang-undang tentang peruhahan Undang-undang No. 7 
tahun 11953 tentang ,Pemilihan Umum (Undang-un'dang No. 2 

th. 1956, L.N. ;No. 4). 

2. Undang-undang -teutang pengesahan penjertaan Pemerintah 
Repuhlik Indonesia pada Persetudjuan Timah Internasional 
1953 (Undang-undang No. 5 th. 1956, L.N. No. 13). 
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3. Undang-undang tentang pemhentukan (}fadjelis Ilmu Penge­
tahuan Indonesia (Undang-undang No. 6th. 1956, L.N. No. 114). 

-!. Undang-undang tentang pembelandjaan pensiun (tUn:dang­
undang No. 11 th. 1956, L.N. No. 23). 

;,. Undang-undang •pemba'talan K.M.B. (Un'dang-undang No. 13 

th. 1956, L.N. No. 27). 

6. Undang-undang pem:hentukan D.P.R.D. Peralihan (Undang­
undang No. 14th. 1956, L.N. No. 30, T.L.N. No. 1017) . 

7. 1Undang-undang •persetudjuan k011pensi mengenai herlakunja 
hak~hak dasar untu:k herorganisasi dan herunding hersama 
(Undang-undang No. 18 ith. 1956, L.N. No. 42, T:L.tN. No. iJ.050). 

8. Undang-undang Pemilihan Daerah (Undang-undang No. 19, 
th. 1956 L.N. No. 44, T.L.N. No. 1072). 

9. Undang-undang Badan Keuangan Internasional (Undang­
undang No. 26 th. 1956, L.N. No. 67, T.L.N. No. 1115). 

10. Undaiog-undang perimhangan keuangan (Undang-undang No. 32 

th. 1956, L.N. No. 77) . 

TAHUN 1957: 

1. Undang-undang pokok Pemerintahan Daerah (Undang-undang 
No. 1 th. 1957, L.N. No. 6, T.L.N. INo. 1143) . 

2. Undang-UD:dang penjelesaian perselisihan iper.buruhan (Undang­
undang No.22th. 1957, L.N. No. 42, T.L.N. No. 1227) . 

3. Undang-undang tentang ,pemasukan clan herlakunja Anggaran 
Negara (Undang-undang No. 24 rth. 1957, L.N. No. 54, T.L.N. 

No. 1285) . 

-!. Undang-undang tentang persetudjuan Negara Republik Indo­
nesia terhadap Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Inter­
nasional (Undang-undang No. 25th. 1957, L.N. No. 66). 

;,. Undang-undang persetudjuan Kehudajaan clan Pengadjaran 
antara 1Pemerintah Indonesia -clan 1Pemerintah ilndia (Undang­

undan« No. 69 th. 1957, L.N. No. 144). 
" 
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6. Undang-undang persetudjuan Kehudajaan antara Negara Re­
puhlik Indonesia dan Republik Mesir (UnJang-undang No. 70 
th. 1957, L.N. No. 145). 

7. Undang-undang ,peneta,prun U.U.!Dar. No. IO tahun il954 tentang 
nasionalisas.ii Bataviasche VeJ:1keers Maaitschappij N.V. (B.V.M.) 
(Undang-undang N<t. 71 th. 1957, L.N. No. 153). 

8. Undang-undang kea,daan baliaja (Undang-undang No. 74 tahun 
1957, L.N. No. 160). 

9. Undang-und.ai'ig Veteran Pedjuang Keme1,dekaan Repuhlik 
Lndonesia (Undang-undang No. 75 rth. '1957, L.N. No. '162). 

10. Undang-undang ·persetudjuan mengenai warganegara •tidak sah 
d'.i-daerah Repuhliik fln.donesia ,dan Repuhlik Philipina (Undang. 
undang No. 77 th. 1957, L.N. No. 167). 

11. Undang-undang tentang pengesahan pernjataan Keadaan Perang 
(Undang-undang No. 79 th. 1957, L.N. No. 170, T .L.N. No. 1491). 

112. Undang-und.ang rpersse'tudjuan Konpensi Organisasi Perhuruhan 
lnternasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama hagi 
,huruh ,laki-laki dan wallli'ta untuk pakerdjaan 3"ano- sama nilati-. ~ 

np (Undang-undang No. 80 th. 1957, L.N. No. 171, T.L.N. 
No. 1492). 

TAJIIUN 1958 : 

1. Undang-undang ipenghapusan tanah-tanah ,partikelir (Undang. 
undang No. 1 tth.11958, L.N. No. 2, T.L.N. No. 1517). 

2. Undang-undang ,persetudjuan ,pel'ldjandjian Dwikewarganegara­
an •deng,an 'R.RT. (Undang-undang No. 2 th. 1958, L.N. No. 5). 

3. 'Undang-undang penempatan tenaga asing (Undang-undang 
No. 3 th. 1958, L.N. No. 8). 

4. Undang-un'dang penetapan U.U.Dar. No. 6 1tahun •1957 tenrtang 
Peruha·han Undang-u1J1Jdang ·Pokdk-pokok Pemerin:tahan Daernh 
(,Undang-undang No. 6th. 19'58, L.N. No. 1'5, T.L.N. No. '1542) . 

5. Undang-undang 'tentang ipmdjaman Repu:hlik Indonesia d-ari 
Uni Repuhlik-repuhlik Sow.et Sosialis (Undang-undang No. 9 
th. 1958, L.N. No. 17, T .L.N. No. 1550) . 
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.... 

6. Undang-undang tentang pengesahan persetu:djuan 1peruhahan 
·dan rtamhahan antara RepU:hli!k Indonesia ,dan Exim-Bank of 
Washington (Undang-undang N o. '10 1th. J958, L.N. No. 22, T.L.N. 
No. 1551) . 

7. Undang-undang •tentang .perdjandjian perdamaian dan 1persetu­
,djuan pampasan antara Repuhlik ln1donesia dan Djepang 
(Undang-undang No. :J,3 rth. '1958, L.N. No. 311, T.L.N. No. 1560). 

8. Undang-1.mdang pengesahan persertudjuan pindjaman an'tara 
Repuhlik Indonesia idan Exim-Bank of Washington (Undang­
undang No. 1·5 th. 1958, L.N. No. 37, T.L.N. No. 11564) . 

9. Undang-undan,g ten'tang 1peruhahan Undang-undang No. l tahun 
1950 tentang susunan, kakuasaan dan rdjalan pengadilan }'lah­
kamah Agung Indonesia (Undang-undang :No. 56 th. !1958, 
L.N. No. 106, T .L.N. No. 1641). 

IO. Undang-undang tentang ikU't-serta Repooli:k Indonesia dalam 
Konpensi-k01I1pensi Djenewa (Undang-undang No. '59 th. 1958, 
L.:N. No. 109, T.L.N. No. 1644) . 

11. Undang-undang tentang iK.ewarganegaraan Repuhlilk iLn'donesia 
(Undang-undang No. 62 th. 119'58, L.N. No. 'H3, T.L.N. 
No. 1647) . 

'.1.2. Undang-undang 'tentaing wadjib .militer (Undang-undang iNo. 66 
ith. 1958, L.N. No. 117, T.L.N. No. 1651). 

13. Undang-undang tentang .perse'tudjuan kon,pensi hak-haik .politik 
kaum wanita (Undang-undang No. 68 th. 1958, L.N. No. 119, 
T .L.N. No. 1653) . 

14. iUn:dang-undang penanaman Modal Asing (Un:dang-undang 
No. 78 th. 1958, L.N. No. 138). 

15. Undang-undang perkumpulan Koperasi (Undang-undang No. 79 
<th. ,1958, L.N. No. 139, T.L.N. No. 1619) . 

16. Undang-undang rtent:ang Dewan Perantjang Nasional (Undang­
undang No. 80 th. 1958, L.N. No. 144) . 

17. Undang-undang ,tentang ,perpandjangan djan~ka I\Vak tu Keadaan 
•Perang (Undang-undang No. 82 th . 11958, L.N. No. 152, T.L.N. 
No. 1680) . 
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18. Undang-undang tentang Rentjana 1Pemhan.,"1lnan Lima Tahun 
1956-1960 (Undang-undan); No. 85 th. 1958, L.N. No. 161, 
T.L.N. No. 1689). 

19. Undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan mi.,J.ik Belanda 
(Undang-undang No. 86 th. 1958, L.N. No. 162, T.L.N. 
No. 1690). 

TAHON '1959: 

I. 1Undang-undang <tentang persetudjuan ikerdjasama :ilmiah, 
pendi,dikan dan ke:budajaan antara Republik fudonesia dian 
:Republik Tjekoslowakia (Undang-undang No. 3 th. 1959 L.N. 
No. 'H). 

2. Undang-undang tentang ·Pos (Undang-undang No. 4 th. ,1959, 
L.N. No. 12). 

3. Undang-undang tentang penjerahan tugas Pemerintah Pusat 
dalam bidang Pemerintahan Umum, perbantuan pegawai Ne­

gara dan penjera1han keuangannja kepa-da IPemeriutah !Daerah 
(Undang-undang No.6th. 1959 L.N. No. ;JS) . 

4. Undang-undang penetapan ,,U.0.Dar. No. 1 tahun 1959 tentang 
hadan perusahaan iproduiksi rbahan makanan dan pembuikaan 

tanah-tanah" (Undang-undang No. 16th. 1959 L.N. No. 60). 
5. Undang-undang 

(Undang-un1dang 
No. 1759). 

<tentang pemha-talan 
No. 110 -th. 11959 

ha!k-hak ,pertamhangan 
L.N. No. 24, T.L.N. 

6. Undang-undang tentang persetudjuan per-djan<ljian persahabat­
an antara Repuhliik 'lnd01Uesia dan iK.eradjaan Iran (Undang­
undang No . .17 th. 1959, L.N. No. -61, T.L.N. No. 1804). 

7. Undang-undang ,penetarpan ,JUndang-undang Darurat No. 5 
th. 11958 ten'tang ikedudukan hukum apote:k d.arur-a•t" (Undang­
undang No.18th. '1959, L.N. No. 62 T.L.N. No '1805). 
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Laporan F. 

USUL MOSI/RESOLUSI DAN INTERPELASI TERPENTING 

JANG TELAH DISETODJUI OLEH D.P.R. 

Usul Mosi 

TAHON SIDANG 1950 (R.I.S.) . 

1. Mosi S. Harsono cs. tentang penggabungan daerah Djawa 
Timur. 

2. Mosi Sosrodanukusumo cs. tentang penggabungan daerah 
Madura. 

3. Mosi Mohd. Hasan cs. tentang penggabungan daerah Sumatera 
Selatan. 

4. Mosi Endon cs. tentang penggabungan Djawa Tengah. 
5. Mosi Yunan Nasution cs. tentang penggahungan daerah Asa­

han Selatan dan Labuhan Batu. 
6. Mosi Yamin cs. ten tang penggabungan daerah Pasundan. 
7. Mosi Siradjudin Ahas cs. tentang penggahungan daerah 

Padang. 
8. Mosi J usu£ Rasidi cs. ten tang penggahungan daerah Bangka. 
9. Mosi Amelz cs. tentang penggahungan daerah Sahang. 

10. Mosi Kunum Kusumojudo cs. tentang penggahungan daerah 
Dajak Besar. 

11. Mosi I. A. Moeis cs. tentang penggahungan daerah Kalimantan 
Timur dan Tenggara. 

12. Mosi Abdullah Aidit cs. tentang penggahungan daerah 
Bilitung. 

13. Mosi Yamin cs. tentang penjelesaian pesengketaan lrian Barat. 
14. Mosi Yamin cs. tentang penggahungan daerah Riau. 
15. Mosi Yamin cs. tentang penggahungan Kotawaringin. 
16. IMosi Yamin cs. tentang penggahungan daerah Sumatera-

Timur. 
17. Mosi Sudarso cs. tentang penggahungan Kalimantan Barat. 
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18. Undang-undang tentang Rentjana 1Pemhan.,"1lnan Lima Tahun 
1956-1960 (Undang-undan); No. 85 th. 1958, L.N. No. 161, 
T.L.N. No. 1689). 

19. Undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan mi.,J.ik Belanda 
(Undang-undang No. 86 th. 1958, L.N. No. 162, T.L.N. 
No. 1690). 

TAHON '1959: 

I. 1Undang-undang <tentang persetudjuan ikerdjasama :ilmiah, 
pendi,dikan dan ke:budajaan antara Republik fudonesia dian 
:Republik Tjekoslowakia (Undang-undang No. 3 th. 1959 L.N. 
No. 'H). 

2. Undang-undang tentang ·Pos (Undang-undang No. 4 th. ,1959, 
L.N. No. 12). 

3. Undang-undang tentang penjerahan tugas Pemerintah Pusat 
dalam bidang Pemerintahan Umum, perbantuan pegawai Ne­

gara dan penjera1han keuangannja kepa-da IPemeriutah !Daerah 
(Undang-undang No.6th. 1959 L.N. No. ;JS) . 

4. Undang-undang penetapan ,,U.0.Dar. No. 1 tahun 1959 tentang 
hadan perusahaan iproduiksi rbahan makanan dan pembuikaan 

tanah-tanah" (Undang-undang No. 16th. 1959 L.N. No. 60). 
5. Undang-undang 

(Undang-un1dang 
No. 1759). 

<tentang pemha-talan 
No. 110 -th. 11959 

ha!k-hak ,pertamhangan 
L.N. No. 24, T.L.N. 

6. Undang-undang tentang persetudjuan per-djan<ljian persahabat­
an antara Repuhliik 'lnd01Uesia dan iK.eradjaan Iran (Undang­
undang No . .17 th. 1959, L.N. No. -61, T.L.N. No. 1804). 

7. Undang-undang ,penetarpan ,JUndang-undang Darurat No. 5 
th. 11958 ten'tang ikedudukan hukum apote:k d.arur-a•t" (Undang­
undang No.18th. '1959, L.N. No. 62 T.L.N. No '1805). 
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Laporan F. 

USUL MOSI/RESOLUSI DAN INTERPELASI TERPENTING 

JANG TELAH DISETODJUI OLEH D.P.R. 

Usul Mosi 

TAHON SIDANG 1950 (R.I.S.) . 

1. Mosi S. Harsono cs. tentang penggabungan daerah Djawa 
Timur. 

2. Mosi Sosrodanukusumo cs. tentang penggabungan daerah 
Madura. 

3. Mosi Mohd. Hasan cs. tentang penggabungan daerah Sumatera 
Selatan. 

4. Mosi Endon cs. tentang penggabungan Djawa Tengah. 
5. Mosi Yunan Nasution cs. tentang penggahungan daerah Asa­

han Selatan dan Labuhan Batu. 
6. Mosi Yamin cs. ten tang penggabungan daerah Pasundan. 
7. Mosi Siradjudin Ahas cs. tentang penggahungan daerah 

Padang. 
8. Mosi J usu£ Rasidi cs. ten tang penggahungan daerah Bangka. 
9. Mosi Amelz cs. tentang penggahungan daerah Sahang. 

10. Mosi Kunum Kusumojudo cs. tentang penggahungan daerah 
Dajak Besar. 

11. Mosi I. A. Moeis cs. tentang penggahungan daerah Kalimantan 
Timur dan Tenggara. 

12. Mosi Abdullah Aidit cs. tentang penggahungan daerah 
Bilitung. 

13. Mosi Yamin cs. tentang penjelesaian pesengketaan lrian Barat. 
14. Mosi Yamin cs. tentang penggahungan daerah Riau. 
15. Mosi Yamin cs. tentang penggahungan Kotawaringin. 
16. IMosi Yamin cs. tentang penggahungan daerah Sumatera-

Timur. 
17. Mosi Sudarso cs. tentang penggahungan Kalimantan Barat. 
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18. Mosi K. Werdojo cs. tentang perajaan 1 l\Iei. 
19. Mosi Natsir cs. tentang, pengakuan Vietminh. 
20. l\Iosi G. A. l\foeis cs. tentang penggahungan daerah Bandjar. 

TAHUN SIDAl~G 1950/ 1951. 
1
1. Mosi Mh. Tauchid dkk. tentang menitidjau kemhali ,putusan 

kenaikan padjak' humi. 

2. Mosi Koharsih dkk. tentang nasionalisasi segala pernsahaan 
listrik d~ gas di Indonesia. 

3. •Mosi iR. Hadikusumo idl&. tentang pentjahutan P:P. No. 39 
tahun 1950 (R. I. dulu ) tentang pemhentukan D.P .R.D.S. clan 
D.P.D.S. 

4. -::.\fosi Teuku :.\Iohd. Hasan dkk. teutang •Panitia Xega.l'a Urnsan 
Pertambangan. 

TAHUX SIDA~G 1952. 

1. Mosi Sunario dkk. mengenai perdjandjian-perdjandjian de­
ngan Negara lain. 

2. Mosi Manai Sophian dkk. tentang mendesak Pemerintah su­
paja mempertjepat iberachimja ,:;\Tisi lliliter Belanda clan 
segera memhentuk Panitia Negara. 

3. :.\Iosi Abulhajat dkk. tentang penghapusan monopoli garam. 

TAHUN SIDA G 1953. 

1. 'Mosi 0. Rondonuwu dkk. tentang segera mengadaka.n hu­
hungan odi.plomatik dengan Soviet Uni dalam tahun 1953. 

2. Mosi Tjikwan dkk. tentang Peraturan Devisen. 

3. •Mosi Boerhanoedin Harahap dkk. tentang peutjabutan kem­
hali P.P. No. 35 th. 1953 tentang susunan clan pimpinan Ke­
menterian Pertahanan. 

T.AH;UN SIDANG 1954 

TAHUN SIDANG 1955 

TAHUN SIDANG 1955/ 1956 

TAHUN SIDANG 1956 
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TAHUN SIDANG 195, 

TAHU T SIDANG 1958 

T AHUN SID ANG 1959 

-.-

-.-

Usul Resolusi. 

TAHU.N SIDANG 1950 -.-

TAHUN SIDANG '1950/ 195.1. 
1. Resolusi Latuharhary dkk. sekitar pemherontakan di Maluku 

Selatan. 
2. Resolusi Hamid Algadrie dkk. sekitar perdjandjian perdamai­

an dengan Djepang di Francisco. 
3. Resolusi I wa Kusumasumantri dkk. tentang Anggaran Belan­

dja Negara th. 1950/ 1951 dan th. 1952/ 1953. 

TAHU T SIDA JG 1952. 
Resolusi Z. Arifin ,dkk. tentang pentjabutan P.P. No. J.5 
th. 1952 mengenai Sta{ Keamanan. 

TAHU - SIDANG 1953 

T A!HUN SID ANG 11954. 

Resolusi :.\Iargono Djojohadiku.sumo dkk. tent~g mengada­
kan angket mengenai usaha memperoleh dan tJara memper-
gunakan devisen. 

TAHiUN SIDAING ,1955 -.-

TAH~ SIDANG 1955/ 1956 

TAHiUN ISIDAING .1956. 

1. Resolusi :Nj. Supeni Pudjohuntoro dkk. tentang pentjegahan 
pertjobaan dan pemakaian born atom. 

2. Resolusi Achmad Sjaichu dkk. tentang pernjataan simpati 
terhadap perdjoangan rakjat Aldjazair. 

3. Resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro okk. tentang pernjataan 
adhesi terhadav nasionalisasi terusan Suez. 

4. Resolusi Mw:sid [mis dkk. tentang masalah ,pembehasan pe­
djuan11; Aldjazair. 
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5. Resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro ·dk:k. tentang masalah 
a~esi oleh Israel, lng:i;r~ dan Perantjis di }1esir. 

6. Resolusi Anwar Harjono dkk. tentang perdjoacgan Rakjat 
iHongar.ia. 

TAHON SIDANG 1957. 

1. Resolusi Imron }losjadi dkk. tentang pernjataan menjokong 
delegasi Indonesia di P .B.B. dalam membitjarakan masalah 
Irian Barat. 

2. Resolusi hnron Rosjadi clkk. tentang intervensi bersendjata 
Inggris terhadap Negara Oman. 

3. Resolusi Abulhajat dkk. tentang clukungan kepada Delegasi 
Indonesia di P.B.B. dalam memperdjoangkan Irian Barat 
dalam sidang umum P.B.B. ke-XII. 

T.AiHON SIIDANG '1958. 

Resolusi Nj. H. Z. Abuhanifah dkk. tentang protes terhaclap 
hukuman mati jang didjatuhkan oleh Pemerintah Perantjis 
atas gadis-gadis pahlawan Aldjazair. 

TAHON SIDANG •1959. 

Resolusi Nj. Supeni dkk. tentang Konperensi para Menteri 
Luar Negeri di Djenewa. 

Usul lnterpelasi: 

TAHON SIDANG 1950. 

Interpelasi Andi Gapa cs tentang perkemhangan politik di 
N.I.T. 

TAHON SIDANG 1950/ 1951. 
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1. 'Interpelasi Moh. Daljono dkk. teutang korban ,,Madiun affai­
re". 

2. Interpelasi Nj. Moedikdio dkk. tentang kematian 16 tawanan 
D.I. di Nusakambangan. 

3. Interpelasi Iwa Kusumasumantri dkk. tentang terlambatnja 
Pemerintah memadjukan Rantjangan Anggaran Belandja 
Negara kepada D.P.R. 

T.A"HUN SIDANG 1952 -.-
TAHUN SIDANG 1953. . 

Interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. tentang kebotJor-
an naskah udjian penghabisan S.M.P./ S.M.A. th. 1953. 

TAHUN SIDANG 1954 -.-
TAHUN SIDANG- 1955 -.-

TAHUN SIDANG 1955/ 1956. 
1, Interpelasi I. A. Moeis dkk. tentang kebidjaksanaa~ Menteri 

Luar Necreri mencrenai Claim Nasional tentang Irian B:uat. 
2. Interpela~i Saki~an dkk. -tentang politik penanaman modal 

asing •Pemerintah Boerhanoedin Harahap. 

TAHON SIDANG 1956 - .-
TAHUN SIDANG 1957 -.-
TAHUN SIDAKG 1958 - .-
TAqU~ SIDANG 1959 -.-

TAJ\IBAHA~: 

Usul pemjataan-pendapat. 

TAHUN SIDANG 1959/ 1960. 
I. Usul Pernjataan-pendapat Nungtjik dkk. mengenai Penetapan 

Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. 

2. Usul Pernjataan-pendapat R.P.R. Situmeang dkk. mengenai 

keadaan bahaja. 
,3. Usul Pernjataan-pendapat Imron Rosjadi dkR-kT. medngeuf fe• 

njelesaian masalah perbatasan antara R. , • an n ia. 

(disetudjui). , 
4. Usul Pernjataan-pendapat Sahar Glr. Sutan Besar dkk. menge. 

nai keadaan bandjir. (Ditarik kemhali). 
5. Usul pemjataan-pendapat B. J. Rambitan dkk. mengenai su• 

rat Edaran Presiden No.2th. 1959 tentang larangan keanggo• 
taan partai politik bagi pendjabat negara warga negara 

Indonesia. 
6. Usul Pernjataan-pendapat Sutomo dkk. mengenai pedagang 

etjeran asing. 
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L:}poran G. 

STARSTIK 
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'Lnporan H. 

PERTANJAAN ANGGOTA D.P.R. DAN DJAWABAN PEMERINTAR 
dalam masa 15-2-1950 - 15-2-1960 

Tahun Sidang 

O.P.R.-R.l.S. 
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Diadjukan l Terdjawab 

185 

361 
104 
102 •) 
98 
56 
14 

63 
145 
100 

45 

15 

1288 

I 
\ 

185 

295 
46 
59 
69 
26 

51 
125 

88 
15 

2 

962 

(tertulis) - \ 

l Belum 
terdjawab 

66 
58 
43 
29 
30 
13 

12 
20 
12 
30 

13 

326 

, !'(A r1 r\, 
-

Keterangan 

•) Termasuk 5 per· 
tanjaan dari <ta-
bun 1952 jang 
dipindahkan da-
lam tahun 1953 

•) Terhitung sam-
pai tgl. 15-2-1960 

\ 
101 

* 
-----

_ .. ___ ..,..r \. • 


